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MOTTO

“If I try my best and fail, well, i've tried my best”

(Steve Jobs)*

“Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di
hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk
di hidupmu.”

(BJ. Habibie)

“I Just Want to Make Beautiful Things, Even if Nobody Cares”

(Saul Bass)®

'Pamungkas, S. 2018. 101 Cara Kreatif Ala Steve Jobs. Yogyakarta:
BIOGRAPHY

2 https://id.pinterest.com/pin/490259109412464045/?Ip=true
*https://www.behance.net/gallery/5623933/Saul-Bass-Poster
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RINGKASAN

Penerapan Fungsi Pengawasan Pasar Tanjung Kabupaten Jember; Reno
Sakti Devissandy, 140910201021; 2019: 94 halaman; Program Studi Administrasi
Negara Jurusan Administrasi Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik Universitas
Jember

Minimnya pengetahuan para pedagang tentang pentingnya retribusi
pelayanan pasar mengakibatkan banyak pedagang yang tidak mematuhi peraturan.
Sehingga terdapat beberapa pedagang di Pasar Tanjung Jember yang terbukti
melakukan pelanggaran. Beberapa pelanggaran tersebut antara lain, menempati
los tempat berjualan dengan tidak sesuai aturan yang ada, menggelar daganganya
di bahu jalan utama tanpa menyewa lapak/kios yang telah disediakan pihak
pengelola, menambah dan memperluas tempat usahanya, tidak memelihara
kebersihan tempat dan barang dagangannya, serta tidak tepat waktu dalam
memenuhi pembayaran pungutan pada waktunya. Adanya permasalahan-
permasalahan tersebut menyebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Jember melalui retribusi pelayanan pasar menjadi tidak optimal.
Penyimpangan yang terjadi merupakan masalah proses pengawasan dan harus
dilakukan perbaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana
Teknis Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui bagaimana proses pengawasan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana
Teknis Pasar Tanjung. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Jember
khususnya di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunkanan teori yang dikemukakan oleh Handoko
mengenai tahap-tahap proses pengawasan. Terdapat 5 tahap proses pengawasan
yang terdiri dari penetapan standart pelaksanaan, penentuan pengukuran
pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan
oelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, pengambilan tindakan
koreksi bila diperlukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif
dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi langsung, wawancara

Vii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif
model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengawasan Pasar
Tanjung berdasarkan tahap-tahap proses pengawasan Handoko yang pertama
penetapan standar, standart fisik berupa sarana prasarana dan fsilitas, bahwa
sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung sudah cukup baik. Yang kedua adalah
standart moneter berkaitan dengan keuangan berupa target retribusi yang
ditetapkan bahwa realisasi pendapatan retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten
Jember Tahun 2012-2016 masih mengalami fluktuasi. Standart yang terakhir
adalah standart waktu berupa jadwal bagi petugas sebagai pedoman dalam
menjalankan tugasnya. Petugas pungut sudah ada jadwal yang dibuat yaitu dengan
system shift. Namun yang menjadi catatan adalah proses pengawasan secara
langsung yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung Kabupaten
Jember masih belum rutin dilaksanakan. Tahap selanjutnya dalam proses
pengawasan Yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dimana proses
pengawasan dilakukan dengan waktu yang tidak ditentukan atau tidak adanya
jadwal yang dibuat. Tidak adanya tim khusus pengawas, proses pengawasan
dilakukan oleh Bendahara Penerima Pembantu beserta staff yang berhubungan
dengan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Proses pengawasan dilalukan
dengan bekerjasama dengan pihak Satpol PP. Tahap proses pengawasan yang
ketiga adalah Pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran masih pada sebatas
peraturan-peraturan umum seperti, peraturan daerah tentang pengelolaan pasar,
sedangkan peraturan atau acuan khusus untuk pelaksanaan proses pengawasan
hingga saat ini belum ada. Tahap proses pengawasan yang keempat adalah
perbandingan, tindakan ini berupa pembandingan pelaksanaan nyata dengan
pelaksanaan yang direncanakan. masih banyak pelanggaran/penyimpangan yang
dilakukan oleh pedagang pasar Tahap proses pengawasan yang kelima adalah
melakukan tindakan dimana pihak pengelola memberikan sanksi berupa sanksi
administrasi, hingga saat ini sanksi yang dilakukan belum memberikan dampak

baik dalam mentertibkan pedagang Pasar Tanjung.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya otonomi daerah membuat setiap daerah memiliki hak, wewenang,
dan kewajiban untuk mengelola sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah
meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber—sumber pendapatan
daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Undang-
Undang No.33 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2) terdapat beberapa sumber pendapatan
daerah yang dapat dikelola oleh masing-masing daerah, Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan, dan Lain—Lain Pendapatan yang sah. Otonomi daerah
merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan
masyarakat. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian
kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas umum
seperti pasar tradisional. Fasilitas-fasilitas umum yang ada dapat mempermudah
kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pasar menjadi salah satu sarana
ekonomi yang berfungsi sebagai peningkatan pendapatan ekonomi suatu daerah.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari
satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar merupakan suatu wadah
yang didalamnya sebagai tempat pertemuan atau interaksi antara penjual dan
pembeli dengan sistem perdagangan. Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas
tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan,
norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Pasar merupakan fasilitas publik
yang sangat vital bagi perekonomian diantaranya pasar tradisional, pertokoan,
mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar
modern. Pasar Tradisional merupakan salah satu sektor yang penting bagi
mayoritas penduduk Indonesia. Pasar Tradisional biasa menjadi tempat untuk

mencari berbagai kebutuhan oleh para konsumen maupun para pedagang didaerah
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pedesaan maupun di perkotaan. Sedangkan peran pasar bagi pemerintah yaitu
sebagai penunjang kelancaran pembangunan dan sebagai sumber pendapatan
daerah.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007
Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Moderrn Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha
berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil,
menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal
kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli
secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, dan pasar tradisional
juga hanya mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios-kios atau gerai
yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Dalam pasar tradisional terdapat
banyak interaksi yang tidak ditemukan dalam pasar modern. Pada pasar
tradisional, para pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk melakukan
suatu transaksi jual-beli. Sebelum kesepakatan terjadi, biasanya pedagang
menawarkan barang dengan harga tertentu, sementara pembeli akan menawar
dengan harga yang relatif murah atau dengan harga yang dapat dijangkau oleh
para pembeli.

Pasar tradisonal memiliki peran penting dalam memajukan pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Pasar Tradisional mampu memberikan pelayanan terhadap
kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Bila dikelola dengan baik pasar
tradisional mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD. Sumber
pendapat daerah yang terpenting salah satunya adalah retribusi pelayanan pasar.

Kabupaten Jember memiliki 31 pasar daerah yang dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Jember. Dari 31 pasar tersebut hanya 3 yang dikategorikan
sebagai pasar besar, yaitu Pasar Tanjung, Pasar Balung, dan Pasar Rambipuji.
Pasar-pasar tersebut dinilai sebagai penyumbang terbesar pendapatan asli daerah
Kabupaten Jember dari sektor retribusi dibandingkan 28 pasar lainnya. Pasar
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Tanjung memiliki potensi pengelolaan terbesar sekaligus merupakan pasar di
Kabupaten Jember yang letaknya berada di pusat kota. Selain itu, Pasar Tanjung
juga memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan retribusi pelayanan
pasar di Kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1. Pencapaian target retribusi pelayanan Pasar Tanjung Kabupaten
Jember Tahun 2011-2015

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Ketercapaian
1. 2011 1.136.410.000,00 1.138.026.540,00 Tercapai
2. 2012 1.143.100.000,00 1.134.598.450,00  Tidak Tercapai
3. 2013 1.170.805.000,00 1.032.607.340,00  Tidak Tercapai
4, 2014 1.206.800.000,00 1.005.692.400,00  Tidak Tercapai
5. 2015 1.223.405.000,00 1.006.746.200,00  Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, Pencapaian target
retribusi pelayanan Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2011-2015

Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian terget
retribusi di Pasar Tanjung dari tahun 2012 - 2015 tidak tercapai. Retribusi
pasar setiap tahunnya mengalami penurunan. Pendapatan retribusi pasar setiap
tahunnya tidak memenuhi target sesuai yang telah ditentukan oleh Pemerintah
Daerah.

Realisasi pendapatan retribusi pasar di dapat dari pemasukan sewa tempat
usaha yang ditarik dari para pedagang baik yang mempunyai kios, los maupun
pedagang yang ada di pelataran pasar.

Tabel 1.2. Pendapatan retribusi pasar dari sewa tempat usaha dan kebersihan

tahun 2016
No. Bulan (Rp) Jumlah Pendapatan
1. Januari 82.110.020,00
2. Februali 88.273.630,00
3. Maret 97.732.140,00
4. April 89.152.237,00
5. Mei 91.993.903,00
6. Juni 95.163.204,00
7. Juli 80.062.799,00
8. Agustus 109.715.178,00
9. September 97.201.590,00
10. Oktober 95.992.699,00
11. November 92.653.292,00
12. Desember 81.296.058,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, Pendapatan Retribusi
Pasar Dari Sewa Tempat Usaha dan Kebersihan Tahun 2016
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pendapatan retribusi pasar dari sewa
tempat usaha tahun 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan
maupun penurunan Yyang terjadi dari bulan Januari sampai Desember
disebabkan oleh ketidaktertiban pedagang yang berkaitan dengan pemakaian dan
pengaturan tempat berjualan, serta keadaan pasar yang carut marut karena
ketertiban para pedagang pasar yang kurang diperhatikan.

Pasar Tanjung adalah satu-satunya pasar tradisional kelas utama di
Kabupaten Jember yang sangat potensial melayani kebutuhan masyarakat
perkotaaan maupun pedesaan karena letaknya yang ada di pusat kota. Dari tahun
ke tahun animo pedagang maupun konsumen semakin meningkat jumlahnya.
Pasar Tanjung Jember yang merupakan pasar terbesar di Kota Jember masih
terdapat permasalahan-permasalahan mengenai ketertiban para pedagang yang
kurang diperhatikan dan kurang ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Jember.

Berdasarka pengamatan awal, kenyataan yang dijumpai di Pasar Tanjung
Jember dengan permasalaham-permasalahan yang terjadi pada saat
berlangsungnya kegiatan pelayanan pasar, terdapat penyimpangan yang
merupakan masalah pengawasan dan harus dilakukan perbaikan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung Kabupaten
Jember.

Kurangnya pengawasan terhadap para pedagang pasar, menyebabkan
minimnya pengetahuan para pedagang tentang pentingnya retribusi.
Sehingga banyak pedagang yang tidak mentaati terhadap peraturan yang ada.
Para pedagang tidak mengetahui bahwa dengan membayar retribusi nantinya
akan kembali kepada pedagang itu sendiri dengan adanya perbaikan fasilitas
maupun penambahan fasilitas.

Kemudian, belum dilakukannya tindak lanjut dari hasil proses pengawasan
mengenai pelanggaran atas kewajiban dan larangan pedagang sesuai peratutan
yang ada. Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis masih
terdapat beberapa pedagang di Pasar Tanjung Jember yang terbukti melakukan
pelanggaran. Beberapa pelanggaran tersebut antara lain, menempati los tempat
berjualan dengan tidak sesuai aturan yang ada berdasarkan hasil obesrvasi penulis
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menemukan ketidakteraturan pedagang karena masih ditemukanya pedagang yang
nakal dengan menggelar daganganya di bahu jalan utama tanpa menyewa
lapak/kios yang telah disediakan pihak pengelola, menambah dan memperluas
tempat usahanya, tidak memelihara kebersihan tempat dan barang dagangannya,
serta tidak tepat waktu dalam memenuhi pembayaran pungutan pada waktunya.

Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum memberikan
peringatan dan sanksi kepada para pedagang yang terbukti melakukan
pelanggaran sebagaimana sanksi yang tertulis di Peraturan Daerah Kabupaten
Jember No 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat
Perbelanjaan Serta Toko Swalayan Pasal 41 yaitu berupa sanksi administrasi
berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha dilakukan apabila telah
diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 kali dengan tenggang waktu paling
lama 1 bulan dan pencabuta izin usaha, dilakukan paling lama 3 bulan sejak
tanggal ditetapkannya pembekuan izin usaha.

Berdasarkan dengan peraturan yang ada, seharusnya pihak Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung Kabupten
Jember mempunyai tugas untuk melakukan penyuluhan kepada para pedagang
pasar, terutama mengenai ketertiban. Namun hingga saat ini belum ada tindakan
tegas dari proses pengawasan yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut.

Fokus utama permasalahan penelitian ini adalah tentang proses
pengawasan terhadap ketertiban pedagang pasar, permasalahan tersebut meliputi
sering terjadi ketidakteraturan pedagang karena masih ditemukanya pedagang
yang nakal dan melanggar peraturan yang sudah tetapkan oleh pemerintah.
Sehingga dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember melalui retribusi

pelayanan pasar menjadi tidak optimal.
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1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti pastinya
membutuhkan yang namanya rumusan masalah. Perumusan masalah itu sangat
penting karena akan menetukan metode penelitian yang di gunakan. Menurut
pendapat Evan (dalam Kuncoro, 2011:5) bahwa, “perumusan masalah adalah
konteks dari penelitian, mengapa penelitian diperlukan, dan pertunjuk yang
mengapa penelitian diperlukan, dan petunjuk yang mengarahkan tujuan
penelitian”

Berdasarkan penelitian di atas dan dari pemaparan latar belakang maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Proses Pengawasan
Pasar Tanjung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang terkait dengan rumusan
masalah. Menurut Idrus (2009:49) “Tujuan penelitian harus konsisten dengan
rumusan judul, rumusan masalah, serta hipotesis(jika ada) yang diajukan”.

Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan tertentu, dan pada umumnya
tujuan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga hal utama yaitu untuk menemukan,
membuktikan dan mengembangkan pengetahuan tertentu. Dengan tiga hal
tersebut, maka implikasi dari hasil penelitian akan dapat digunkan untuk
memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan  proses pengawasan Pasar Tanjung, sehingga dapat

mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar.

1.4 Manfaat Penelitian
A Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi kalangan
akademis bidang ilmu administrasi negara, sehingga mampu menambah wawasan

dan pengetahuan bagi yang membaca.
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B. Praktis

Memberi suatu gambaran kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
tentang pengelolaan pasar tanjung yang sehingga peran retribusi pasaryang
diharapkan memberi peningkatan terhadap pendapatan asli daerah.
C. Pribadi

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kinerja peegawai negri
sipil dinas perindustrian dan perdaganagn serta pengalaman bagi penulis dalam

mempraktikkan teori teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut Pedoman Penulisan Karya llmiah Universitas Jember (2016)
tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian
empiris) serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian
sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi. Kajian teori
dapat dilakukan dengan salah satu atau beberapa tahap berikut.

1. mengumpulkan pendapat atau teori yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas;

2. membandingkan dan memilih teori yang paling relevan untuk memecahkan
masalah;

3. membahas atau menilai kelemahan dan keunggulan teori-teori; dan

4. menentukan teori-teori sebagai dasar analisis selanjutnya.

Menurut Faisal (2005:263) pada bab dua tentang pembahasan kepustakaan
(tinjauan pustaka) sangat bergantung pada topik masalah atau bangunan teori yang
melandasi pelaksanaan penelitian dengan tujuan untuk menunjukkan konsep,
teori, data, temuan-temuan yang bersangkutan dengan masalah penelitian,
sehingga masalah yang diteliti menjadi lebih jelas.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menunjukkan sejumlah konsep
terkait masalah yang diteliti, sehingga penelitian ini semakin lebih jelas. Adapun
konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut.

1. Administrasi Publik.

Manajemen.

Pengawasan.

2
3
4. Desentralisasi & Otonomi Daerah.
5. Pasar.

6

Pendapatan Asli Daerah.
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2.1.1 Administrasi Publik
Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu “ad+ministere” dan
“ad+ministrate”. Simon (1959:3) dalam Maksudi (2017:28) memberikan
pemahaman bahwa administrasi sebagai kegiatan—kegiatan kelompok kerja sama
untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut Siagian (1983) administrasi adalah
keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang
didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya. Menurut Atmosudirjo (1982:272) Administrasi Publik adalah
administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar
tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Menurut Dwight Waldo

(1955) Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan

peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

G. Fredrickson (1984) mengemukakan enam paradigma administrasi
publik yaitu sebagai berikut.

1. Birokrasi Klasik yang berfokus pada struktur organisasi dan fungsi, prinsip
manajemen sedangkan lokusnya adalah berbagai jenis organisasi, baik
pemerintah maupun bisnis. Nilai pokok yang mau diwujudkan adalah efisiensi,
efektivitas ekonomi dan rasional. Tokohnya adalah Weber (Bereucrasy, 1922),
Wilson (The study of public administration, 1887), Taylor (Scientific
management, 1912) dan Gullic & Urwick (Paper on the science of
administration, 1937)

2. Birokrasi Neo Klasik memuat nilai yang dianut sama dengan paradigma
birokrasi klasik, namun yang berbeda adalah fokus pada proses pengambilan
keputusan dengan perhatian khusus pada penerapan ilmu prilaku, ilmu
manajemen, analisa sistem dan penelitian operasi sementara lokusnya adalah
keputusan yang dihasilkan birokrasi pemerintah. Tokohnya adalah Simon
(Administrasi Behaviour, 1984), Cyer & March (Abehavioral theory of the
firm, 1963)

3. Kelembagaan yang berfokus pada pemahaman mengenai prilaku birokrasi yang
dipandang juga sebagai suatu organisasi yang kompleks. Masalah efisiensi,

efektivitas dan produktivitas organisasi kurang mendapat perhatian. Salah satu
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perilaku organisaisasi yang diungkapkan dalam paradigma ini adalah perilaku
pengambilan keputusan yang bersifat bertahap (gradual) dan terjadi secara
bertahap (incremental) yang oleh Limbdon dipandang sebagai satu-satunya
cara untuk memadukan kemampuan dan keahlian birokrasi dengan preferensi
kebijkana dan berbagai kemungkinan bias dari pejabat politis.

4. Hubungan kemanusiaan yang intinya adalah keikutsertaan dalam pengambilan
keputusan, minimalisasi perbedaan dan status dan hubungan antar pribadi,
keterbukaan, aktualisasi diri dan optimasi tingkat kepuasan, fokusnya adalah
dimensi-dimensi kemanusiaan dan aspek sosial dalam tiap jenis organisasi atau
birokrasi. Tokohnya Rennis Likert (The human organizations its management
and value, 1967)

5. Pilihan publik, lokus administrasi negara menurut paradigma ini tak terlepas
dari politik. Fokusnya adalah pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan
publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi
yang kompleks, tokohnya adalah Ostrom (1973) dan Tullock (1968).

6. Administrasi negara baru, lokusnya adalah usaha untuk mengorganisasikan,
menggambarkan dan mendesain ataupun membuat organisasi dapat berjalan
kearah dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang
dilaksanakan dengan menggambarkan sistem desentralisasi dan organisasi-
organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi dan peran
seerta dan dapat meberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan
masyarakat. Karakteristiknya adalah menolak bahwa para administrator dan
teori administrasi bersifat netral atau bebas nilai.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan administrasi publik di atas
menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan usaha dari pemerintah untuk
menjalankan tugasnya dalam melakukan pelayanan terhadap kebutuhan

masyarakat sebagai tujuannya.
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Menurut Keban (2004:11) ruang lingkup suatu administrasi publik meliputi

dimensi-dimensi strategis yaitu.

1. Dimensi Kebijakan
Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus
dikerjakan. Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk
penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan
tersebut. Proses tersebut dapat dianologikan dengan sistem kerja otak manusia
dengan arahan atau tujuan dari suatu tindakan.

2. Dimensi Manajemen
Pendekatan manajemen normatif melihat manajemen sebagai suatu proses
penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan. Efektivitas dari proses tersebut
diukur dari apakah kegiatan—kegiatan organisasi direncanakan, diorganisir,
dikordinasikan, dan dikontrol secara efisien. Menyangkut proses bagaimana
kegiatan-kagiatan yang telah dirancang dapat di implementasikan (digerakan,
diorganisir, dan dikontrol) untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-
prinsip tertentu.

3. Dimensi Organisasi
Berkenaan dengan pengaturan struktur dan hirarki yang meliputi pembentuk
unit. Pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik). Penetapan
prosedur aturan dan standar untuk mencapai tujuan organisasi. Proses tersebut
dapat di umpamakan dengan sistim organ tubuh manusia, yang memiliki peran
dan fungsi tersendiri. Dan siap melaksanakan tugasnya setelah mendapat
perintah dari otak.

4. Dimensi Etika
Dimensi etika menjadi salah satu yang terpenting karena dalam kegiatan
administrasi publik berkenaan dengan maksud dan tujuan publik tertentu,
diarahkan untuk memuaskan kepentingan atau kebahagiaan publik, dan
dijalankan dengan kewajiban dan motif yang benar.

5. Dimensi Lingkungan
Dinamika atau perubahan dimensi internal administrasi publik seperti

kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika, dan kinerja dalam
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administrasi publik, sangat dipengaruhi oleh dimensi eksternal administrasi
publik yaitu lingkungan. Baik bagaimana situasi lingkungan disini dapat dilihat
dari sistim politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam suatu negara yang sangat
mempengaruhi atau mendikte administrasi publik. Karena itu kemampuan
mengenal dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan menjadi sangat penting.
6. Dimensi Kinerja
Administrator yang telah dipercayakan sebagai pihak yang perbuatan dan
keputusannya kepada publik seharusnya mereka layani dalam bentuk kerja.
Dengan demikian dimensi terakhir dari administrasi publik adalah dimensi
akuntabilitas kinerja. Dimensi ini menggambarkan bukti nyata tentang
kehadiran dan kegunaan riil dari administrasi publik di dalam suatu negara.
Dalam penerapan adminstrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan.
Administrasi menentukan tujuan dan kebijaksanaan umum secara menyeluruh
sedangkan manajemen sebagai subkonsep yang bertugas melaksanakan semua
kegiatan untuk mencapai tujuan dan kebijaksanaan yang sudah tertentu pada

tingkat administrasi.

2.1.2 Manajemen
Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Menurut
Hasibuan (2001:1) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainya secara efektif dan efisien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2001:2)
manajemen berarti suatu proses yang membedakan atas perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu
maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Hasibuan (2001:20) terdapat lima macam bidang manajemen
yakn sebagai berikut.
1. Manajemen Sumber Daya Manusia
Dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) pembahasan difokuskan
pada unsur manusia pekerja. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu

dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja, agar efektif dan
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efisien membantu terwujudnya tujuan. Hal-hal pokok yang dipelajari dalam
MSDM ini adalah  perencanaan (human resource planning),
pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengaradaan, pengembangan,
kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan
pemberhenteian karyawan.

2. Manajemen Permodalan
Dalam manajemen permodalan, pembahasan lebih dititikberatkan pada
“bagaimana menarik modal dengan biaya yang relatif rendah dan bagaimana
memanfaatkan modal (uang) supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna
untuk mencapai tujuan”. Tegasnya bagaimana mengelola/mengatur
dana/uang, supaya mendapatkan keuntungan yang wajar.

3.  Manajemen Akuntansi Biaya
Pokok pembahasan dalam manajemen akuntansi biaya ini adalah “bagaimana
caranya, supaya harga pokok barang atau jasa yang dihasilkan relatif rendah
dan dengan kualitas yang baik”. Jadi, membahas masalah pemakaian
material, supaya efisien dan efektif sehingga pemborosan dapat dihindarkan
seminimal mungkin.

4. Manajemen Produksi
Hal-hal pokok yang dibahas dalam manajemen produksi ini meliputi masalah
“penentuan/penggunaan mesin—mesin, alat-alat, lay out peralatan, dan cara—
cara untuk memproduksi barang/jasa supaya kualitasnya relatif baik. Jadi,
membahas pengertian produksi, tata ruang perusahaan, perawatan, dan lain
sebagainya.

5.  Manajemen Pemasaran
Masalah-masalah pokok yang diatur dalam manajemen pemasaran ini lebih
dititikberatkan tentang cara penjualan barang, jasa, pendistribusian, promosi
produksi sehingga konsumen merasa tertarik untuk mengkonsumsinya. Maka
dalam hal ini mengatur bagaimana supaya barang dan jasa—jasa dapat terjual
seoptimal mungkin dan dengan mendapat laba yang wajar.

Fokus dari penulis adalah Manajemen Sumber Daya Manusia, karena

berkaitan dengan fungsi pengawasan, dalam mengelola pasar diperlukan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

14

pengawasan agar, penerimaan retribusi lebih optimal dan dapat meningkatkan
sumber pendapatan asli daerah.

Fungsi—fungsi manajemen menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2001:37)
meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan
(actuating), dan pengawasan (controling) yang penjelasannya sebagai berikut.

1. Perencanaan (Planning)
Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang
akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan
(planning) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan
strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran
dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan
banyak terlibat dalam fungsi ini.

2. Pengorganisasan (Organizing)
Pengorganisasian (organizing) adalah tindakan mengusahakan hubungan-
hubungan yang efektif antara dua orang atau lebih, sehingga mereka dapat
bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam
melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna
mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3. Pelaksanaan (Actuating)
Pelaksanaan (actuating) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota
kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk
mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan
tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran
tersebut. Dari pengertian di atas, pelaksanaan (actuating) tidak lain
merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan
melalui berbagai pengarahan dan pemberian motivasi agar setiap karyawan
dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan
tanggung jawabnya.

4. Pengawasan (Controlling)
Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah

pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif
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tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Louis E. Boone dan David
L. Kurtz (1984) memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai “... the
process by which manager determine wether actual operation are consistent
with plans”. Sementara itu, Robert J. Mocker sebagaimana disampaikan oleh
Handoko (1995) mengemukakan definisi pengawasan yang di dalamnya
memuat unsur esensial proses pengawasan, bahwa pengawasan manajemen
adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan
tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik,
membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan
sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta
mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua
sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien

dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

2.1.3 Pengawasan

G.R. Terry dalam Brantas (2009:188) mengatakan pengawasan dapat
didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa
yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu
melakukan perbaikan—perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana
yaitu selaras dengan standar. Menurut Robet J. Mokler dalam Siswanto
(2006:139) menyatakan pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk
menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem
umpan balik, informasi, membandingkan, kinerja aktual dengan standar yang
telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur
signifikasi penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang
diperlukan untuk menjamin bahwa sumberdaya perusahaan yang sedang
digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai
sasaran perusahaan. Sedangkan Manulang (2002:173) berpendapat pengawasan
dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah
dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Winardi (2003:379) menyatakan
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pengawasan merupakan mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya

mengevaluasi prestsi kerja dan apabila perlu menetapkan tindakan-tindakan

korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Selanjutnya Brantas (2009:195) menyatakan bahwa proses pengawasan

dilakukan secara bertahap melalui beberapa tahap yakni sebagai berikut.

1.
2.
3.

Menentukan standar—standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan.

Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.

Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan

penyimpangan jika ada.

Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan

dan tujuan sesuai dengan rencana. Agar pengawasan berjalan secara efisien

maka kegiatan pengawasan harus memiliki syarat - syarat sebagai berikut.

a. Pengawasan membutuhkan perencanaan

b. Pengawasan membutuhkan struktur organisasi yang jelas yang di dalamnya
terdapat orang yang bisa bertanggungjawab.

Brantas (2009:193) menggolongkan pengawasan terdiri dari beberapa

macam yakni sebagai berikut.

1.

Pengawasan karyawan (personnel control)

Pengawasan ini ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan
kegiatan karyawan, dimana karyawan harus bekerja sessuai dengan rencana,
perintah, tata kerja, disiplin, absensi, dan sebagainya.

Pengawasan keuangan (financial control)

Pengawasan tersebut ditujukan kepada hal yang menyangkut keuangan, tentang
pemasukan dan pengeluaran, biaya-biaya perusahaan termasuk pengawasan
anggarannya.

Pengawasan waktu (time control)

Pengawasan ini ditujukan kepada pengguna waktu, artinya waktu yang

direncanakan apakah sesuai atau tidak dengan yang direncanakan.

. Pengawasan teknis (technical control)

Pengawasan ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik, yang berhubungan

dengan sifat dan teknis pelaksanaan.
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Pengawasan kebijakan (policy control)

Pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijakan-
kebijakan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah digariskan.
Pengawasan pemeliharaan (maintenance control)

Pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui apakah semua inventaris
perusahaan dipelihara dengan baik atau tidak.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu

pengawasan merupakan salah satu sarana penting dalam melihat apakah efisiensi

aktifitas-aktifitas berjalan dengan baik atau apakah biaya-biaya yang dikeluarkan

dalam setiap aktifitas dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat pengawasan menurut Siagian (2007:261) meliputi hal berikut.

a.

Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam
organisasi.
Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana
efisien dan efektif.
Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam
penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja
yang memuaskan.
Tindakan prefentif apayang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar
tidak terus berlanjut.

Menurut Handoko (2009:361) terdapat tiga tipe pengawasan Yyaitu

pengawasan penduhuluan, pengawasan concurrent dan pengawasan umpan balik.

Kegiatan Belum Kegaiatan Sedang Kegaiatan Telah
Dilaksanakan Dilaksanakan dilaksanakan
Feedforward Control Concurrent Control Feedback Control

Gambar 2.1 Tipe Pengawasan menurut Handoko (2009:362)
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Pengawasan  Pendahuluan  (Feedforward  Control).  Pengawasan
pendahuluan, atau sering disebut steering controls, dirancang untuk
mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar
atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan
tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif,
dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan
sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer
mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang
perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap
tujuan yang diinginkan.

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan
(concurrent control), atau pengawasan ini sering disebut pengawasan “Ya- Tidak”,
screening control atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan
berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari
suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu
sebelum kegiatan-kegiatan bisa lanjutkan, atau menjadi semacam peralatan
“double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengawasan umpan balik (Feedback Control). Pengawasan umpan balik,
juga dikenal sebagai past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan
yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar
ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa
di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan

Dalam Handoko (2009:362) proses pengawasan biasanya terdiri paling
sedikit lima tahap (langkah), yaitu: 1) penetapan standar pelaksanaan, 2)
penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, 3) pengukuran pelaksanaan kegiatan
nyata, 4) pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan

penyimpangan - penyimpangan, dan 5) pengambilan tindakan koreksi bila perlu.
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Penetapan Standart Penentuan Pengukuran Perbandingan
Pelaksana — Pengukuran — Pelaksana |— dengan Standart
Pelaksana Kegiatan Evaluasi
A Kegiatan 7'}
; T

Pengambilan

y

Tindakan Koreksi |«
bila perlu

Tindakan Koreksi

Gambar 2.2 Proses Pengawasan menurut Handoko (2009 : 363)
1. Penentuan Standar
Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan.
Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat
digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil tujuan, sasaran, kuota,
dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang
lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar (market-
share), marjin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produksi.

Tiga bentuk standar yang umum (Handoko, 2009:364) adalah:

a. Standar-standar phisik, mungkin meliputi kuantitas barang atau jasa,
jumlah langganan atau kualitas produk;

b. Standar-standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup
biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan,
dan sejenisnya;

c. Standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas suatu

waktu;
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2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan
Tahap kedua dalam pengawasan yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan
kegiatan. Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara
untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata.
Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan
pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang
penting berikut ini dapat digunakan: berapa kali (how often) pelaksanaan
seharusnya diukur — setiap jam, harian, mingguan, bulanan? Dalam bentuk
apa? (what form) pengukuran akan dilakukan — laporan tertulis, inspeksi visual,
melalui telepon? Siapa (who) yang akan terlibat? Manajer? Staf departemen?
Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat
diterangkan kepada para karyawan.
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Tahap ketiga dalam pengawasan adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan.
Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran
pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus.
Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:
a. pengamatan (observasi);
b. laporan-laporan, baik lisan maupun tulisan;
c. metoda-metoda otomatis dan
d. inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel.
4. Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan
Tahap keempat dalam pengawasan yaitu pembandingan pelaksanaan dengan
standar dan analisa penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah
pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau
standard yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan,
tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan penyimpangan
(deviasi). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan

mengapa standar tidak dapat dicapai.
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5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan
Tahap kelima dalam pengawasan yaitu pengambilan tindakan koreksi bila
diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan
ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk.
Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan
bersamaan.
Menurut Siagian (2007:261) manfaat terpenting dari pengawasan adalah:
1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana
organisasi berada.

2. Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana
dengan efisien dan efektif.

3. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam
penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.

4. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang
memuaskan.

5. Tindakan prefentif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar
tidak terus berlanjut.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang
direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu
benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem
pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya
penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Apa yang telah terjadi dapat disetir ke
tujuan tertentu. Oleh karna itulah, suatu sistem pengawasan yang efektif harus
dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan
penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan
selanjutannya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau
mendekati apa yang direncanakan sebelumnya. (Manullang, 2004:174)

Berdasarkan pada konsep pengawasn yang dipaparkan di atas, peneliti
telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti
berasumsi bahwa penelitian tentang Penerapan Fungsi Pengawasan Pasar Tanjung

Kabupaten Jember belum berjalan optimal dan efektif sesuai dengan tahap


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

22

pengawasan sehingga belum ada perbaikan akan penyimpangan-penyimpangan
yang ada hingga saat ini.

2.1.4 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah
pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai
dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi
maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya
adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai
penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan
Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem
pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan
perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi berhubungan
dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu
daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada
campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah semakin kuat sebagai akibat diberlakukannya UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah penyempurna UU No. 12 Tahun 2008
penyempurna UU No. 32 Tahun 2004 penyempurna UU No. 22 Tahun 1999.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Widjaya (2011) berpendapat
bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Darwin (2010) pilihan otonomi merupakan jawaban atas masalah

yang ditimbulkan dari kecenderungan sentralisasi perencaaan dan pengelolaan
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sumberdaya pembangunan yang terbukti tidak mendorong prakarsa,
pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi setempat
serta partisipasi masyarakat. Secara politis, otonomi ini merupakan upaya
institusional guna mencegah berbagai bentuk ketimpangan pembangunan antar
daerah dan antar wilayah yang terus berlanjut. Secara ekonomi, dengan otonomi
diharapkan akan menciptakan stabilitas makro ekonomi dan tercapainya efisiensi
kinerja perekonomian dengan asumsi bahwa pembangunan di daerah akan lebih
cepat dan ekonomis bila dikerjakan oleh sumber daya manusia dari daerah itu
sendiri.

Konsekuensi dari otonomi daerah menurut Darwin (2010) yakni
pemerintah daerah kini dituntut untuk menggali dan meningkatkan sumber-
sumber pendapatannya, dan di sisi lain pemerintah pusat tidak boleh lagi dominan
dan menjadi faktor segala-galanya dalam pembangunan daerah, misalnya dalam
menentukan jumlah dan alokasinya. Menurut Mahmudi (2010) tujuan pelaksanaan
otonomi daerah adalah mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) yang ditandai dengan meningkatnya kemandirian daerah,
adanya transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah yang semakin responsif
terhadap masyarakat, meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan
daerah, meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan
pelayanan publik, serta meningkatnya demokratisasi di daerah. Menurut Widjaya
(2011) tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan otonomi daerah adalah
sebagai berikut.

1. menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang.

2. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. menumbuhkan kemandirian daerah.

4. meningkatkan daya saing daerah dalam proses pembangunan.

Penyerahan wewenang ini juga tidak terlepas dari keberhasilan
desentralisasi sebagai perubahan dari sistem sentralisasi pemerintah yang
membuat otonomi daerah berhubungan dengan desntralisai. Menurut UU No. 23
Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh

pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Otonomi
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daerah dan desentralisasi memang berjalan dalam jalan yang sama, tetapi menurut

Stewart dan Pide dalam Suwandi (2015) istilah otonomi daerah cenderung pada

aspek politilk tentang kekuasaan negara, sedangkan istilah desentralisasi

cenderung pada aspek administrasi. Menurut Rondininelai dalam Suwandi (2015)

desentralisasi adalah transfer wewenang dan tanggung jawab dalam fungsi-fungsi

publik, dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintahan yang berada di

bawahnya, yang kemudian dibagi menjadi empat kelompok yaitu dekonsentrasi,

pendelegasian, devolusi, privatisasi yang dijabarkan sebagai berikut.

1.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada
pejabat yang berda dalam garis hierarki dengan pemerintahan pusat di
daerah.

Pendelegasian adalah pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada
organisasi yang berda di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol
secara tidak langsung oleh pemrintah pusat.

Devolusi adalah pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintah yang
lebih rendah dalam bidang keuangan. Devolusi juga dapat diartikan pihak
pemerintah daerah mendapat diskresi yang tidak dapat dikontrol oleh
pemerintah pusat.

Privatisasi adalah pelimpahan wewenang kepada organisasi non-
pemerintah atau swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang
kepada organisasi tersebut untuk ambil bagian dalam proses pembangunan
nasional.

Menurut Kaho dalam Darwin (2010) ada empat faktor mempengaruhi

pelaksanaan otonomi daerah yaitu manusia, keuangan, peralatan, organisasi dan

manajemen yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Manusia

Faktor manusia adalah faktor paling esensial dalam penyelengaraan
pemerintah daerah. Pentingnya faktor ini karena manusia merupakan
subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusialah yang merupakan
pelaku dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab

itu, agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya
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yakni sesuai tujuan yang diharapkan, maka mausia sebagai pelaku atau
subyek tersebut harus baik. Tanpa pelaksana yang baik maka mekanisme
pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. pengertian baik tersebut
meliputi mentalitas (moral) dan kecakapan kemampuan.

2. Keuangan
Faktor berikutnya adalah keuangan yang baik. Istilah keuangan
mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang
seperti pendapatan, jumlah uang, dan pengelolaan keuangan. Dalam setiap
kegiatan pemerintahan faktor keuangan sangat penting karena hampir
setiap kegiatan pemerintah membutuhkan biaya. Makin bnyak kegiatan
yang dilakukan maka makin besar biaya yang diperlukan dan apabila
semakin baik pengelolaan keuangan maka semakin berdayagunalah
pemakaian uang tersebut.

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah disebutkan oleh J. Wajong yang
mengutip pendapat D’ Audifferet dalam Darwin (2010) sebagai berikut.

a. Bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar
pada hari kemudian penduduk sedaerah, sehingga kebijaksanaan yang
ditempuh untuk melakukan kegiatan dapat menyebabkan kemakmuran
atau kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah itu.

b. Bahwa kepandaian mengendalikan daerah tidak memberikan hasil yang
memuaskan dan abadi tanpa cara pengendalian keuangan yang baik trlebih
lagi tanpa kemampuan melihat ke muka dengan penuh kebijaksanaan,
yang harus diarahkan untuk melindungi dan memperbesar harta daerah
dengan mana semua kepentingan masyarakat daerah dengan sangat erat
berhubungan.

c. Bahwa anggaran adalah alat utama untuk pengendalian keuangan daerah,
sehingga rencana anggaran yang diperhadapkan pada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah haruslah tepat dalam bentuk dan susunannya dengan
memuat rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan
kemuka yang bijaksana.
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3. Peralatan
Faktor yang ketiga adalah peralatan yang cukup baik. Peralatan adalah setiap
benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau
kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik dari segi kepraktisan,
keefesienan, dan keefektifan jelas sangat dibutuhkan bagi terciptanya suatu
pemerintahan daerah yang baik. Apalagi dalam era organisasi dan abad
tekonologi yang serba kompleks seperti saat ini, jelas bahwa peralatan yang
praktis dan efisien sangat dibutuhkan. Peralatan-peralatan seperti ini juga
sangat tergantung kepada kondisi keuangan maupun sumber daya manusia
yang mengoperasikannya.

4. Organisasi dan Manajemen
Faktor keempat yaitu organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi (Liang
Gie, 1968:185) merupakan suatu wadah yang menampung orang-orang dalam
suatu kesatuan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap
pejabat, kekuaasaan, tugas, dan hubungannya satu sama lain dalam rangka
mencapai suatu tujuan tertentu. Sedang manajemen (Liang Gie, 1968:11)
adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama
sehingga tujuan yang ditentukan benar-benar tercapai. Otonomi daerah dapat
berjalan baik apabila organisasi dan manajemen yang melaksanakannya juga
baik dan hal tersebut tergantung kepada kepala daerah beserta staf dalam
menggerakkan peralatan yang ada seefektif dan seefisien mungkin untuk
mecapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasar penjelasan tentang otonomi daerah tersebut jelas otonomi daerah
merupakan sumber kewenangan bagi pemerintah daerah utuk mengelola

daerahnya masing-masing, termasuk dengan penerimaan yakni pendapatan.

2.1.5 Pasar

Dalam pengertian sederhana, pengertian pasar adalah sebagai tempat
bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan
jasa. Sedangkan arti pasar adalah suatu tempat dimana pada hari tertentu para

penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual-beli barang. Adapun definsi pasar
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menurut Kuntowijoyo (1994) adalah sebagai mekanisme (bukan hanya sekedar
tempat) yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan
pihak penjual.

Pengertian Pasar sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia
(Perpres-RI) Nomor 112 Tahun 2007 adalah area tempat jual beli barang dengan
jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar
tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
Lebih lanjut Perpres-RI1 tersebut mendefinisikan pasar tradisional adalah pasar
yang dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan
swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau
koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang
dagangan dengan tawar-menawar.

Klasifikasi Pasar menurut Malono (2011) terdapat 2 jenis pasar, Pasar
Tradisional dan Pasar Modern.

a. Pasar Tradisional
Pasar tradisional menurut Malono (2011) merupakan tempat bertemunya
penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli
secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan
biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang
dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual
kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah,
sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-
lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.

Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya

terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk

mencapai pasar.
b. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis
ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan

pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada
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dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan)
atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan
makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang
lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari
pasar modern adalah hypermart, pasar swalayan (supermarket), dan
minimarket.

Pasar tradisional menurut Herman Malono (2011) merupakan tempat
bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual
pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar- menawar, bangunan
biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka
oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan
sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur,
daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula
yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak
ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar

memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang
dalam pasal 1 butir 13 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai
penambah nilai kekayaan yang bersih. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU No.
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan
Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana
yang di dapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi
sumber pembiyaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan
memeratakan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana
pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan

sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah
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menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli
daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,
yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali
pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas
desentralisasi (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004).

Adapun sumber-sumber Peneriaan Daerah menurut penjelasan Undang- Undang
No. 33 Tahun 2004, sebagai berikut.

1. Hasil pajak daerah vyaitu pungutan daerah menurut peraturan yang
ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan
hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah
daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas
jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat
dipaksakan.

2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi
pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh
jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah
daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu
pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus
memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif
untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya masalah
anggarannya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah
pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan
daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana
pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang
disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai

dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

30

adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan

daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan

mengembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang
tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah,
pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat
yang menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan
yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan
untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan
daerah disuatu bidang tertentu. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana
dimaksud meliputi:

a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan
masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam
meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan
masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah pendapatan asli
daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah tentunya tidak terlepas dari
kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam
mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan
masukan terhadap daerah.

Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih
dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor.

Faktor-faktor tersebut adalah meliputi.
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1. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan
memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi
tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.

2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang
diperkirakan dapat ditagih.

3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan.

4. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan
sistem pungutan.

5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar.

6. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Di berbagai negara, sumber
keuangan daerah ini selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi
sumber pendapatan antara pemerintah daerah dengan pusat. Daerah merasa bahwa
sumber dana yang dimilikinya kurang memadai dan pemerintah pusat dituduh
enggan berbagi pendapatan. Humes IV (1991) mengungkapkan bahwa pada
prinsipnya sumber keuangan daerah itu ada tiga, yakni : locally raised reuenue
(Pendapatan Asli Daerah), transferred or assigned income (Transfer Pemerintah
Pusat), dan loans (Pinjaman).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang ditentukan dan
dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber
penghasilan utama bagi daerah. Terdapat tiga kategori yang masuk dalam jenis
pendapatan ini yang meliputi pajak daerah, denda dan pungutan (retribusi), serta
penghasilan perusahaan daerah.

Pajak daerah oleh banyak pihak dipandang sebagai jenis penghasilan
utama yang diperoleh daerah. Umumnya pemerintah pusat menentukan pajak
mana yang dapat dipungut oleh daerah. Di banyak negara, legislasi juga
menentukan batasan bagi pungutan tersebut serta memberikan kekuasaan kepada

pemerintah pusat untuk memeriksa dan mengesahkannya.
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Kategori ke dua dari pendapatan asli daerah adalah pungutan biaya (fee),
denda (ines), dan lisensi (license). Sumber pendapatan ini terikat dengan kemauan
seseorang untuk membayar pelayanan tertentu yang dinikmatinya. Pemerintah
daerah memungut biaya atas beragam pelayanan dan lisensi yang disediakan.
Contoh yang masuk kategori ini adalah hak untuk menjual minuman, makanan,
hiburan, untuk menjalankan sepeda, kendaraan bermotor, untuk menggunakan
fasilitas atau taman kota, memancing, menjajakan, dan lain sebagainya.
Sumbangan sukarela juga dimungkinkan sebagai sumber pendapatan daerah.

Kategori ketiga dari pendapatan asli daerah adalah penghasilan dari utilitas
dan perusahaan daerah (earnings from utilities and public enterprises).
Perusahaan daerah memperoleh penghasilan melalui pembebanan biaya (user

charge) atas pelayanan yang diberikannya.
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Judul Analisis Pengelolaan Pengelolaan Pasar
Penelitian Retribusi Pasar Di Tradisional Di  Kota
Kabupaten Jember Bandar Lampung Oleh
Dinas Pengelolaan Pasar
Tahun 2016 2016
Penulis Bayu Setyo Sasongko Ariswan Barmawi
Lembaga Universitas Negeri Jember Universitas Lampung
Rumusan 1. Bagaimana  proporsi Bagaimanakah pelaksanaan
Masalah penerimaan retribusi masing- fungsi-fungsi  manajemen
masing  pasar  terhadap Dinas Pengelolaan Pasar
Penerimaan total retribusi Kota Bandar Lampung
pasar di Kabupaten Jember? dalam  mengelola  pasar
2. Bagaimana tingka tradisional tugu di Kota
tefektifitas pengelolaan Bandar Lampung?
retribusi pasar di Kabupaten
Jember?
3. Bagaimana Kklasifikasi
pertumbuhan  pasar  di
wilayah Kabupaten Jember?
4. Strategi apa Yyang
digunakan untuk
meningkatkan  penerimaan
Pendapatan Asli Daerah dari
retribusi pasar di Kabupaten
Jember?
Metode Kuantitatif Deskriptif Kualitatif Deskriptif
Penelitian
Hasil Hasil analisis proporsi  Hasil penelitian ini
Penelitian menunjukkan bahwa retribusi  menunjukkan bahwa
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di masing- masing pasar
mampu

menyumbang penerimaan
retribusi pasar rata — rata

sebesar 3,2 persen. Dilihat dari

analisis efektivitas realisasi
penerimaan retribusi pasar di
selalau

Kabupaten  Jember

mencapai target yang telah
ditetapkan dengan rata — rata
108,09

Untuk  pengelolaan

pencapaian  sebesar
persen.
retribusi pasar di Kabupaten
Jember diperlukan kebijakan
guna meningkatkan
penerimaan Pendapatan Asli
Daerah diantaranya
peningkatan pengelolaan pasar
serta sistem pengawasan yang
lebih baik, perbaikan tingkat
kemanan dan kenyamanan
pasar, perbaikan sarana dan
mutu

prasarana, perbaikan

pelayanana, dan pemberian
sangsi yang tegas kepada para
yang
membayar retribusi.

pedagang enggan

pelaksanaan  fungsi-fungsi

manajemen Dinas

Pengelolaan Pasar dalam
mengelola pasar tradisional
Tugu belum berjalan dengan

baik, seperti dalam planning,

organizing, actuating,
controlling Dinas
Pengelolaan  Pasar  Kota
Bandar Lampung belum

menjalankan  fungsi-fungsi
manajemen tersebut dengan
optimal. Hal ini di karenakan
masih banyaknya
permasalahan yang terjadi di

pasar tradisional Tugu.
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Manajemen
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Desentralisasi &
Otonomi Daerah

Tahap-Tahap dalam
Pengawasan oleh
Handoko (2009:362)

Penetapan
Standart

Penetapan
Pengukuran

Pengukuran
Pelaksanaan

Perbandingan

Pengambilan
Tindakan

4

Ketertiban
Pedagang Pasar

Meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah
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Creswell dan Clark (2007:4) menjelaskan metode penelitian sebagai
“techniques of data collection and analysis”. Sementara itu, Brewer (2000:3)
dalam Bandur, (2016:17-18) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan
seperangkat aturan prosedur penelitian untuk memperoleh penelitian yang valid
dan reliabel. Brewer menegaskan bahwa metode penelitian tidak hanya berkaitan
dengan metode pengumpulan data tetapi juga dapat mencakup teknik analisis data,
teknik sampling, dan bahkan teknik perumusan masalah dan hipotesis penelitian
Jelaslah bahwa metode penelitian secara khusus mengacu pada teknik
pengumpulan dan analisis data (Bandur, 2016:17-18).

Metode penelitian yang diperlukan oleh peneliti meliputi komponen-
komponen sebagai berikut.

a. Pendekatan Penelitian.
b. Tempat dan Waktu Penelitian.

Fokus Penelitian

o o

Penentuan Informan Penelitian.
Data dan Sumber Data
Teknik dan Alat Pengumpulan Data.

Teknik Penyajian dan Analisis Data.

> Q o

Teknik Menguji Keabsahan Data

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Denzin dan
Lincoln (1987) dalam Moleong (2005:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif
adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan
fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode
yang ada.  Sementara itu, Creswell (2005:39) dalam Bandur (2016:24)
menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang

menuntut peneliti  untuk mengambil kesimpulan berdasarkan pandangan-
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pandangan yang diperoleh dari partisipan. Penjelasan di atas sesuai dengan
penelitian yang akan dilakukan yakni memberikan gambaran terkait bagaimana

Penerapan Fungsi Pengawasan Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Bagian ini dipaparkan di mana penelitian tersebut dilaksanakan dan kapan
penelitian dimulai serta berakhir. Tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk
membatasi daerah dan waktu dari variabel-variabel yang diteliti. Tempat dan
waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk
diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat
mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu
kategori fokus yang sama. Buku Pedoman Penulisan Karya llmiah (2012:23),
tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan
(kurun waktu) penelitian dilakukan. Penelitian yang dipengaruhi oleh tempat dan
waktu, perlu deskripsi lengkap tentang tempat dan waktu yang menggambarkan
konteks peristiwa penelitian.

Tempat dan waktu penelitian merupakan komponen yang penting dalam
sebuah penelitian. Hal ini karena penelitian yang dilakukan bermula dari adanya
suatu permasalahan yang terjadi di suatu lokasi tertentu dalam kurun waktu
tertentu pula. Oleh karena itu, penentuan tempat dan waktu penelitian haruslah
memiliki relevansi dengan lokasi, waktu pelaksanaan penelitian serta kurun waktu
terjadinya masalah yang menjadi objek dan bahasan penelitian. Penelitian ini
dilakukan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember sebagai tempat penelitian dengan
pertimbangan sebagai berikut ini.

a. Salah satu pasar besar yang berpotensi menyumbang pendapatan asli daerah
melalui retribusi pasar.

b. Pasar Tanjung adalah satu-satunya pasar tradisional kelas utama di Kabupaten
Jember yang sangat potensial melayani kebutuhan masyarakat.

c. Terdapat beberapa permasalahan mengenai pengelolaan Pasar Tanjung,

khususnya dalam pengawasan dalam penarikan retribusi pasar.
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Sedangkan waktu penelitian dilakukan peneliti pada Bulan Februari —
April 2019.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar
dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan
luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Fokus
penelitian ini sangat penting dijadikan sarana untuk memandu dan mengarahkan
jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, maka peneliti
membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian, sehingga
peneliti mengetahui dengan pasti data mana yang perlu dimasukkan kedalam
sejumlah data yang sedang dikumpulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini memfokuskan pada
Proses Pengawasan Pasar Tanjung Kabupaten Jember yaitu pengawasan terkait
ketertiban pedagang Pasar Tanjung.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Posisi informan dalam penelitian kualitatif sangat penting, dimana informan
merupakan subjek penelitian yang digunakan sebagai pemberi informasi terkait
topik penelitian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Idrus (2009:91) yang
menyatakan bahwa subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang
dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data
penelitian. Selanjutnya Idrus juga menjelaskan bahwa informan adalah orang yang
memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti terkait penelitian yang
sedang dilaksanakannya.

Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik purposive
sampling. Menurut Sugiyono (2011:96), purposive sampling adalah teknik
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang
yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau
mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi

objek/situasi sosial yang akan diteliti.
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Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menentukan sejumlah informan yang
dinilai memenuhi kriteria sebagai informan untuk mendapatkan informasi terkait
Pelaksanaan Program Smart Transport Sekolah di Kota Mojokerto Tahun 2017
yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1 Data informan penelitian

No. Nama Jenis Umur Alamat Jabatan
Narasumber Kelamin
1. Eko Septianto L 43Th ]I Kepala Bidang Seksi

Kalimantan Bidang Pasar dan
Distribusi Barang

2. Hariyanto L 45Th  PB. Sudirman  Koordinator
Retribusi Pasar
Tanjung

3. Mistarinto L 49 Th  PB. Sudirman  Bendahara Penerima
Pembantu Pasar

4. Fendi Julfianto L 29 Th  MH. Tamrin Petugas Retribusi

) Ahmad Zaeni L 53Th  Gebang Penjual Minuman

6. Rahman L 48 Th  Hos Penjual Pakaian

Cokroaminoto

Sumber: data diolah (2019)

3.5 Data dan sumber data

Data memegang peranan penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang
tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang
lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun
objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya
sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data kualitatif yang menurut Silalahi (2012:284) data
kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Miles dan Huberman
dalam Silalahi (2012:284) menjelaskan, data kualitatif merupakan sumber dari
deskripsi yang luas dan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses

yang terjadi dalam lingkup setempat.
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Pengertian sumber data Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer
merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut
first hand information dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau
data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah
tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data sebagai berikut.

1. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang
diperoleh peneliti secara langsung terkait dengan masalah yang dikaji yaitu
Penerapan fungsi pengawasan Pasar Tanjung Kabupaten Jember dari hasil
observasi atau pengamatan lapangan secara langsung, dokumentasi dan
wawancara.

Tabel 3.2 Hasil data primer penelitian

No. Sumber data Data primer yang diperoleh

1. Eko Septianto a. Gambaran umum tentang pengawasan
terhadap pengelolaan Pasar Tanjung yang
dilakukan Disperindag Unit Pasar Tanjung

b. Gambaran umum tentang pengawasan
terhadap pengelolaan retribusi  Pasar
Tanjung yang dilakukan Disperindag Unit
Pasar Tanjung

2. Hariyanto a. Aktivitas implementasi dalam Pengawasan
Pengelolaan Retribusi Pasar Tanjung

b. Respon Pedagang Pasar terhadap adanya
Penarikan Retribusi Pasar

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Pengawasan Pengelolaan Retribusi Pasar
Tanjung

d. Sistem pelaporan Pengawasan Pengelolaan
Retribusi Pasar Tanjung

e. Permasalahan atau kendala di lapangan
dalam pengawasan pengelolaan retribusi
pelayanan pasar

f.  Struktur petugas dari DIPERINDAG Unit
Pasar  Tanjung yang berwenang
melaksanakan dan bertanggung jawab atas
Pengawasan Pengelolaan Retribusi Pasar
Tanjung

3. Fendi Julfianto a. Tugas dan Fungsi Petugas Retribusi

b. Permasalahan atau kendala di lapangan

dalam pengawasan pengelolaan retribusi
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pelayanan pasar

4, Ahmad Zaeni a. Dampak yang diberikan kepada pedagang
adanya Pemungutan Retribusi Pelayanan
Pasar
b. Permasalahan yang pernah terjadi di Pasar
Tanjung
c. Pernah terjadi atau tidak peristiwa-
peristiwa tertentu terhadap pedagang
selama pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pelayanan Pasar
5. Rahman a. Dampak yang diberikan kepada pedagang
adanya Pemungutan Retribusi Pelayanan
Pasar
b. Permasalahan yang pernah terjadi di Pasar
Tanjung
c. Pernah terjadi atau tidak peristiwa-
peristiwa tertentu terhadap pedagang
selama pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pelayanan Pasar
6. Ahmad a. Dampak yang diberikan kepada pedagang
adanya Pemungutan Retribusi Pelayanan
Pasar
b. Permasalahan yang pernah terjadi di Pasar
Tanjung
c. Pernah terjadi atau tidak peristiwa-
peristiwa tertentu terhadap pedagang
selama pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pelayanan Pasar

Sumber: data diolah (2019)

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup studi
literatur, dokumen-dokumen dari proses pengawasan Pasar Tanjung. Berikut
disajikan tabel data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung data primer.

Tabel 3.3 Hasil data sekunder penelitian

No. Sumber data Data sekunder yang diperoleh

1.  Dinas Perindustrian dan a. Profil Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan  Kabupaten Perdagangan Kabupaten Jember
Jember b. Stuktur Organisasi Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Jember
c. Profil Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Jember Unit
Pasar Tanjung
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d. Sistematika Profil Pasar Tanjung

Dara Inventaris Barang Pasar Tanjung

f. Daftar Penerimaan Retribusi Pelayanan
Pasar Per Unit Pasar di Kabupaten
Jember Tahun 2014-2016

g. Daftar Pencapaian Target Retribusi Pasar
Tanjung Periode 2011-2015

h. Presensi/daftar hadir Pegawai
DISPERINDAG Unit Pasar Tanjung

@

Sumber: data diolah (2019)
3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti cerita
sejarah dan narasi kehidupan partisipan, analisis sejarah, analisis film, video, dan
foto-foto, teknik kinestik, teknik proksemik, teknik non-reaktif, dan bahkan teknik
proyeksi dan tes psikologi (Bandur, 2016:105). Pada penelitian ini, peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi Langsung (Direct Observation)

2. Wawancara Mendalam (Indepth aianterviews)

3. Analisis Dokumen (Record Review)

Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni
sebagai berikut.

1. Alat perekam atau Handphone (HP).

2. Draft Wawancara.

3. Buku catatan dan alat tulis.

4. Kamera atau Handphone (HP).

3.6.1 Observasi Langsung (Direct Observation)

Terdapat dua jenis observasi yang signifikan dalam pengumpulan data
penelitian kualitatif, yakni participant observation (observasi partisipan) dan
direct observation (observasi langsung). Secara umum dalam participant
observation, peneliti menjadi pemain aktif dalam lingkungan penelitian. Dalam
direct observation, peneliti hanya mengamati/melihat langsung perilaku/fenomena
tersebut tanpa terlibat langsung ke dalam kehidupan partisipan (Bandur,
2016:105). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung (direct

observation).
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Observasi pada dasarnya merupakan proses sistematis dalam mencatat dan
merekam berbagai peristiwa, sikap, dan perilaku yang diamati peneliti kualitatif
dalam setting penelitiannya. Para ahli (Marshall&Rossman, 1999) dalam Bandur
(2016:107) menyebut kegiatan ini dengan istilah field notes, yakni deskripsi yang
detail, konkrit, dan tanpa penilaian peneliti terhadap apa yang diteliti termasuk
tindakan-tindakan dan interaksi yang ditemukan peneliti dalam proses
pengumpulan data. Istilah ‘langsung’ dalam observasi langung hendak
memberikan tekanan bahwa peneliti hadir dalam peristiwa yang sedang
berlangsung. Jika peneliti tidak secara langsung menyaksikan peristiwa yang
terjadi, observasi tidak langsung (indirect observation) masih dapat dilakukan.

Obervasi langsung digunakan untuk lebih mendalam memahami peristiwa
(kondisi, kegiatan, proses, interaksi, perilaku, sikap) yang sedang terjadi dan/atau
berlangsung. Teknik ini juga efektif jika digunakan ketika hendak melihat
langsung keadaan fisik setting penelitian. Keadaan fisik ini dapat membantu
peneliti untuk mendeskripsikan hal-hal nyata yang terdapat dalam setting
penelitian. Selain itu, teknik ini dapat dikatakan ideal ketika tidak memiliki akses
langsung terhadap partisipan atau partisipan tidak bersedia untuk diwawancara.

Salah satu manfaat utama menggunakan teknik ini ialah bahwa peneliti
dapat mengumpulkan data kualitatif pada saat bersamaan dengan peristiwa, sikap,
perilaku, kejadian itu berlangsung. Berkaitan dengan itu, peneliti dapat melihat
langsung kejadiannya tanpa tergantung pada informasi yang diberikan informan
penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan observasi langsung (direct
observation) yakni peneliti hanya melakukan pengamatan atau melihat langsung
perilaku atau fenomena tersebut tanpa terlibat langsung ke dalam kehidupan
partisipan. Bentuk observasi yang dilakukan peneliti selama dalam proses
penelitian yakni pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pengawasan

pengelolaan retribusi pelayanan Pasar Tanjung Kabupaten Jember.
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3.6.2 Wawancara Mendalam (Indepth Interviews)

Penggunaan in-depth interviews sangat signifikan dalam memahami secara
lebih mendalam tentang persepsi masing-masing individu terhadap fenomena
yang sedang diteliti. In-depth interviews terdiri atas unstructured interviews dan
semi-structured interviews. Dalam unstructured interviews, peneliti tidak
menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penuntun sebelum melakukan wawancara,
tetapi cukup menyediakan tema-tema umum yang hendak didalami dari informan.
Dalam semi-structured interviews, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan
penuntun untuk dijadikan panduan utama ketika melakukan wawancara. Kedua
model wawancara ini sama-sama menggunakan pertanyaan terbuka. Pada awal
wawancara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, lalu kemudian
melanjutkan diskusi yang lebih spesifik berdasarkan jawaban partisipan.

Selama proses penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa
informan yang dianggap mampu menjawab apa yang dibutuhkan peneliti dalam
memenuhi indikator dalam penelitian ini. Adapun informan tersebut antara lain
sebagai berikut.

1. Senin, 18 Maret 2019 bertempat di Ruang Kepala Bidang Seksi Bidang
Pasar dan Distribusi Barang, wawancara dengan Bapak Eko Septianto
selaku Kepala Bidang Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang
Kabupaten Jember;

2. Selasa, 20 Maret 2019 bertempat di Ruang Tunggu Kantor
DISPERINDAG Unit Pasar Tanjung, wawancara dengan Bapak Hariyanto
selaku Koordinator Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung;

3. Kamis, 21 Maret 2019 bertempat di Pasar Tanjung (Kabupaten Jember,
wawancara dengan Bapak Fendi Julianto selaku Petugas Retribusi
Pelayanan Pasar;

4. Jumat, 22 Maret 2019 bertempat di Pasar Tanjung, wawancara dengan
Bapak Ahmad Zaeni selaku pedagang Pasar Tanjung

5. Sabtu, 23 Maret 2019 Rabu, bertempat di Pasar Tanjung, wawancara
dengan Bapak Rahman selaku pedagang Pasar Tanjung
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6. Sabtu, 23 Maret 2019 Rabu, bertempat di Pasar Tanjung, wawancara
dengan Bapak Ahmad selaku pedagang Pasar Tanjung
3.6.3 Analisis Dokumen (Record Review)

Record review sering digunakan dalam studi-studi sejarah dan analisis
wacana (discourse-analysis). Namun demikian, setiap peneliti kualitatif
diharapkan memiliki dokumen-dokumen tertulis untuk merekam dan/atau
menelusuri masalah penelitian yag sedang diteliti. Dokumen-dokumen yang
umum dalam penelitian kualitatif yang dapat dijadikan instrumen penelitian ialah
diaries, jurnal harian peneliti, surat-surat, dokumen formal, undangan, hasil-hasil
keputusan, logs, pengumuman, dokumen pemerintah (undang-undang dan

peraturan pemerintah) (Bandur, 2016:109).

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis
model interaktif (interactive model) Miles and Huberman. Data dikumpulkan
dalam bentuk transkip dari hasil wawancara dan catatan reflektif untuk
memberikan gambaran, suasana, sikap, dan emosi dari responden, kemudian
dilakukan editing. Data dikelompokkan dalam unit-unit kecil berupa kata, kalimat
atau paragraf dan merangkum kembali dalam kategori-kategori tertentu. Berikut

Gambaran model interaktif Miles dan Huberman.
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Pengumpulan Data
\‘ Penyanan

Data

Feduks Data |

—

Penankan
Eesunpulan/ verfilasi

Gambar 3. 1 Komponen analisis data kualitatif
Sumber: Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340)

Memperhatikan definisi mengenai teknis analisis data di atas, penelitian
ini menggunakan analisi data kualitatif sesuai dengan jenis data yang digunakan
yaitu data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339)
kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang membentuk siklus
dan dilaksanaan secara bersamaan, empat alur tersebut terdiri dari pengambilan
data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses
siklus analisis data kualitatif ini berlangsung dari sebelum pengumpulan data,
3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu kegiatan dalam siklus analisis data
kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dari proses pengumpulan data
hingga setelah selesai pengumpulan data atau sampai laporan akhir penelitian
telah tersusun lengkap. Menurut Silalahi (2012:340) reduksi data adalah bentuk
analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan,
menggolongkan,  mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-
kesimpulan atas data yang direduksi tersebut.

3.7.2 Penyajian Data
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Penyajian data menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam
proses analisi data yang ditempuh untuk memahami data data yang disajikan
sehingga peneliti dapat mengambil tidakan atau melakukan penarikan kesimpulan
atas data yang disajikan tersebut. penyajian data kualitatif dapat dilakukan
dengan menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan. Penyajian data
tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk memahami esensi atau
abstraksi dari data yang diperoleh sehinggga peneliti dapat melakukan tindakan
atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Tahapan akhir dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Menurut Silalahi (2012:341) pada asaat peneliti melakukan proses
pengumpulan data, peneliti tersebut mulai mencari arti benda-benda, mencatat
keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur
sebab akibatdan proporsi untuk menarik kesimpulan awal yang mula-mula tidak
begitu jelas atau terperinci namun kemudian terus kian mengikat menjadi lebih
terperinci. Kejelasan kesimpulan penelitian yang diambil oleh peneliti sangat
tergantung pada kecakapan peneliti dalam mengumpulkan catatan-catatan
lapangan, pengkodean data, pencarian data ulang untuk memenuhi informasi
yang dibutuhkan. Hasil kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian dan

3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakah langkah yang tidak bisa dipisahkan
dari penelitian kualitatif. Hal ini karena kebasahan data merupakan alat untuk
membuktikan keilmiahan suatu penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan
Moleong (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti
bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari
segala segi. Berbagai teknik pemriksaaan keabsahan data yang harus peneliti
pelajari untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya
terdiri dari beberapa teknik pemriksaan keabsahan data sebagai berikut.
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Tabel 3. 4 Teknik pemeriksaan keabsahan data

Kriteria Teknik Pemeriksaan

Kredibilitas (derajat kepercayaan) Perpanjangan keikut-sertaan
Ketekunan pengamatan
Triangulasi

Pengecekan sejawat
Kecukupan referensial
Kajian kasus negatif
Pengecekan anggota

Kepastian Uraian rinci
Kebergantungan Audit kebergantungan
Kepastian . Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data di atas, penelitian
ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut.
3.8.1 Ketekunan pengamatan

Seorang peneliti dituntut untuk tekun dalam pengumpulan dan analisis
data sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh
sekaligus hasil analisisnya. Oleh karena itu seorang peneliti menurut Moleong
(2014:330) seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan
berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang kemudian

dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami.

3.8.2 Pengecekan Sejawat melalui Diskusi

Pengecekan sejawat menurut Moleong (2007:332) merupakan teknik yang
dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang
diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini
mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan
data. Pertama, untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka
dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan
awal yang baik untuk menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul
daripemikiran peneliti. Peneliti memberikan kesempatan kepada salah satu teman
yang peneliti anggap mampu untuk mengoreksi isi dari proposal ini dan
melakukan diskusi mengenai titik kekurangan dari isi proposal tersebut.

Selanjutnya diskusi dilakukan dengan dosen pembimbing untuk dilakukan koreksi
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terhadap isi dari skripsi ini.

3.8.3 Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji
keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan
sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai
pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan
Moleong (2014:332) sebagai berikut.
a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
b. Mengecek dengan berbagai sumber data
c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat

dilakukan
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BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1  Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian merupakan subbab yang penting untuk
dicantumkan dalam sebuah penelitian.Hal ini karena deskripsi lokasi penelitian
memberikan informasi terkait gambaran lokasi yang dipilih peneliti dalam
melaksanakan penelitian. Maksud dalam pembahasan deskripsi lokasi penelitian
ini adalah untuk mempermudah peneliti maupun pembaca mengenali lokasi
penelitian sebelum lanjut pada pembahasan utama yaitu Pengawasan dalam
Pengelolaan Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Oleh karena itu, sebelum
memasuki atau pembahasan terkait Pengawasan dalam Pengelolaan Pasar Tanjung
Kabupaten Jember ini akan diawali dengan membahas deskripsi lokasi penelitian

yang terdiri dari gambaran umum Kabupaten Jember.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember
a. Aspek Geografis

Kabupaten Jember adalah wilayah yang keberadaannya secara geografis
memiliki posisi yang sangat strategis dengan berbagai potensi sumber daya alam
yang sangat berpotensial.Kabupaten Jember adalah sebuah daerah yang berada di
wilayah Provinsi Jawa Timur yang terletak pada 6°27°9’° sampai dengan
7°14°35”> Bujur Timur dan 8°33°56°” Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Jember

secara langsung berbatasan dengan beberapa daerah yaitu:

Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo dan Bondowoso
Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang

Sebelah Timur . Kabupaten Banyuwangi

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah mencapai 3.293,34 km?,
kemudian luas wilayah ini terbagi menjadi 31 kecamatan yang terdiri dari 248
desa dan kelurahan serta memiliki sekitar 67 pulau-pulai kecil. Dan apabila dilihat

dari luas wilayahnya, kecamatan yang memiliki luas lahan terluas di wiliyah
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Kabupaten Jember adalah kecamatan Tempurejo, kemudian terluas kedua yaitu

Kecamatan Silo, dan terluas ketiga adalah Kecamatan Tanggul.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember

Sumber :https://jemberkab.go.id/peta-kabupaten-jember/

Kondisi topografi Kabupaten Jember sangat bervariasi mulai dari daratan
rendah sampai pegunungan. Dan sebagian besar wilayah Kabupaten Jember
36,60% berada pada wilayah datar dengan kemiringan lahan 0-2%, sehingga
daerah ini baik untuk kawasan permukiman perkotaan dan kegiatan pertanian
tanaman semusim. Selanjutnya wilayah yang bergelombang sampai berbukit
dengan kemiringan sangat curam di atas 40% menempati wilayah 31,28%, daerah
tersebut harus dihutankan sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan
hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kabupaten Jember sendiri
memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari
Pegunungan lyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang bersumber dari
Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari
Pegunungan Semeru di bagian barat. Sedangkan untu penggunaan lahan di
Kabupaten Jember sebagian besar merupakan kawasan hijau, terdiri hutan, sawah,
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tegal dan perkebunan. (Sumber:http://www.jemberjic.com/about/1/19/geografis-

dantopografi.html (diakses pada 18 agustus 2018).

b. Aspek Demografi

Kabupaten Jember pada dasarnya tidak mempunyai penduduk asli. Hampir
semuanya penduduk di Kabupaten Jember yaitu adalah sebagai pendatang,
mengingat daerah ini tergolong daerah yang mengalami perkembangan sangat
pesat khususnya di bidang perdagangan, sehingga memberikan peluang bagi
pendatang untuk berlomba-lomba mencari penghidupan di daerah ini. Mayoritas
penduduk yang tinggal di Kabupaten Jember adalah suku Jawa dan Madura, dan
disamping masih dijumpai suku-suku lain serta masyarakat keturunan asing
sehingga melahirkan karakter khas Jember yaitu karakter dinamis, kreatif, sopan
dan ramah tamah.Berikut berdasarkan data badan pusat statistik tahun 2010,
penduduk Kabupaten Jember mencapai 2.332.726 jiwa. Jumlah penduduk di
Kabupaten Jember dari tahun ke tahun relatif terus bertambah, jika dibandingkan
dengan tahun 2009 penduduk Kabupaten Jember bertambah 14.227 jiwa atau
sekitar sebesar 0.61%. Untuk lebih terperinci mengenai jumlah penduduk di

Kabupaten Jember dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun

2015
No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Kencong 32 015 33158 65173
2. Gumuk Mas 38 892 40 332 79 224
3. Puger 56 820 57 686 114 506
4. Wuluhan 57 564 5i131 114 695
5. Ambulu 52 506 52 597 105 103
6. Tempurejo 35 340 35323 70 663
7. Silo 51 147 52 703 103 850
8. Mayang 23 600 24 762 48 362
9. Mumbulsari 30 540 31799 62 339
10. Jenggawah 40 001 41 317 81 318
11. Ajung 36 994 37 422 74 416
12. Rambipuiji 38 598 40 336 78 934
13. Balung 38 056 38949 77 005
14. Umbulsari 34 397 35142 69 539
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No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
15. Semboro 21 422 22 053 43 475
16. Jombang 24 511 25 492 50 003
17. Sumber Baru 48 421 50995 99 416
18. Tanggul 40 459 42 301 82 760
19. Bangsalsari 55 296 58 609 113 905
20. Panti 29 055 30 344 59 399
21. Sukorambi 18 587 19 363 37950
22. Arjasa 18 567 19 488 38 055
23. Pakusari 20 287 21 426 41713
24. Kalisat 36 630 38 332 74 962
25. Ledokombo 30621 31907 62 528
26. Sumberjambe 29 430 30 696 60 126
27. Sukowono 28 567 30 167 58 734
28. Jelbuk 15 483 16 479 31962
29. Kaliwates 54 391 57 470 111 861
30. Sumbersari 61 975 64 304 126 279
31. Patrang 46 684 47 787 94471
Jumlah 1.146.856 1.185.870 2.332.726

Sumber: Diolah dari data BPS Kabupaten Jember Tahun 2015

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa kecamatan dengan jumlah
penduduk paling banyak adalah Kecamatan Sumbersari yaitu dengan jumlah
penduduk 126.279 jiwa, sedangkan Kecamatan Jelbuk adalah kecamatan yang

memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu dengan jumlah 31.926 jiwa.

c. Aspek Perekonomian

Kabupaten Jember adalah kabupaten yang memiliki potensi pertanian
yang cukup besar, hal ini terlihat jelas dari hampir 85% potensi dari desa atau
kelurahan yang sebagian besar yaitu berupa sebuah sawah dan ladang. Dan
sedangkan sisanya 15% yaitu berpotensi di bidang jasa atau perdagangan dan
industri. Rata-rata jenis pekerjaan peduduk Kabupaten Jember sebagian besar
bekerja di bidang pertanian yaitu kurang lebih sebanyak 594.849 jiwa, kemudian
peduduk Kabupaten Jember yang bekerja di bidang jasa atau perdagangan kira-
kira sebanyak 36.328 jiwa. Perekonomian di Kabupaten Jember mayoritas berasal

dari sektor pertanian kurang lebih yaitu jika dipresentasikan sekitar 44.51%,
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kemudian selanjutnya yaitu dari sektor perdagangan sebanyak 19.5%, dari sektor
jasa sekitar 9.99%, sektor industri 7.33%, dan dari sektor keuangan, persewaan,
dan sebuah jasa perusahaan sebanyak 6,29%.

Untuk pertumbuhan ekonomi sendiri di Kabupaten Jember dirasakan cukup
terbilang lambat dibandingkan dengan kabupaten lain, seperti kabupaten Besuki
dan Lumajang. Tetapi hal ini juga tidak terlalu buruk karena setiap tahunnya
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember terus meningkat walau pun tidak
terlalu besar, dan berdasarkan data dari Bank Indonesia sejak tahun 2011 hingga
2014, terjadi kenaikan pertumbuhan yaitu mulai dari tahun 2011 5.49 %, tahun
2012 5.83 %, tahun 2013 6.06 %, tahun 2014 6.21%, tetapi sayangnya pada tahun
2015 dan 2016 terjadi penurunan namun tidak terlalu besar sehingga masih bisa
dikatakan tidak buruk, yaitu tahun 2015 menjadi 5.36 % dan tahun 2016 menjadi
521  %.(http://m.beritajatim.com/ekonomi/312128/pertumbuhan_ekonomi_dan

investasi_di_jember_turun.html.)

Dari segi keuangan daerah, Kabupaten Jember masih mengandalkan dana
perimbangan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh data sebagai berikut.
Tabel 4.2 Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012-2016

Dana

PAD _ LLPDYS Jumlah

Tahun R R e D02 (Milyar) (Milyar)

(Milyar)

2012 Rp255,8  Rp 1484, 1 Rp 406, 2 Rp 2.146, 1
2013 Rp308,4  Rp1588,9 Rp 469, 1 Rp 2.366, 4
2014 Rp441,6  Rp 17468 Rp 610, 2 Rp 2.798, 6
2015 Rp462,5  Rp1917,7 Rp 736, 3 Rp 3.116, 5
2016 Rp525,0  Rp2278,5 Rp 388, 5 Rp 3.192, 0
Rata -Rata Rp 398,7 Rp 1.803,2 Rp 522,1 Rp 2.723,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2013-2015, data diolah.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sumber pendapatan
daerah Kabupaten Jember pada tahun 2012-2016 sebagian besar berasal dari Dana
Perimbangan dengan rata-rata Rp 1.803,2 milyar/tahun. Kemudian disusul oleh
Lain-lain Pendapatan Yang Sah dengan rata-rata Rp 522,1 milyar/tahun.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pendapatan terendah dengan
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rata-rata Rp 398,7 milyar/tahun dari total pendapatan rata-rata Rp 2.723,9

milyar/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Jember harus

ditingkatkan jumlah penerimaannya karena merupakan cermin kemandirian

daerah.

4.1.2 Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Jember

Visi Kabupaten Jember Tahun 2016 — 2021 adalah : “Jember Bersatu

(Bersinergi) Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri”

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mencapai Visi

adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.

Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;

Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan;
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan
Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri dan Industrialisasi
secara Berkelanjutan.

Dari 22 Janji Kerja Bupati Jember maka program yang sesuai dengan

tupoksi yang diemban oleh Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten

Jember sebagai berikut :

1.

Mengembangkan warung berjaringan, merevitalisasi pasar tradisonal dan
menata Pedagang Kaki Lima untuk meningkatkan pendapatan para
pedagang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga

Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani,
peternak, nelayan, UMKM dan Koperasi

Menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan
produktivitas sektor ini untuk meningkatkan petani dan buruh tembakau
Membangun layanan usaha dan layanan publik satu pintu yang transparan
dan efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan
memperluas lapangan kerja

Mengembangkan industri kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Jember

sebagai salah satu kota wisata utama.
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Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 53 tahun 2016 tanggal 1

Desember 2016:

1.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan, Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan mempunyai kedudukan sebagai berikut :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan di

bidang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

sekretaris daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang industri dan urusan

pemerintahan di bidang Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan
perdagangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perindustrian dan
perdagangan;

d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang perindustrian dan
perdagangan ; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Berikut merupakan gambar struktur organisasi yang dimiliki Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember:
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|

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten

Jember

4.1.3 Profil Pasar Unit Pasar Tanjung

Pasar Tanjung merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten Jember.
Pasar Tanjung mulai berdiri sejak tanggal 20 September 1971 berdasarkan atas
SK DPR GR Kabupaten Jember No. 08/IX/DPRDGR yang melaksakan kebijakan
dari Bupati. Berdasarkan APBD Kabupaten Jember tahun 1971/1972, biaya
pembangunan pasar ditanggung oleh Pemda Jember sebesar 25%, sedangkan 75%
sisanya ditanggung oleh pedagang yang menempati bangunan pasar.
Pembangunan awal Pasar Tanjung dilakukan secara bertahap melalui Tm
Pembangunan Pasar Tanjung berdasarkan SK Bupati No. SEK/I11/35/1972 pada
tanggal 4 september 1972. Surat Keputusan tersebut kemudian disempurnakan
kembali memlaui SK Bupati No. 44 tahun 1974 pada tanggal 4 juli 1974.
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Pasar Tanjung kemudian mengalami perombakan total. Pasar Tanjung
lama dengan bangunan semi permanen dibongkar dan digantikan dengan
bangunan baru. Setelah peletakan batu pertama oleh Bupati Jember pada tanggal
22 april 1976, secara bertahap Pasar Tanjung baru mulai ditempati oleh pedagang.
Hingga akhirnya Pasar Tanjung diresmikan oleh Menteri dalam Negeri pada
tanggal 3 mei 1976. Setelah diresmikan, Pasar Tanjung mengalami perkembangan
yang cukup pesat dan menjadi pusat perdagangan di Kabupaten Jember.

Pasar Tanjung memiliki posisi yang cukup strategis, yaitu berjarak sekitar
300 meter dari Matahari Departemen Store dan 1,5 km dari Pasar Kepatihan.

Pasar Tanjung memiliki tanah seluas 25.105 m? dan bangunan seluas 24.970 m?

yang terletak pada:
a. Sebelah Utara . JI. Untung Suropati
b. Sebelah Timur : JI. Dr. Wahidin
c. Sebelah Selatan  : JI. Trunojoyo
d. Sebelah Barat : JI. Samanhudi.

Pasar Tanjung terdiri dari 2 lantai, yaitu lantai atas dan lantai bawah.
Jumlah toko/kios yang terdapat pada kedua lantai tersebut adalah 1251 toko/kios.

Berikut adalah rincian jumlah toko/kios berdasarkan lokasi (blok) di Pasar

Tanjung.

Tabel 4.3 Jumlah Toko di Pasar Tanjung Kabupaten Jember

No Blok Jumlah Toko/Kios Lt. Jumlah Toko/Kios

Bawah Lt. Atas

1 A 58 227

2 B 55 100

3 C 56 69

4 D 82 90

5 E 57 176

6 F 67 58

7 G 55 -

8 H 36 -

9  Tanjung Lama 65 -
Jumlah 531 720

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember 2018
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:25.105 m?
: 24.970 m?
: 22.970 m?
: 2.000 m?

Status tanah Pasar Tanjung adalah sebagai berikut:

Nama pemegang hak
Sertifikat Nomor

Tanggal

: Pemerintah Kabupaten Jember
: 4490 tahun 1987
: 28 Agustus 1987

Tercatat pada Tahun 2016, terdapat 1807 pedagang yang berjualan di

Pasar Tanjung. Jumlah tersebut terdiri dari 1.003 pedagang yang menempati

toko/kios, 248 pedagang yang menempati los dan 556 pedagang yang menempati

pelataran. Jenis barang dagangan yang dijual di Pasar Tanjung seperti barang

elektronik, konveksi, sembako, daging sapi, daging ayam, ikan, sayuran, dan lain

sebagainya. Oleh karena itu, Pasar Tanjung tidak pernah sepi oleh aktvitas

perdagangan. Ramainya aktivitas perdagangan tersebut membuat Pasar Tanjung

beroperasi selama 24 jam.

Beriku peneliti sajikan data mengenai sumber daya manusia yang

emngelola Pasar Tanjung hingga September 2018:

Tabel 4.4 Daftar Pegawai Negeri Sipil Unit Pasar Tanjung

No Nama Keterangan

1  Mistarinto, S.Sos Bendahara Penerima Pembantu
2  Ismail Koordinator Perawatan

3  Sutarmin Juru Pungut Harian

4  R. Taufik Hidayat Juru Pungut Harian

5  Slamet Koordinator Retribusi Bulanan
6  Sahir Kebersihan

7 Sugeng Hariyanto Juru Pungut Bulanan

8  Noorcholis Staff Kantor

9  Mustofa Kebersihan

10 Mustadi Perawatan

11 Miskadi Perawatan
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No Nama Keterangan
12 Hariyanto Koordinator Retribusi Bulanan
13 Suyono Juru Pungut Bulanan

14 Sutrisno Pengemudi Truk Sampah
15 Achmad Saihu Kebersihan

16  Amsari Kebersihan

17 Jumari Kebersihan

18 Iskandar Pengadministrasian Umum
19 Ngadiman Kebersihan

20 Kusno Staff Kantor

21 Wagimin Kebersihan

22 Sucipto Bunadin Kebersihan

23 Sahri Kebersihan

24 M. Syafi’i Keamanan

25 Abdurahman Kebersihan

26  Djumari Perawatan

27 Asan Kebersihan

28  Sumawi Kebersihan

29 Bura’i Keamanan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember 2018

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh
rangkaian  aktivitas yang telah  direncanakan, diorganisasikan dan
diimplementasikan bisa berjalan dengan target yang telah diharapkan. Sekalipun
berbegai perubahan terjadi dalam lingkungan daunia organisasi yang dihadapi.
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang paling esensial. Sebaik
apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak akan
berhasil, karena pengawasan suatu tindakan atau usaha menyelematkan suatu
aktivitas yang telah direncanakan.

Pengawasan merupakan suatu aktivitas untuk meyakinkan bahwa semua
hal berjalan seperti seharusnya dan memonitor kinerja organisasi. Kinerja actual
harus dibandingkan dengan tujuan yang direncakan sebelumnya. Sehingga dalam
implementasi tidak akan terjadi penyelewengan atau kesenjangan. Monitoring

merupakan alat untuk membantu dalam pengawasan, yaitu koreksi terhadap
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pelaksanaan dan untuk mengetahui apakah aktivitas tersebut dapat dicapai dengan
baik.

Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari
aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, aktivitas ekonomi pasar juga
merupakan tempat berlangsungnya proses transaksi antara pembeli dan penjual
serta sebagai tempat untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan dengan harga
yang sesuai. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya
teknologi, pasar tidak hanya sebagai tempat terjadinya transaksi jual-beli bagi
masyarakat yang ada disekitar pasar, lebih dari itu pasar telah dijadikan sebagai
sarana penggerak roda perekonomian dalam skala besar. Dalam sistem
perekonomian, pasar memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi
masyarakat Indonesia selain sebagai muara dari produk-produk rakyat, pasar juga
berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. Sejak
zaman penjajahan kegiatan pasar beserta para pedagangnya berkembang secara
alamiah.

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kabupaten Jember. Retribusi pelayanan pasar tersebut memiliki
potensi cukup besar karena termasuk dalam tiga besar kontributor retribusi daerah
di Kabupaten Jember. Pengelolaan retribusi pelayanan pasar ini menjadi tanggung
jawab dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang
membawahi 31 unit pasar. Salah satu unit pasar yang cukup potensial adalah Unit
Pasar Tanjung yang menjadi pasar induk di Kabupaten Jember, sehingga perlu
dilakukan penilaian kinerja dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di unit
pasar tersebut.

Konsep pengawasan telah disampaikan pada Bab 2 Tinjauan pustaka, yang
mana dalam penelitian ini akan mengguankan konsep dari Handoko (2009:362)
mengenai tahap — tahap dalam proses pengawasan. Terdapat lima tahap untuk
melakukan pengawasan Pasar Tanjung, yang pertama adalah penetapan standart
pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran
pelaksanaan kegiatan, pembandingan oelaksanaan dengan standar dan analisa

penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.
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4.2.1 Penetapan Standart Pelaksanaan

Tahapan pertama dalam pelaksaan proses pengawasan adalah menentukan
standart untuk pengawasan. Standart mengadung arti sebagai suatu satuan
pengukuran yang dapat digunakan untuk patokan, penilaian hasil-hasil tujuan
yang telah dicapai, pencapaian sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat
digunakan sebagai standart. Standart yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan
harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Standart juga merupakan
batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan
untuk mencapai tujuan dan target organisasi.

Menurut Handoko (2009:363) terdapat tiga bentuk standart umum yang
digunakan dalam proses pengawasan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
pendapat dari Handoko tersebut untuk menjelaskan penetapan standart
pelaksanaan pengawasan Pasar Tanjung. Tiga standart tersebut yaitu standart
fisik, standart moneter dan juga standart waktu. Berikut akan peneliti jelaskan
masing-masing standart tersebut berdasarkan hasil data dan informasi yang
diperoleh selama penelitian:

a. Standar Fisik

Salah satu hal yang paling mudah untuk melihat dan menentukan standart
fisik adalah dengan melihat sarana dan prasarana yang ada di Pasar Tanjung.
Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting dalam penentuan
standart dalam pengawasan pengelolaan Pasar Tanjung.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 pasal 6
disebutkan bahwa untuk pasar yang telah dibangun, dibutuhkan adanya
perencanaan fisik berupa penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar serta
sarana pendukung. Ketentuan mengenai fasilitas bangunan dan tata letak pasar
dijelaskan lebih lanjut melalui Perbup Jember No. 8 Tahun 2014 Pasal 8 yang
menyebutkan bahwa.

1) Bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu.

Bangunan toko/kios/los yang terdapat di Pasar Tanjung telah dibuat

dengan ukuran bangunan seluas 24.970 m? pada tanah seluas 25.105 m?% Akan

tetapi, kondisi bangunan yang terdapat di Pasar Tanjung sudah cukup tua.
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Bangunan tersebut telah berdiri sejak tahun 1972 namun belum pernah direnovasi
secara menyeluruh dan hanya dilakukan pengecatan ulang.
2) Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah.

Telah terdapat akses jalan pengunjung ke segala arah. Akan tetapi masih
banyak ditemukan akses jalan di Pasar Tanjung yang tertutup oleh pedagang yang
berjualan tidak pada tempatnya. Hal ini membuat akses pengunjung untuk keluar
dan memasuki pasar menjadi terhambat.

3) Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup.

Telah terdapat sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup.
4) Penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan.

Penataan Pasar Tanjung dibagi menjadi dua jenis pasar, yaitu pasar basah
dan pasar kering. Pasar basah diperuntukkan bagi pedagang yang menjual barang
dagangan basah seperti ikan, sayur, buah, kue, dan lain sebagainya yang lokasinya
berada di lantai dua. Sementara pasar kering diperuntukkan bagi pedagang yang
menjual barang dagangan kering seperti baju, barang elektronik, perhiasan, dan
lain sebagainya yang lokasinya berada di lantai dua. Akan tetapi masih ditemukan
banyak pedagang buah yang berjualan di tempat yang tidak semestinya. Hal ini
membuat penataan barang dagangan tidak berjalan dengan baik.

5) Bentuk bangunan pasar daerah selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Bentuk bangunan Pasar Tanjung telah diselaraskan dengan karakteristik
budaya daerah.

Sekain itu dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai ketentuan
mengenai sarana pendukung pasar, Pasal 9 menyebutkan bahwa sarana
pendukung terdiri dari beberapa sarana sebagai berikut.

1) Kantor pengelola.

Terdapat kantor pengelola Pasar Tanjung di sebelah barat bangunan pasar.
Akan tetapi terdapat fasilitas kantor yang dianggap masih kurang oleh para
pegawai yaitu berupa komputer. Saat ini komputer yang tersedia di Unit Pasar
Tanjung hanya dua unit. Hal ini membuat proses penginputan data menjadi

terhambat karena petugas harus bergantian.
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2) Area parkir.

Terdapat dua area parkir yang tersedia di Pasar Tanjung, yaitu di sebelah
barat dan utara pasar.

3) Tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah.

Sarana pengelolaan sampah di Pasar Tanjung belum begitu memadai.
Tempat pembuangan sampah yang terdapat di Pasar Tanjung ukurannya belum
cukup untuk menampung sampah yang ada. Hal ini membuat pasar menjadi
kumuh karena sampah meluap ke area sekitar tempat pembuangan sementara.
Selain itu, truk pengangkut sampah hanya tersedia satu unit dan kondisinya sudah
rusak. Hal ini membuat sampah yang diangkut oleh truk seringkali keluar dari
lubang bak truk.

4) Air bersih.

Telah tersedia air bersih di Pasar Tanjung yang berasal dari tendon
penampungan air.
5) Sanitasi/drainase.

Telah tersedia sanitasi/drainase di Pasar Tanjung.
6) Tempat ibadah.

Telah terdapat tempat ibadah yang memadai di Pasar Tanjung.
7) Toilet umum.

Terdapat tiolet umum yang terletak di lantai atas maupun lantai bawah.

8) Pos keamanan.

Telah terdapat pos keamanan di Pasar Tanjung.
9) Tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan limbah.

Telah terdapat tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan limbah.
10) Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran.

Terdapat hidran dan fasilitas pemadam kebakaran yang diletakkan di
beberapa titik yang rawan terjadi kebakaran. Saat ini oleh Pasar Tanjung berupa
penyediaan tabung pemadam kebakaran yang berjumlah 9 unit di beberapa titik
pasar. Akan tetapi kondisi tabung tersebut kondisinya sudah banyak rusak dan
hanya berfungsi 3 unit. Hal ini tentu akan sangat beresiko jika Pasar Tanjung

mengalami kebakaran.
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11) Area bongkar muat dagangan.

Telah terdapat area bongkar muat yang terletak di sebelah selatan Pasar
Tanjung.

Dari sekian fasilitas atau sarana dan prasaran yang ada di Pasar Tanjung,
dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Jember dari segi penentuan standart fisik sudah
terpenuhi. Namun terdapat beberapa hal yang dirasa masih kurang, misalnya
seperti tempat berjualan dengan jumlah pedagang disediakan oleh Pasar Tanjung
jumlahnya masih tidak sebanding. Sehingga pedagang Pasar Tanjung tidak
mendapatkan tempat berjualan sehingga memilih untuk membuka lapak ditempat
yang tidak seharusnya, hal ini tentu saja melanggar peraturan yang ada dan akan
mengganggu ketertiban umum.

Tabel 4.5 Jumlah Toko dan kios di Pasar Tanjung Kabupaten Jember
Jumlah Toko/Kios Lt. Jumlah Toko/Kios

A Bl Bawah Lt. Atas
1 A 58 227
2 B 55 100
3 C 56 69
4 D 82 90
5 E 57 176
6 F 67 58
7 G 55 -
8 H 36 -
9  Tanjung Lama 65 -
Jumlah 531 720

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember 2018

Berdasarkan tabel di atas terdapat 1251 toko dan kios yang terdapat di
Pasar Tanjung, sedangkan jumlah pedagang di Pasar Tanjung mencapai 1807
pedagang yang berjualan di Pasar Tanjung. Jumlah tersebut terdiri dari 1.003
pedagang yang menempati toko/kios, 248 pedagang yang menempati los dan 556
pedagang yang menempati pelataran. Hal ini menyebabkan jumlah pedagang dan
jumlah tempat berjualan untuk pedagang tidak sebanding, sehingga pedagang
Pasar Tanjung melanggar peraturan yang ada demi tetap berjualan di Pasar
Tanjung Kabupaten Jember.
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Selain itu truk pengangkut sampah yang digunakan untuk mengangkut
sampah di Pasar Tanjung juga mengalami kebocoran pada bak penangkutnya. Hal
ini tentunya menyebabkan sampah keluar dari lubang tersebut dan berceceran di
jalanan, apalagi jika sampah dari para pedagang tersbut berair, akan menimbulkan
bau yang kurang sedap sat truk tersebut lewat. Selain itu, bangunan Pasar Tanjung
yang telah berdiri sejak 1972 belum pernah direnovasi secara menyeluruh.
Renovasi hanya dilakukan pada bagian-bagian yang telah mengalami kerusakan
yang cukup parah. Hal ini membuat beberapa lokasi di area pasar sering
mengalami kebocoran. Pemenuhan indikator sarana dan prasarana berdasarkan
analisis terhadap data dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti
menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan khususnya pengelola Pasar Tanjung sudah cukup
baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari adanya sarana dan prasarana yang sesuai
dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan

pemberdayaan pasar daerah pemerintah kabupaten jember.

b. Standar Moneter

Retribusi pelayanan pasar merupakan pembayaran atas pelayanan
penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang
dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi
tersebut dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4
Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Perda tersebut mengatur tata cara
pemungutan dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan. Berdasarkan hasil
pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pengelola Pasar Tanjung selama
periode 2011-2016, didapatkan penerimaaan retribusi pelayanan pasar sebagai
berikut.

Tabel 4.6 Pencapaian target tetribusi Pasar Tanjung periode 2011-2016

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Ketercapaian
1 2011 1.136.410.000,00  1.138.026.540,00 Tercapai
2 2012 1.143.100.000,00  1.134.598.450,00 Tidak Tercapai
3 2013 1.170.805.000,00  1.032.607.340,00 Tidak Tercapai
4 2014 1.206.800.000,00  1.005.692.400,00 Tidak Tercapai
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5 2015 1.223.405.000,00  1.006.746.200,00 Tidak Tercapai
6 2016 1.094.000.000,00  1.101.346.750,00 Tercapali
Sumber: DinasPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa realisasi pendapatan
retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2011-2016 masih
mengalami fluktuasi. Hal ini dibuktikan dengan masih belum stabil penerimaan
yang didapatkan. Pada tahun 2011-2015 target penerimaan retribusi pelayanan
pasar tidak tercapai. Namun penerimaan retribusi Pasar Tanjung kembali tercapai
pada tahun 2016. Tentunya dibutuhkan proses pengawasan dari Dinas terkait
yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung
Kabupaten Jember untuk selalu mengawasi dalam pemungutan retribusi, sehingga
hasil yang didapatkan mampu sesuai target dan rencana yang sudah ditetapkan.

Mengenai pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Jember berikut merupakan pernyataan dari Kepala
Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang:

“... kaitanya dengan retribusi di pasar-pasar ini berdasarkan pada
Perda nomer 4 th 2011, jadi di APBD itu sudah ditentukan target
retribusi tugas kita memenuhi target retribusi tersebut namun kita
tidak ikut mengelola....” (Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang
Pasar dan Distribusi Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Jember Bapak Eko Septianto pada 25 Maret 2019)

Selain itu juga dinyatakan oleh Koordinator Retribusi Pasar Tanjung
mengenai retribusi yang pungut dari pedagang di Pasar Tanjung sebagai berikut:

“... Untuk meningkatkan pendapatan retribusi di Pasar Tanjung ya
tergantung dari juru pungutnya, dari retribusi yang kita pungut baik
retribusi bulanan maupun retribusi harian itu.Nanti kan sama
bendahara disetorkan ke Dispenda. Saya juga selalu member
arahan kepada juru pungut untuk dapat mencapai target. Soalnya

kita juga kan dari Dinas ada targetnya.....” (Wawancara dengan
Koordinator Retribusi Pasar Tanjung Bapak Hariyanto pada 25
Maret 2019)

Pasar Tanjung merupakan pasar induk di Kabupaten Jember. Oleh karena
itu, Pasar Tanjung termasuk dalam Klasifikasi pasar kelas utama menurut

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
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Umum. Kelas tersebut menentukan besarnya tarif yang dikenakan kepada
pedagang. Selain itu, tarif yang dikenakan kepada pedagang juga disesuaikan
dengan Letak Tempat Usaha (LTU) dari masing-masing kios/toko. Tarif yang
dikenakan tersebut dapat ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut.

Tabel 4.7 Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Tanjung

Kelas Pasar LTU Tarif (Rp/m*/hari)
LTU I 400
LTU II 350
Kelas Utama LTU HI 250
LTU IV 200
LTUV 2500

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011.
Keterangan:

1. LTU I, yaitu toko atau kios yang menghadap keluar.

2. LTU 1, yaitu toko atau kios yang menghadap kedalam.

3. LTU I, yaitu toko atau kios, bedak, dan los tertutup.

4. LTU IV, yaitu los terbuka di dalam pasar.

5. LTU V, yaitu halaman pasar di dalam atau di luar area sekitar pasar.

c. Standar Waktu

Dalam suatu proses pengawasan dan untuk melakukan proses pengawasan
itu sendiri harus berdasarkan dengan acuan yang ada. Maka dari itu harus ada
keputusan, peraturan, maupun perintah yang sah dari pihak yang mempunyai
kuasa, baik melalui data yang nyata maupun secara lisan. Pada penelitian ini
proses pengawasan dalam pengelolaan pasar tanjung menentukan standart waktu
yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Misalnya saja terkait pelaporan kepada Dinas Perindustrian dan
perdagangan, disana sudah ditentukan bahwa setiap bulan secara rutin pengelola
Unit Pasar Tanjung harus lapor kepada dinas.Terkait pelaporan yang dilakukan,
seperti pernyataan yang disampaikan oleh Petugas Retribusi Unit Pasar Tanjung
sebagai berikut.

“... jadi gini. Kita statusnya di sini sebagaipetugas di unit pasar
dibawah naungan Disprindag. Jadi kita pelaporannya ya kepada
Dinas. Laporan itu kita laporkan setiap bulan. Jadi setiap bulan itu
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istilahnya catatan pasar yang kita catat setiap harinya itu, kita
kumpulkan selama satu bulan. Catatan bulanan itulah yang kita
laporkan sebagai laporan bulanan ... Jadi yang Kita setor itu SSRD
dan uang hasil retribusi. Kalau SSRD dan slip pembayarannya kita
setor ke Dinas. Kalau uangnya nanti sama bendahara disetor ke
rekening Dispenda ... Untuk pertanggungjawaban saya rasa lancar-
lancar saja. Tidak ada kendala. Itu kan sudah jadi tanggung jawab
kami.” (Wawancara dengan Petugas Retribusi Unit Pasar Tanjung
Bapak Fendi Julfianto, 25 Maret 2019)

Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Kepala Seksi Bidang Pasar dan
Distribusi Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
sebagai berikut.

(13

.. mengenai pelaporan itu setiap unit pasar harus melaporkan
karena itu merupakan kewajiban dari pertanggungjawaban mereka.

Setiap bulan kita adakan rapat dengan Bendahara Penerima
Pembantu dari tiap-tiap pasar itu. Jadi Kita bisa pantau terus target
penerimaan retribusi pasar itu.” (Wawancara dengan Kepala Seksi
Bidang Pasar dan Distribusi Barang Bapak Eko Septianto, 25
Maret 2019)

Selain terkait dengan laporan yang harus secara rutin dilakukan oleh

pengelola kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember,
mengenai standart waktu juga berkaitan dengan jadwal atau shift yang dimiliki
oleh petugas pungut untuk memungut retribusi di Pasar Tanjung. Hal ini
disampaikan oleh coordinator pasar sebagai berikut:

“....sudah ada shiftnya masing-masing, malah justru yang juru
pungut tidak memandang siang malam kalau waktunya mungut ya
datang selanjutnya SKRD itu yang masuk ke saya.....”
(Wawancara dengan Koordinator Retribusi Pasar Tanjung Bapak
Hariyanto pada 25 Maret 2019)

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat kita lihat bahwa untuk petugas
pungut sudah ada jadwal yang dibuat yaitu dengan system shift. Selanjutnya
mereka mengisi daftar hadir yang sudah disediakan terlebih dahulu. Namun yang
menjadi catatan adalah proses pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung
Kabupaten Jember masih belum rutin dilaksanakan. Hanya saat diperlukan saja
baru mereka melakukan inspeksi langsung ke Pasar Tanjung.
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Selain petugas pungut yang bertugas dengan system shift, untuk menjaga
kemanan pengelola unit Pasar Tanjung juga memilki jadwal untuk petugas
kemanan. Keamanan pasar merupakan salah satu bentuk pelayanan yang
diberikan oleh Pengelola Unit Pasar Tanjung sebagai salah satu timbal balik dari
pembayaran retribusi yang dilakukan oleh pedagang. Upaya yang dilakukan
dalam menjaga keamanan adalah dengan menyediakan petugas keamanan dan
ketertiban yang melaksanakan tugas keamanan di lingkungan Pasar Tanjung.
Kegiatan penjagaan keamanan tersebut dilakukan selama 24 jam dan terbagi
dalam tiga kelompok, yaitu kelompok pagi, kelompok sore, dan kelompok malam.
Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang petugas. Kelompok pagi bertugas
mulai pukul 06.00 WIB - 14.00 WIB, kelompok sore bertugas mulai pukul 14.00
WIB - 21.00 WIB, dan kelompok malam bertugas mulai pukul 21.00 WB - 06.00
WIB.

4.2.2 Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan dalam proses pengawasan yang kedua adalah penentuan
pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dalam pengukuran pelaksanaan program suatu
organisasi swasta maupun organisasi pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui sejaun mana tingkat keberhasilan setiap program kerja yang
dilaksakan oleh organisasi tersebut. Maka dari itu untuk untuk mengetahui
diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari setiap program untuk dapat
mengetahui apakah setiap kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang disusun
dan atau sesuai dengan hasil yang dikendaki bersama.

Begitupun dalam pengelolaan Pasar Tanjung Jember, untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaannya dan apakah sesuai dengan yang dikehendaki yang
telah ditetapkan pada target/standar yang ada, maka perlu dilakukannya
pengawasan yakni pengawasan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Unit Pasar Tanjung. Salah satu poin penting dalam pengukuran pelaksanaan
dalam proses pengawasan adalah jadwal pengawasan itu sendiri, yang artinya

seberapa sering pengawasan dilakukan atau bagaimana intensitas pengawasan itu
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dilakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bendahar Penerima Pembantu
Pasar Tanjung

“.....Saya sesekali keliling pasar pada pagi hari untuk melihat
kondisi pasar apabila terdapat permasalahan yang ada di lapangan.
Meskipun status saya sebagai Bendahara Penerima Pembantu
Pasar tapi saya juga melaksanakan fungsi sebagai kepala pasar ya
pasti bertanggung jawab sama tugasnya mengawasi pasar, kadang
juga saya menurunkan beberapa staff, ya bergantian, kalau jadwal
sih kita masih belum punya. Intinya kalau dibilang seberapa sering
ya sering lah setiap hari pasti ada kontrol di pasar ini....”
(Wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu Bapak
Mistarinto pada 25 Maret 2019)

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerima Pembantu menyangkut
pelaksanaan pengawasan, sebagaimana Bendahara Penerima Pembantu Pasar
mempunyai peran pengawasan. Sayangnya, hingga saat ini UPT Pasar Tanjung
tidak mempunyai dan membuat jadwal pengawasan meskipun menurut
pernyataannya intensitas pengawasan dilakukan setiap hari. Pernyataan tersebut
juga didukung oleh pernyataan pedagang pasar yang mengatakan bahwa
Bendahara Pengawas Pasar bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan
sesuai dengan yang disampaikan oleh Pedagang Pasar Pasar Tanjung

“....Yalumayan sering sih, pedagang di sini mendapat
pengawasan dari Pak Mistar. Biasanya sih Orangnya keliling gitu
ngecekin pedagang, jualannya, sampe bangunan pasarnya kalo ada

yang rusak. Kalau sekarang, akrab dama pedagang...... y

(Wawancara dengan Pedagang Pasar Tanjung Bapak Ahmad Zaeni

pada 25 Maret 2019)

Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa dapat dikatakan bahwa
terdapat persamaan yang dirasakan pedagang selaku sasaran pengawasan dalam
hal intensitas pengawasan yang dilakukan Bendahara Penerima Pembantu Pasar
sering melakukan controlling maupun pendekatan dengan para pedagang.

Tidak hanya Bendahara Penerima Pembantu Pasar Tanjung, para pegawai
dan staff maupun pidah DISPERINDAG Jember juga mempunyai tugas dan

peran dalam pengawasan Pasar Tradisional. Dalam melakukan pengawasan, UPT
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Pasar Tanjung melakukan pengawasan langsung dan tidak mempunya jadwal,
yang mereka terapkan adalah pengawasan mendadak yakni pengawasan yang
dilakukan dengan tiba-tiba tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada pekerja
atau petugas yang bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut.

“..Untuk jadwal pengawasan kami nggak punya, Kkarena
pengawasan yang kami lakukan itu semacam sidak, jadi tidak ada
pemberitahuan yang kami berikan dalam melakukan pengawasan.

Hal itu kami lakukan demi mendapakan dan menungkap langsung

kejadian-kejadian atau penyimpangan apa yang terjadi di lapangan.

Biasanya pagi hari jam 9 gitu kami mengunjungi pedagang pasar

dan turun langsung mengontrol situasi pasar. Untuk intensitasnya

sendiri pada Pasar Tanjung sudah terbilang cukup ya. Kami tetap

melakukan control yang berkelanjutan dan berulang- ulang....”

(Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pasar dan Distribusi

Barang Bapak Eko Septianto pada 25 Maret 2019)

Dari keterangan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa
DISPERINDAG Jember juga tidak mempunyai jadwal pengawasan dalam
melakukan proses pengawasan Pasar Tanjung Jember. Tidak dibuatnya jadwal
pengawasan dikarenakan pelaksanaan pengawasan yang mereka lakukan adalah
proses pengawasan secara sidak dimana tidak ada pemberitahuan untuk para
pegawai di pasar yang dituju dengan tujuan untuk melihat kondisi pasar secara
langsung dalam keadaan alaminya. Di sisi lain, hal ini memang menguntungkan
pihak pengelola dalam hal memudahkan langkah pengawasan dimana semua
kondisi yang dilihat saat turun langsung ke lapangan adalah kondisi nyata dari apa
yang ada di lapangan. Hal ini mengurangi kecurangan-kecurangan bagi pegawai
ataupun pedagang dimana kondisi mereka tidak dapat dibuat-buat karena telah
mengetahui adanya sidak di waktu sebelum-sebelumnya. Namun, di sisi lain hal
ini juga dapat mengurangi intensitas pelaksanaan pengawasan dimana tidak ada
waktu yang teratur dan bersistematis dalam melakukan pengawasan.

Selain Bendahara Penerima Pembantu sebagai yang melakukan peran
pengawasan. Pengawasan di lakukan oleh pegawai penarik retribusi pedagang
dimana pada setiap harinya pegawai turun langsung ke pasar untuk menarik

retribusi sekaligus mengontrol pasar sehingga pengawasan dilakukan setiap hari.
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Hal tersebut dinyatakan oleh Koordinator Retribusi Pasar Tanjung sebagai
berikut:

“..Untuk pengawasan yang kami lakukan sih udah kami
delegasikan kewenangannya kepada pegawai penarik retribusi yang
setiap harinya turun ke pasar untuk menagih iuran. Karena dia
setiap hari berkeliling pasar menemui pedagang jadi dia juga yang

melakukan peran mengawasi pasar...” (Wawancara dengan
Koordinator Retribusi Pasar Tanjung Bapak Hariyanto pada 25
Maret 2019)

Dari keterangan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa yang melakukan
pengawasan dari UPT Pasar Tanjung adalah pegawai penarik retribusi. Hal itu
dilakukan oleh penarik retribusi dengan alasan karena yang setiap harinya turun
ke pasar adalah orang tersebut. Ditambah dengan kondisi SDM di kantor
pengelola yang sedikit, seharusnya juga berkoordinasi dengan pegawai lainnya
untuk melakukan pengawasan demi terciptanya kondisi pasar yang nyaman, aman,
dan tertib. Walaupun intensitas petugas pengawasan sudah dipastikan pengawasan
harian, alangkah lebih baiknya apabila pegawai lain tidak hanya di dalam kantor
melainkan turun ke pasar untuk melakukan controlling.

Dari beberapa hasil wawancara di atas juga, apabila ditinjau dari waktu
pelaksanaannya dinyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan di Pasar Tanjung
dilakukan sesuai dengan pengawasan preventif yang dimana pengawasannya
dilakukan pada saat pekerjaan berlangsung. Baik dari pihak DISPERINDAG, dan
UPT Pasar Tanjung yang mempunyai peran pengawasan melakukannya pada saat
jam operasional pasar dengan tujuan agar mengurangi penyimpangan yang ada
saat pekerjaan berlangsung di Pasar Tanjung.

Pengukuran tidak hanya tentang intensitas pengawasan dan SDM
pengawasan, tetapi juga bagaimana proses pengawasan itu berjalan. Seperti apa
sistem atau cara-cara yang dilakukan dalam melakukan pengawasan, bagaimana
bentuk pengawasan yang dilakukan, serta apa saja sasaran pengawasan. Seperti
yang diungkapkan Bendahara Penerima Pembantu mengenai pengawasan yang
dilakukan, mengatakan:

“Peran pengawasan yang saya lakukan sebagai Bendahara
Penerima Pembantu Pasar ya tentu saja dengan melihat dan
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memperhatikan kondisi operasional pasar dari hari ke hari. Tidak
hanya dari saya, saya juga memerlukan pendapat dan saran dari
para pedagang karena itu saya harus mendekatkan diri kepada
pedagang di pasar ini. Saya melakukan kontrol dengan berkeliling
ke seluruh area pasar dari kondisi pedagang, kondisi bangunan
pasar, sampai pada fasilitas yang ada di pasar. semuanya itu harus
diperhatikan demi kemajuan pasar ini. Kemudian, saya juga
membuat  laporan dimana didalamnya adalah  laporan
pertanggungjawaban saya tentang kondisi pasar dimana
didalamnya adalah hasil-hasil pengawasan yang saya lakukan, demi
mengoptimalkan pasar ini, yang saya lakukan adalah dengan
memberikan fakta nyata tentang apa yang ada di lapangan agar
segala kondisnya dapat diperbaiki dan mendapatkan solusi untuk
penyimpangan yang ada. Laporan yang ada juga harus punya bukti
yang kuat misalnya pakai foto agar pengawasan yang sudah
dilakukan itu mempunyai fakta yang kuat. Laporan tersebut adalah
laporan rutin yang diberikan setiap 1 minggu sekali. Kemudian
Laporan tersebut kita serahkan pada pihak DISPERINDAG”
(Wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu Bapak
Mistarinto pada 25 Maret 2019)

Berdasarkan pernyataan di atas, dari hasil wawancara tersebut dapat
dikatakan bahwa dalam melakukan perannya sebagai pengawas pasar, Bendahara
Penerima Pembantu Pasar mempunyai alur dan prosedur dalam melakukan
pengawasan walaupun cara pelaksanaannya tidak ada dalam peraturan baku.
Bendaha Penerima Pembantu Pasar Tanjung melakukan pengawasan dengan
bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung, dimana cara pengawasannya
adalah dengan langsung datang melihat kondisi pasar, memeriksa apabila terjadi
penyimpangan, serta menampung keluhan dan saran pedagang untuk Pasar
Tanjung. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dari hari ke hari hingga
ditemukannya hasil pengawasan baik hasil yang baik maupun buruk. Tidak hanya
sampai di situ, Bendahara Penerima Pembantu juga bertanggungjawab dalam
pembuatan laporan yaitu laporan rutin kondisi pasar dalam waktu seminggu
sekali.

Dari keterangan tersebut juga dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan pengawasan secara langsung turun ke pasar, proses
pembuatan hasil pengawasan melalui laporan pertanggungjawaban dengan bukti

yang kuat.
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Dalam pelaksanaan pengawasan, selain dilakukan oleh DISPERINDAG
Pasar Tanjung, terdapat pihak lain dari pemerintah yang melakukan pengawasan
di Pasar Tanjung yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan pihak Satpol PP.

“.... Kami Dberkerjasama dengan pihak lain untuk melakukan
pengawasan dan pembinaan pedagang antara lain yang telah kami
lakukan adalah pembinaan dari Satpol PP dalam hal keamanan dan
ketertiban pada pedagang pasar. Pembinaan dilakukan melalui
proses langsung mengunjungi pedagang pasar yang dilakukan
semingggu 2 Kkali setiap pagi petugas Satpol PP akan berkeliling
Pasar Tanjung. Pembinaan dari Satpol PP ini mengenai keamanan,
kebersihan lingkungan pasar serta ketertiban para pedagang agak
tidak mengganggu kenyamanan para pengunjung....” (Wawancara
dengan Kepala Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang Bapak
Eko Septianto pada 25 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pembinaan juga dilakukan oleh
Dinas terkait yang melakukan kerjasama tersebut. Pembinaan ini sangat
menguntungkan pedagang karena pedagang mendapatkan informasi yang
membantu pedagang untuk lebih mengetahui tentang tata cara, peraturan, dan
kewajiban pedagang pasar.
4.2.3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahap ini pengukuran pelaksanaan dilakukan untuk melaksanakan
pengawasan itu sendiri harus berdasarkan dengan acuan yang ada. Maka harus ada
suatu keputusan, peraturan, maupun perintah yang sah dari pihak yang
mempunyai kuasa baik melalui data yang nyata maupun secara lisan. Pada
DISPERINDAG Jember khususnya UPT Pasar Tanjung terdapat peraturan yang
menjadi acuan dan standar kinerja UPT Pasar Tanjung dalam menjalankan
tugasnya vyaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember, seperti yang
dikatakan Kepala Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang DISPERINDAG
JEMBER oleh bahwa:

“Dalam operasional kinerja UPT Pasar Tanjung kami mempunyai
peraturan yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas sebagai
pegawai UPT Pasar Tanjung, peraturan tersebut ada di dalam
Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. (Wawancara


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

76

dengan Kepala Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang Bapak
Eko Septianto pada 25 Maret 2019)

Dari wawancara penelitian di atas, dapat kita ketahui bahwa mulai dari
pembentukan sampai tata kerja seluruh pegawai di DISPERINDAG Jember telah
diatur lewat Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2016 yang berisi tentang susunan
organisasi dan tata kerja DISPERINDAG Jember.

Terdapat peraturan lainnya yang ada di UPT Pasar Tanjung yakni dalam
pengelolaan Pasar Tanjung, hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bendahara
Penerima Pembantu bahwa pasar bukan semata-mata dikelola tanpa adanya tujuan
namun telah ada ketetapan yang mengatur agar pasar dikelola dengan baik demi
meningkatkan PAD Kabupaten Jember.

“.... Dari Pasar Tanjung itu sudah ada peraturan yang harus
diikuti oleh pelaksana pengelola pasar yaitu Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Pasar yang didalamnya mencakup segala hal yang harus
dilakukan dan hal yang dilarang untuk pelaku usaha pasar serta
sanksi yang telah ditetapkan bagi yang melanggar peraturan....”
(Wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu Bapak
Mistarinto pada 25 Maret 2019)

Dari pernyataan dalam di atas, peraturan tentang Pengelolaan Pasar yang masuk
dalam Peraturan Daerah sebagai acuan dan pedoman bagi UPT Pasar Tanjung
Jember dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola pasar. Selain itu dapat lihat
bahwa peraturan yang ada mengikuti dan mempertimbangkan segala kondisi yang
ada yang berkaitan dengan pasar sehingga menimbulkan peraturan baru yang
lebih sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Dari peraturan yang ada, belum terdapat aturan yang menjelaskan khusus
dalam pelaksanaan pengawasan Pasar Tanjung Jember. Belum terdapat uraian
tentang proses pengawasan maupun intensitas pengawasan.

“..... Kalau untuk cara-cara pengawasan, jadwal pengawasan, sama
proses pengawasan gitu sih secara khusus belum ada peraturan
yang tertulisnya. Saya nggak megang data keputusan atau peraturan
mengenai pengawasan pasar. Tapi pengawasan adalah tugas utama
saya juga yang memegang fungsi Kepala. Saya sebagai Bendahara
Penerima Pembantu sudah mengerti bagaimana cara pengawasan
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yang saya lakukan, seberapa sering saya melakukan pengawasan,
dan apa yang saya lakukan dalam mengontrol pasar. Semua itu
didapat dari atasan saya yang mempunyai hak untuk memerintah
yaitu pihak DISPERINDAG, tetapi hal tersebut baru secara lisan
saja.....” (Wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu
Bapak Mistarinto pada 25 Maret 2019)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hingga sekarang belum
ada peraturan yang memuat khusus tentang pengawasan Pasar Tanjung Jember.
Hal tersebut dapat dibuktikan dari pernyataan Bendahara Penerima Pembantu
yang tidak mempunyai peraturan atau acuan yang berbentuk baku dalam
melaksanakan tugas dan perannya dalam mengawasi Pasar Tanjung. Pengetahuan
Bendahara Penerima Pembantu hanya sebatas rutinitas pengawasan yang biasanya
telah ia lakukan, dan atas intruksi lisan dari atasannya. Walaupun Bendahara
Penerima Pembantu sudah mengetahui dan mengerti bagaimana proses
pelaksanaan pengawasan yang dilakukannya, akan lebih baik lagi apabila
semuanya itu mempuyai peraturan dan prosedur khusus agar pengawasan dapat
dilakukan lebih maksimal lagi.

Yang menjadi acuan DISPERINDAG Jember dalam melakukan
pengawasan adalah Perbup No 53 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara
DISPERINDAG Jember dan Perda Kabupaten Jember No 9 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Pasar yang dimana terdapat kewajiban dan peran pengawasan yang
dilakukan DISPERINDAG Jember dalam mengatur Pasar Tradisional. Namun, di
dalamnya belum terdapat prosedur, tata cara, serta waktu pengawasan yang

tersusun dan tertulis.

4.2.4 Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Pada tahap yang ketiga dalam proses pengawasan pengelolaan Pasar
Tanjung akan dilakukan pembandingan hasil yang dicapai dengan target atau
standart yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses ini memungkinkan
adanya penyimpangan antara standart dengan realisasi di lapangan. Dalam suatu

pelaksanaan program, untuk mengetahui hasil pengawasan dengan baik maka
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harus ada perbandingan dari hasil pekerjaan dan standart pedoman yang

ditentukan dalam program tersebut.

Tabel 4.8 Perbandingan pelaksanaan dengan standar pengawasan

No. Pelaksanaan Proses Pengawasan  Standart Pengawasan

Pedagang pasar melanggar batas Peraturan  Daerah  Kabupaten
garis yang ditetapkan untuk Jember nomor 13 tahun 2006
berdagang dengan menambahkan Sf‘éang_Pengg(;lﬁaﬂ Pgsar Yinﬁ
L ikuasai e emerinta
peti/meeyZurituk  memperganyal Kabupaten Jember Pasal 9 tentang
produk ketentuan tata tertib pasar yang
1. menyebutkan bahwa Pedagang
yang berjualan di pasar daerah,
tidak diperbolehkan mengubah atau
menambah bangunan pasar atau
membuat bangunan baru yang
bersifat permanen didalam pasar

tanpa seijin Bupati.
Pedagang pasar menghindari untuk Peraturan  Daerah  Kabupaten
membayar retribusi pelayanan pasar Jember nomor 13 tahun 2006
tentang Pengelolaan Pasar Yang
Dikuasali Oleh Pemerintah
2. Kabupaten Jember Pasal 11 tentang
ketentuan retribusi menyebutkan
bahwa penggunaan atau pemakaian
tempat-tempat dalam pasar akan

dikenakan retribusi.
Tidak terpenuhinya target Peraturan  Daerah  Kabupaten
penerimaan  retribusi  pelayanan Jember nomor 13 tahun 2006
pasar disebabkan oleh banyaknya tentang Pengelolaan Pasar Yang
pedagang yang masih memiliki hak Dikuasai Oleh Pemerintah
guna atas toko/kios namun tidak Kabupaten Jember Pasal 11 tentang
beroperasi atau tutup. Hal ini ketentuan retribusi dan Pasal 15
3 menyebabkan banyaknya pedagang tentang Keberatan, pengurangan,
" yang memiliki tagihan retribusi keringanan dan pembebasan

terutang atau tunggakan retribusi.

retribusi Setiap penerbitan Surat
ljin  Menempati (SIM) terhadap
pemanfaatan bangunan dalam pasar
dikenakan retribusi :
a. Toko/kios, rumah toko
sebesar Rp. 25.000,00 (dua
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puluh lima ribu rupiah)

b. Bedak /bedak dalam los
pasar sebesar Rp.
15.000,00 (lima belas ribu
rupiah).

Pengajuan
menunda  kewajiban
retribusi dan
penagihan retribusi.

tidak
membayar
pelaksanaan

keberatan

Melanggar zoning
menempati tempat yang
kategori produk jualan

dengan

bukan

Peraturan  Daerah  Kabupaten
Jember nomor 13 tahun 2006
tentang Pengelolaan Pasar Yang
Dikuasali Oleh Pemerintah
Kabupaten Jember Pasal 8 tentang
ketentuan tata tertib pasar yang
menyebutkan bahwa setiap pasar
daerah harus dipisahkan dari
tempat-tempat sekitarnya dengan
menggunakan pagar/tanda batas
yang nyata dan jelas, Setiap los
pasar bangunan-bangunan lainnya
didalam lingkungan pasar daerah
diberi tanda batas dan tanda
pengenal yang menyebutkan jenis
barang yang diperdagangkan.

Kurangnya kepedulian
kebersihan pasar

akan

Peraturan  Daerah  Kabupaten
Jember Nomor 9 Tahun 2016.
Perlindungan Pasar Rakyat dan
Penataan Pusat Perbelanjaan Serta
Toko Swalayan Pasal 11 ayat 5
menyebutkan memelihara
kebersihan, keindahan lokasi dan
kelestarian  lingkungan  tempat
usaha.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2019)

Berdasarkan tabel di atas, pada pelaksanaannya, didalam tahap ini banyak

ditemukan hasil-hasil dari pengawasan dimana setiap hasil yang ada berdasarkan

dari perbandingan antara kondisi nyata dengan standar yang ada.
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“.... dalam melakukan pengawasan kan kita sudah punya peraturan
yang kita jadikan acuan untuk menilai dari hasil kondisi pasar yang
sekarang dengan aturan yang ada di Perda maupun perintah yang
diberikan secara lisan. Biasanya gitu langsung keliatan mana hal-
hal yang salah, pelanggaran apa yang terjadi, kemajuan dan
kelemahan apa yang ada di pasar pada masa sekarang....”
(Wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu Bapak
Mistarinto pada 25 Maret 2019)

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa dalam melakukan peran
dan tanggungjawabnya sebagai pengawas, Kepala Pasar tidak hanya mengamati,
melihat, dan mengobservasi keadaan pasar, melainkan melakukan perbandingan
juga atas apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang ada di lapangan pada saat
itu dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan yang ada.

Pada tahap ini, hasil dari pelaksanaannya adalah penyimpangan-
penyimpangan yang ada di Pasar Tanjung dari segala pihak seperti penyimpangan
yang dilakukan pedagang yakni memperluas tempat dagang dengan menambah
tempat produknya kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan serta pedagang
yang tidak mau membayar retribusi ketika dilakukannya penarikan retribusi
pelayanan pasar oleh petugas.

“.... Ya biasanya yang kita temukan itu pedagang-pedagang yang
suka ngelanggar aturan, kayak yang bisa kita liat sendiri ada
beberapa pedagang yang berjualan kelewat batas dengan nambah
peti atau meja untuk memperbanyak barang dagangannya padahal
itukan nggak boleh, bahkan kalau malam itu bisa sampean liat ada
pedagang yang berjualan sampai di area Matahari itu kan juga ridak
boleh. Ada juga pedagang yang kurang perhatian sama kebersihan
pasar kayak ada beberapa yang nggak bersihin sampah
dagangannya setelah selesai dagang, buang sampah sembarangan
misalnya sampahnya ada yang sampai ke jalanan....” (Wawancara
dengan Bendahara Penerima Pembantu Bapak Mistarinto pada 25
Maret 2019)

Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh
Pedagang Pasar sebagai berikut.

..... Banyak mas, banyak pedagang yang melakukan pelanggaran
misalnya mereka menambah tempat berjualan, padahal sudah diberi
patokan kalau bayar retribusinya sekian ya tempat berjualannya
juga sesuai, tapi ya gitu kan gak mau rugi....” (Wawancara dengan
Pedagang Pasar Tanjung Bapak Ahmad Zaeni pada 25 Maret 2019)
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, salah satu hasil pengawasan yang
dilakukan adalah pelanggaran dari Pedagang Pasar Tanjung. Pelanggaran yang
dilakukan berupa penambahan tempat dagangan hingga melewati batas yang telah
ditentukan. Hal ini jelas pelanggaran yang terang-terangan terlihat secara fisik
dimana pedagang mencari keuntungan dengan tidak memperhatikan aturan yang
ada. Di sisi lain, pedagang sendiri sebenarnya mengetahui dan mengerti akan
kesalahan yang dibuat yaitu memperluas tempat dagangnya akan tetapi hal itu
terpaksa dilakukan agar pedagang tetap bisa bertahan dan tidak mau mengalami
kerugian dalam berdagang. Selain itu sangat disayangkan masih banyak para
pedagang yang tidak mengerti tentang pentingnya membayar retribusi hal ini
menyebabkan penerimaan retribusi Pasar Tanjung kurang optimal sehingga
berdampak kepada menurunnya PAD Kabupaten Jember.

..... Sebagai petugas retribusi saya seringkali menemui pedagang
pasar yang tidak tertib pada saat saya melakukan tugas, misalnya
ada yang sering berpindah-pindah tempat jualan demi menghindari
petugas retribusi, hal ini juga menyebabkan sulitnya kami
melakukan pendataan para pedagang, karena itu nanti menentukan
seberapa besar penghasilan dari hasil penarikan retribusi
tersebut....” ....” (Wawancara dengan Petugas Retribusi Bapak
Fendi Julianto pada 26 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pedagang pasar terbukti melakukan
pelanggaran dengan menghindari untuk membayar retribusi kepada petugas, hal
ini sangat disayangkan karena retribusi merupakan kewajiban yang harus
dilakukan oleh pedagang pasar. Sebagian pedagang pasar masih belum terlalu
mengerti tentang pentingnya membayarkan retribusi sehingga mereka memilih
untuk menghindari petugas retribusi. Hal ini dikuatkan melalui pernyataan sebagai
berikut.

..... kalau saya sih mengerti mas, tapi ada juga beberapa temen-
temen saya yang memang sengaja dan merasa keberatan ketika
diminta membayar retribusi, karena itu kewajiban ya sebenarnya,
tapi ya masih banyak juga pedagang disini yang gak mau bayar....”
(Wawancara dengan Salah satu pedagang Bapak Rahman pada 25
Maret 2019)
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Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa pentingnya untuk memberi
pemahaman kepada para pedagang mengenai pembayaran retribusi. Sehingga Para
Pedagang pada akhirnya mengerti dan tertib dalam melakukan aktivitasnya di
Pasar Tanjung dengan memenuhi kewajibannya sebagai seorang pedagang pasar.

Selain itu, pedagang juga melakukan pelanggaran lain yaitu menempati
tempat dagang dengan tidak sesuai dengan zona yang telah di atur.

“..... pedagang menempati los dan kios tidak sesuai aturan dimana
kami telah membuat area yang ditetapkan melalui plang-plang yang
ada di dalam pasar sebagai keterangan nama los. Sampai sekarang
bisa kita liat langsung area itu nggak semua diberlakukan lagi sama
pedagang jadi pasar ini udah nggak teratur lagi. Ditambah lagi
dengan adanya pemilik los atau kios yang memperbolehkan
pedagang yang menyewa untuk berjualan produk yang tidak susai
dengan tempat yang telah disediakan. Pada akhirnya kan pedagang
baru yang berjualan barang tertentu tidak mendapatkan lokasi
tempat jualan yang sesuai dengan keterangan ona yang ada jadi
begitu terus sampai timbul ketidakteraturan. Kalau ditanya
pedagang alasannya sih demi dapetin pelanggan, sama menghindari
tarif retribusi tersebut.... “(Wawancara dengan Koordinator
Retribusi Pasar Tanjung Bapak Hariyanto pada 25 Maret 2019)

Hal serupa juga dikatakan oleh pedagang, yang mengatakan.

“....Di pasar ini banyak penjual pada nggak ikutin tempat jualannya
itu soalnya disini pedagangnya ada yang rebutan pengunjung, ada
yang gak mau bayar retribusi ya namanya pengunjungnya sedikit
kita mah maunya dapet dan jualan di tempat yang lebih strategis
yang lebih banyak dilewatin pengunjung jadi ya gitu antara sayuran
sama daging atau ikan ada yang tempatnya berdekatan, kalau
sampean liat itu kan ada yang jualan sampai di dekat jalan besar
yang jauh itu, sama yang di dekat matahari kan mereka itu yang
gak mau bayar uang retribusi mas....” (Wawancara dengan Salah
satu pedagang Bapak Rahman pada 25 Maret 2019)

Dari keterangan di atas, dapat kita lihat bahwa pedagang sendiri
melakukan berbagai pelanggaran. Hal ini sangat disayangkan demi menghindari
petugas retribusi pasar, pedagang melakukan pelanggaran. Banyak pedagang yang
menempati tempat tidak sesuai dengan area yang ada sehingga pedagang
selanjutnya yaitu pedagang baru ada yang ingin menempati sesuai area tetapi tidak
bisa karena telah terisi dengan pedagang lain sebelumnya. Padahal, area yang
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telah ditetapkan adalah peraturan berbentuk fisik yang telah dibuat pengelola
dengan membuat plang-plang yang tergantung untuk memisahkan jenis dagangan
di setiap los, kios, dan counter di pasar, hal yang seharusnya dapat diperhatikan
pedagang. Seharusnya dengan adanya area tersebut dapat memudahkan
pengunjung untuk berbelanja dan menciptakan persaingan yang baik dan adil
antar pedagang. Sayangnya, pedagang kurang memahami pentingnya peraturan
tersebut dan membuat pelanggarang yang menciptakan ketidakteraturan dalam
pasar.

Tidak terpenuhinya target penerimaan retribusi pelayanan pasar tersebut
disebabkan oleh banyaknya pedagang yang masih memiliki hak guna atas
toko/kios namun tidak beroperasi atau tutup. Hal ini menyebabkan banyaknya
pedagang yang memiliki tagihan retribusi terutang atau tunggakan retribusi. Hal
ini seperti pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator Retribusi Pasar
Tanjung sebagai berikut.

“.....Ya sebenarnya banyak juga toko-toko yang tutup tapi masih

punya hutang retribusi yang belum dibayarkan, jadinya Kkita

datanya ya susah juga hasil penerimaan retribusi pun pasti bakal

menurun....” (Wawancara dengan Koordinator Retribusi Pasar

Tanjung Bapak Hariyanto pada 25 Maret 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa salah satu
penyebab tidak tercapainya retribusi di Pasar Tanjung adalah perilaku para
pedagang yang sering menunda pembayaran retribusi. Saat mereka dipungut
petugas pungut mereka memilih untuk membayarnya nanti dan terus menumpuk
dan menunggak. Sehingga hasil yang distorkan kepada dispenda menjadi tidak

memenuhi target yang telah ditentukan.

4.2.5 Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Doperlukan

Dari berbagai pengertian tentang proses pengawasan Yyang telah
disebutkan, dapat diketahui jelas bahwa pengawasan berorientasi kepada tujuan
suatu organisasi, perencanaan dan pelaksanaannya. Pengawasan berupaya

membetulkan kesalahan arah, untuk dikembalikan pada jalur yang benar.
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Pengawasan men-cek apakah pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan
arah tujuan yang sudah ditetapkan. Pengawasan meliputi aspek penelitian apakah
hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan
untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
bawahan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan. Pada dasarnya Fungsi
pengawasan atau yang lebih dikenal dengan Controlling tidak dapat berdiri
sendiri, melainkan selalu terkait dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain yang
paling sederhana yaitu Planning, Organizing dan Actuating.

Pada tahap proses pengawasan yang tetrakhir adalah pengambilan
tindakan, pada tahap ini hal yang dialkukan adalah membuat keputusan untuk
mengambil tindakan-tindakan koreksi atau perbaikan. Proses fillow up atau
tindakan ini dapat dilakukan apakah dengan merubah standart, ukuran dan norma.
Dalam suatu pengawasan, mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki
melalui tindakang perbaikan adalah hal yang wajib dimanapaun pengawsan itu
berada. Dengan tujuan agar mengetahui kelemahan pada program yang dijalankan
dan diperbaiki agar program tersebut berjalan dengan tujuan yang sudah
direncanakan sebelumnya.

Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk
menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar kemudian sesuai
dengan standart atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melakukan
tindakan perbaikan maka harus diketahui apa yang menyebabkan terjadi
penyimpangan seperti halnya ditahap sebelumnya.

Dalam pelaksaan dan pengelolaan operasional Pasar Tanjung Kabupaten
Jember terdapat hal-hal yang harus dihadapi oleh pengelola. Seperti permasalahan
penyimpangan, serta kendala yang ada baik berasal dari internal pengelola
maupun kendala yang berasal dari luar atau eksternal. Pada saat peneliti
melakukan observasi dan selama penelitian berlangsung, masih menemui adanya
penyimpangan dan permasalahan pada pengelolaan Pasar Tanjung.

Terdapat beberapa hal yang telah dilakukan dari pihak pengelola untuk

melakukan tindakan lanjut yakni tindakan korektif untuk menghadapi
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penyimpangan yang terjadi di Pasar Tanjung, seperti halnya yang dikatakan
sebagai berikut.

“..... Untuk pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh
pedagang, saya sudah sering menegur pedagang atas kesalahan
yang telah dilakukan serta saya juga telah menasihati pedagang
agar menciptakan dan menjaga susana yang tertib dan kondusif di
Pasar Tanjung serta saya memberikan informasi tentang peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan bagi para pedagang.....”
(Wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu Bapak
Mistarinto pada 25 Maret 2019)

Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh
Koordinator Retribusi Unit Pasar Tanjung sebagai berikut.

“..% Sudah sering dikasih tau kalau dilarang nambah tempat
berjualan biar gak nyempitin jalan tapi tetap aja dilakuin. Setiap
kali saya keliling melakukan pengawasan, saya sering bilangin ke
pedagang tapi hasilnya ya nihil. Mungkin karena dasarnya orang
pasar ini dari faktor lingkungan yang ngebuat mereka punya sikap
yang acuh, namanya orang pasar ya kerjanya dilapangan gini
ketemu sama berbagai macam sifat orang-orang di pasar jadi
biasanya nggak nurut kalau dikasih tau.....” (Wawancara dengan
Koordinator Retribusi Pasar Tanjung Bapak Hariyanto pada 25
Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam
menangani dan menghadapi kasus pelanggaran yang telah dilakukan oleh
pedagang, Bendahara Penerima Pembantu telah melakukan perannya sebagai
pengawas dengan menegur, menasihati, dan melarang pedagang untuk
mengulangi kesalahan yang sama. Di sisi lain, pelanggaran yang telah di lakukan
pedagang tersebut, dari mulai pelanggaran berjualan melewati batas yang telah
ditetapkan, menempati tempat tidak sesuai area yang ditentukan, hingga
menambah tempat berjualan yang mengakibatkan pencemaran dan penyempitan
jalan sehingga menimbulkan ketidak tertiban kondisi lingkungan pasar.

“.... Tentunya kami tegas, karena setiap pedagang harus mentaati
setiap peraturan yang ada, kalo gak gitu kan jadi gak tertip para
pedagang itu, kalau kedapatan melanggar aturan pasti kami tindak
tegas sesuai dengan peraturan yang ada .....” (Wawancara dengan
Kepala Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Bapak Eko
Septianto pada 25 Maret 2019)
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Dari hasil wawancara di atas, dapat Kkita ketahui bahwa pihak
DISPERINDAG juga melakukan tindakan menghadapi penyimpangan yang ada
dengan menegur pedagang dalam pelaksanaan pengawasannya.

Namun menurut pedagang Pasar Tanjung, sanksi yang diberikan oleh
pihak pengelola belum sepenuhnya diterapkan, hal ini dibuktikan melalui
pernyataan sebagai berikut.

“..... selama saya berjualan disini belum ada sanksi yang
benar-benar membuat para pedagang kapok. Ya hanya sebatas
ditegur sama diberi surat, tapi tidak tahu surat itu untuk apa,
padahal dalam aturan sampai 3 kali melanggar baru dikasih sanksi
tegas, tapi ya tetap, meskipun melanggar berulang-ulang juga
masih tetap jualan disini yang pernah saya lihat ya itu....”
...”(Wawancara dengan Pedagang Pasar Tanjung Bapak Ahmad
Zaeni pada 25 Maret 2019)

Dari wawancara di atas, Seharusnya, sanksi yang telah ditetapkan menjadi
acuan dan standar yang ada dipatuhi oleh sasaran yang melakukan penyimangan.
Telah terdapat peraturan yang melarang segala penyimpangan pedagang yang
telah disebutkan sebelumnya yaitu segala penyimpangan yang dilakukan oleh
pedagang Pasar Tradisional yang tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Pasal 11 tentang
Kewajiban dan Larangan Pasar Tradisional berikut sanksi yang tertulis pada pasal
41 Sanksi administrasi berupa, peringatan tertulis, Pembekuan izin usaha
dilakukan apabila telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali
dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan, Pencabutan izin usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal ditetapkannya pembekuan izin usaha.
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No

Indikator

Hasil Penelitian

1

Penetapan Standart

. Standart fisik berupa jumlah tempat

berdagang tidak sebanding dengan
jumlah para pedagang Pasar Tanjung.

. Standart moneter, retribusi pelayanan

pasar tidak tercapai.

. Standart waktu, jadwal yang dimiliki

petugas pengelola Unit Pasar Tanjung
sebagai pedoman dalam menjalankan
tugasnya sebagai pemungut retribusi
pelayanan pasar.

Penentuan Pengukuran

Pelaksanaan Kegiatan

Pengawasan  berbentuk  pengawasan
langsung dan tidak langsung.

. Sasaran pengawasan adalah pedagang

Pasar Tanjung.

. Tidak ada jadwa pengawasan dan tim

pengawas khusus. Pengawasan dilakukan
secara mendadak atau sidak.

Proses pengawasan dilakukan dengan
cara mendatangi, mengamati, memeriksa,
dan melakukan pendekatan dengan para
pedagan pasar.

Pengukuran Pelaksanaan

Kegiatan

Peraturan-peraturan ~ umum  seperti,
peraturan daerah tentang pengelolaan
pasar, peraturan Bupati tentang tata kerja
organisasi, serta standar lain yang
dinyatakan dalam bentuk fisik untuk
mengatur pedagang pasar.

. Tidak adanya peraturan khusus yang

membahas tentang proses pengawasn.
Pelaksanaan proses pengawasan
berdasarkan perintah lisan.

4

Pembandingan Pelaksanaan

Melanggar batas garis yang ditetapkan
untuk berdagang dengan menambahkan
area jual untuk memperbanyak produk.
Melanggar area  berjualan  dengan
menempati tempat yang bukan kategori
produk jualan.

. Tidak taat membayar retribusi.
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No Indikator Hasil Penelitian
4. Berpindah-pindah tempat area berjualan.
5 Pengambilan Tindakan 1. Diberlakukannya sanksi administratif

berupa surat teguran

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2019)
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung Kabupaten
Jember terhadap Pasar Tanjung adalah kurang optimal sehingga masih banyak
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang pasar, dengan
menggunakan teori Tahap-tahap proses pengawasan dari Handoko yang terdiri
dari beberapa tahap dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Tahap yang pertama dalam proses pengawasan adalah penetapan standart,
terdapat tiga standart yang ada dalam proses pengawasan, yang pertama
adalah standart fisik berupa sarana prasarana dan fsilitas yang disediakan
oleh pengelola Pasar Tanjung serta Jumlah pedagang dengan tempat
berjualan yang disediakan oleh UPT Pasar Tanjung tidak sebanding. Yang
kedua adalah standart moneter berkaitan dengan keuangan berupa target
retribusi pelayanan pasar yang tidak tercapai. Standart yang terakhir
adalah stndart waktu berupa jadwal bagi petugas sebagai pedoman dalam
menjalankan tugasnya sebagai petugas pemungut retribusi pelayanan
pasar.

b. Selanjutnya proses pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan
kegiatan, dimana proses pengawasan dilakukan dengan waktu yang tidak
ditentukan atau tidak adanya jadwal yang dibuat. Pelaksanaan pengawasan
dilaksanakan secara tiba-tiba/sidak untuk mengetahui kondisi alami pasar.
Tidak adanya tim khusus pengawas, proses pengawasan dilakukan oleh
Bendahara Penerima Pembantu beserta staff yang berhubungan dengan
pemungutan retribusi pelayanan pasar. Proses pengawasan dilalukan
dengan bekerjasama dengan pihak Satpol PP. Proses pengawasan
dilakukan dengan mendatangi langsung untuk mengamati pasar maupun
melakukan evaluasi dari laporan rutin Bendahara Penerima Pembantu.

Frekuensi pelaksanaan pengawasan dilakukan 2 minggu sekali yang
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dilakukan oleh pihak Satpol PP, sedangkan dari pihak pengelola masih
jarang dilakukan.

c. Tahap proses pengawasan yang ketiga adalah Pengukuran pelaksanaan
kegiatan, pengukuran masih pada sebatas peraturan-peraturan umum
seperti, peraturan daerah tentang pengelolaan pasar, peraturan Bupati
tentang tata kerja organisasi, serta standar lain yang dinyatakan dalam
bentuk fisik untuk mengatur pedagang pasar, sedangkan peraturan atau
acuan khusus untuk pelaksanaan proses pengawasan hingga saat ini belum
ada sehingga pelaksanaan proses pengawasan masih berdasarkan perintah
lisan dan bersistem seperti yang biasa dilakukan tanpa adanya peraturan
dan sistematika tertulis mengenai pelaksanaan pengawasan pasar.

d. Tahap proses pengawasan yang keempat adalah perbandingan, tindakan ini
berupa pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang
direncanakan. masih banyak pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan
oleh pedagang pasar seperti, melanggar batas garis yang ditetapkan,
melanggar area berjualan dengan menempati tempat yang bukan kategori
produk jualan, tidak taat membayar retribusi, serta berpindah-pindah
tempat berjualan. Semua hal tersebut mengakibatkan turunnya pendapatan
untuk pihak pengelola.

e. Tahap proses pengawasan yang kelima adalah melakukan tindakan dimana
pihak pengelola memberikan sanksi berupa sanksi administrasi terhadap
para pedagang yang terbukti melanggar atau melakukan penyimpangan.
Sayangnya, hingga saat ini solusi yang dilakukan belum memberikan
dampak baik dalam mentertibkan pedagang Pasar Tanjung.

5.2 Saran
Kesimpulan di atas memberi gambaran tentang pengawan yang dilakukan

olen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember terhadap
pengelolaan Pasar Tanjung. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas,
peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan

pertimbangan bagi peningkatan pengawan yang dilakukan oleh Dinas
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Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember terhadap pengelolaan Pasar

Tanjung yang lebih baik lagi. Beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

a.

Perlu menambah fasilitas berupa tempat berjualan bagi para pedagang
pasar, karena jumlah tempat berjualan yang tersedia tidak bisa
menampung seluruh pedagang di Pasar Tanjung.

Memberikan sanksi yang tegas terhadap pedagang pasar yang tidak
membayar retribusi pelayanan pasar.

Frekuensi pelaksanaan pengawas perlu dilakukan secara rutin, agar
pedagang Pasar Tanjung bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Dan
mencegah munculnya pelanggaran dan permasalahan di pasar.

Unit Pelaksana Teknis Pasar Tanjung perlu memberikan tanggapan secara
cepat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang pasar
Ditegakkannya sanksi yang terdapat dalam peraturan yang ada agar para
pelaku usaha pasar yang melakukan pelanggaran mendapatkan efek jera
sehingga tidak lagi mengulangi kesalahannya.

Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember dan pengelola
Unit Pasar Tanjung perlu meningkatkan pelayanan kebersihan, keamanan,
dan ketertiban pasar agar dapat menciptakan pasar yang bersih, aman, dan
rapi sehingga dapat meningkatkan jumlah pedagang dan retribusi yang

diterima.
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a. Surat Ijin Penelitian LPPM Universitas Jember

NEVENIERMAN BT, I RROLCGA, DAR FENSADRLLY Tevind
UNNWERSTAS IFARER
LEMRAGA PEMELTIAM DAM PLMGARDAAN #EPADA MASYARAKAT
B Nnhrantan 27 pvedes, Tot X000 11 BSTRER LRNERA P 00 211 WSRAN
ool pnalines SNSRI AL IRIAT I DA &

3

LIy A2 UV T e AD bemtaun a1y
Purtal P ey o A s e Sl

"
Backow ¥ son Dangen den Poit b
Cmapates Mrries
>
LT

Memprturbor wrwn dart Wekd Dabes | fdhomin are e Soosd Dam Gom PbBh W bty L8 Servbat mormas
| G51UNTA. 3 JATIT1D tange' L Pt wart 000 prtha! Pevmotwniet s Pt

Mera Parra 3o Devenandy

L (L T

Fabdun o Sakat ces Ve P

Arne LR DR DS T

Ll 1L R 0 B et Lavhe

Jobd Penet. e jwrg Porw e vy e
T B I N T e L R

LM'MMW
Larw P 3 Ban U2 Tehrpser 13 Vin U4

raeke Rami AT TEADIE R e daie Juvdas LErA L - el e
3 ¥ ez e Pt pr b s e pat St el '
[ v Serwia hauds |

L. vh
L bea s g mdag N l
i s Ao Turguig A3h S

PRI e T

LR et

N Ay



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b. Surat Ijin Penelitian Bangkesbangpol Kabupaten Jember

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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c. Surat Bukti Pelaksanaan Penelitian DISPERINDAG Kabupaten
Jember

. PEMERINTAH KABUPATEN JEMEBER
,@‘f—_ DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- ...'.' Jatan Kelonbon Ne. M2, Telp J Fas 0131 - 354347
¢ JEMBER 68121

SURAT KETERANCAN
Nomor, 50/ Yo /SN Me
Yooy, bertanda scegan i Sawak ini
Nama H HAIDCRLSH, MS

| NI IVOTRIZS 19 1 oo
Tabutan Sekre i Dine Perindustelo dan Prndagangan Kabopwien Jenber
Alaas Jaan Kalesamtan ny, B2 Kox. Sumbervani, Kab Jersber
Manecaig b by ~

Nama HENOSAKTI DEVESANTY
NIM WO ue
Tirtany TP Uravervias omtey

teiels mdabeakan pereBiun unth penpsuna tgas. akhir Seagan udal “Pongavasan

Twzgedtoun Pase Tajeng Kabageton jomber™ & Pasas Tanparg jember padds Bules Mebeuasy
»'d Mei 20,

Derrvdave surat ot cangm ol heon| bust sntid Upunacan sebageimana mesinye

Jembar 26 hand 29
A0 Pl KEPALA DINAS FUMNDUSTRIAN DAN
FEROACANCAN KATUPATEN [EMEER
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2. Pedoman Wawancar a Pendlitian

a.

Pedoman Wawancara 1
Kepala Bidang Seks Bidang Pasar dan Distribusi Pasar

Daftar pertanyaan sebagai berikut.

agkrwbdeE

Berapa kali pengawasan dilakukan?

Dalam bentuk apa pengawasan akan dilakukan?

Siapa sgja yang bertugas mengawasi ?

Apasgjainstrumen yang digunakan dalam proses pengawasan?
Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Disperindag Unit Pasar Tanjung
untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan pedagang pasar?
Kendala apa yang dihadapi ketika melaksanakan tugas pengawasan Pasar
Tanjung?

Apa tindakan yang dilakukan setelah terdapat permasalahan-
permasal ahan yang ada di Pasar Tanjung?
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b. Pedoman Wawancara 2
Bendahar a Penerima Pembantu Pasar
Daftar pertanyaan sebagai berikut.

1

o ks~ DN

Berapakali pengawasan dilakukan?

Dalam bentuk apa pengawasan akan dilakukan?

Siapa sgja yang bertugas mengawasi ?

Apasgjainstrumen yang digunakan dalam proses pengawasan?
Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Disperindag Unit Pasar Tanjung
untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan pedagang pasar?
Kendala apa yang dihadapi ketika melaksanakan tugas pengawasan Pasar
Tanjung?

Apa tindakan yang dilakukan setelah terdapat permasalahan-
permasal ahan yang ada di Pasar Tanjung?
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c. Pedoman Wawancara 3
Koordinator Retribus Pasar
Daftar pertanyaan sebagai berikut.

1

o ks~ DN

Berapakali pengawasan dilakukan?

Dalam bentuk apa pengawasan akan dilakukan?

Siapa sgja yang bertugas mengawasi ?

Apasgjainstrumen yang digunakan dalam proses pengawasan?
Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Disperindag Unit Pasar Tanjung
untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan pedagang pasar?
Kendala apa yang dihadapi ketika melaksanakan tugas pengawasan Pasar
Tanjung?

Apa tindakan yang dilakukan setelah terdapat permasalahan-
permasal ahan yang ada di Pasar Tanjung?
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d.
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Pedoman Wawancara 3
Petugas Retribus Pasar

Daftar pertanyaan sebagai berikut.

1

o ks~ DN

Berapakali pengawasan dilakukan?

Dalam bentuk apa pengawasan akan dilakukan?

Siapa sgja yang bertugas mengawasi ?

Apasgjainstrumen yang digunakan dalam proses pengawasan?
Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Disperindag Unit Pasar Tanjung
untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan pedagang pasar?
Kendala apa yang dihadapi ketika melaksanakan tugas pengawasan Pasar
Tanjung?

Apa tindakan yang dilakukan setelah terdapat permasalahan-
permasal ahan yang ada di Pasar Tanjung?
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e. Pedoman Wawancara4
Pedagang Pasar
Daftar pertanyaan sebagai berikut.
1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DISPERINDAG Kabupaten
Jember?
2. Bagaimana aturan-aturan yang diberlakukan?
3. Bagaimana sikap petugas dalam menanggapi laporan atau keluhan dari
para pedagang?
4. Bagaimana sarana dan prasana yang diberikan olen DISPERINDAH Unit
Pasar Tanjung?
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3. Dokumentas Pendlitian
a. Dokumentas proses wawancara dengan Kepala Bidang Seksi Bidang
Pasar dan Distribusi Barang

Proses Wawancara dengan Bapak Eko Septianto
Selaku Kepala Bidang Seksi Bidang Pasar dan Distribusi Barang
(25 Maret 2019)
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b. Dokumentas proseswawancaara dengan Bendahara Penerima
Pembantu Pasar Tanjung

Dokumentas proses wawancaara dengan Bapak Mistarinto selaku
Bendahara Penerima Pembantu Pasar Tanjung
(25 Maret 2019)

c. Dokumentas wawancara dengan Koordinator Retribus Pasar

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hariyanto selaku
Koordinator Retribusi Pasar
(25 Maret 2019)
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d. Dokumentas wawancara dengan petugasretribus pasar

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Fendi Julianto selaku
petugas retribusi pasar
(25 Maret 2019)
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e. Dokumentas kondisi Pasar Tanjung
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Dokumentasi Daftar Pegawai Negri Sipil Unit Pasar Tanjung
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Laporan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung
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Dokumentasi daftar inventaris barang Pasar Tanjung
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Dokumentasi shyensi petugas kebersihun Pasar Tanjung

Dokumentasi absensi staff Pasar Tanjung
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4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Pasar

Rakyat Serta Toko Swalayan

BUPATI JEMBER
FROVINS1 JAWA TINUR

FPERATURAN DAERAH KABUPATEN JENBER
NOMON ¥ TAMUXN JUI1C

PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT BANX PENATAAN
FUSAY PERENELANJAAN SERTA TORO SWALAVAN

DERGAN RAHMAT TUHAN YARG MAHA ESA
BUPATI JEMNBER,
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4. Undang-Undang Norsor 5 Tabun 1999 enrang Lasangan Prakrik
Manppoll dan Persaingan Usaha Tidok Sehal (Lembarun Negara
Republik Indonesia Talun 1999 Nomoe 33, Tambahan Lembamn
Negara Republik Indonesia Nomaor 3817

5. Undang-AIndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembavan Negam Republik lodonessa Tahun 1999
Nomor 42, Tambabhan Lembarsn Negars Republik Indonesia
Noemor 3821 )

6. Undang-Undang Nomoe 39 Tahun [999 Tentang Hak Asasi
Moanwin,  [Lembaran Negars Republik  Iodonesia Tabun 1999
Noemoe 165, Tambahan Lesubaran Negara Republik Indonesia
Nomor J8S6) ‘

7. Undang-\indang Bomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan
Interpational Covenant On Ecaomic, Social And Cultural Riphits
(Kovenan Intemaslonal Tentang Hak-Hak Ekonooil, Sceial Dan
Budaya) {Leanbaran Negars Republk Indonesia Tahun 2005
Nomor L18, Ambahan Lembaratt Negara Repubbl Indonesta
Talun 2005 Nomor 4557

8. Undangdindang Nomwor 23 Tahwun 2007 tentang Peoarmsnsn
Modal [Lembaran Negara Republik [ndonesia Tohun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4724);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2008 tentang Usaka Mikro
Keeid, dan Memengah {Lembsran Negaza Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembazan Negara Republik
Indoncsis Nomwr 4365);

10 Undang-{ndarg Nomor 32 Tabun 2008 tentang Pedindungan dan

Lingkungan Hidup [Lembaran Negara Republik
Indoniesia Tahun 2000 Nomeoe 140, Tambohan Lenbaran Negara
Republik Indanesia Nowar 5059

11 Undang-tindang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
(Lembaran Negoara Republik Tndonessa Taliun 2014 Nomeor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512/,

14 Undang-Unduog Nomor 12 Tabun 2011 tentang Peonbontubeo
Peraturan Peoandongamndargan  (Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2011 Nemor 82, Tambahar Lembaran Negara
Republik Indonesi Nomor 5234):

13 ihdangaindang Nomor 23 Tahun 2014 tenrang Pemerintahan
Daerah (Letbaran Negara Republik Indoneata Tahun 2014 Xamar
244, Tambshan Lembaran Negars Republik Indopesia  Fomor
3587), sebagaimana telah dua ksl diubsh, terakhir dengan
Undamg-Undaog  Noesor 9 Tohun 2015 {Lembaran Noguara
Republik Indonie=i Tahun 2015 Nomor 58, Tambohan Lembaran
Negara Republik Indomesin Nomor S5679):

14, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peralumn
Felaksanaan Undang-Usndang Nomor 28 Tahun 2002 tenuang
Hangunsan Gedung [Lembaean Negara Republik Indonesia Talun
2005 Namor 83, Tambatan Lembaran Negara Republii Indanesia
Noavoe 4532).

15 Peramean Peiperiialy Nemor 79 Tahun 2005 tentaod: Pedotust
Pembimoan dan Pengawasan  Ponyelenggarsan Pemerintaham
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor
$5939),
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16 Pegamuran  Pemetintahh Nomwor 27 Tahmn 2012 tentang Ixin
Lingkungen (Lembamn Negama Repablik Indonesia Tohun 2012
Noenoe 48, Tambaban Lembamn Negara Republike Indonesia
Nomor 5285);

17, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentung Penataan dan
Peabinaan Pasar rakyal, Fusat Fesbelanjaan dan Toko Swalayea, -

18, Pepatuean Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daltar Bidang
Ussha yang Tertutup dan Bodang Usabs yang Terbuks Deogan
Poravagaran D) Bidsrg Fenanagsan Modal;

19 Peraturon Presiden Nomor 87 Tahuo 2014 wntang  fecataran
Pelaksumann  UndangUncbang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara
Republik Indonesss Tuhun 2014 Nomor l%)

20, Fesaturan Preaxlen  Noowor 97 Tahun 2014 tentang
Peaydenggaraan Pdayanen  Terpsdu  Saty Pintu  (Lembearan
Negana Republik Indersia Tahun 2054 Nowor 221);

21, Kopurasan Preaiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Fenyusanan,
Penerpan dan Pengawssan Stander Nosivnnl Dedonesin:

22, Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 2 Tabun 1987 tentang
Pedoman Penyusunan Reavcana Kota;

23 Veraturan Menten Dalimn Negen Nomor 80 tabun 2015 Tentang
FPearbenmikan Produk Huloam Decrab;

24, Kepntasan  Mentert  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor
23/MPP/Kep/ 171998 tentang  Lembaga-Leanbaga  Usaba

25, Poraturany Menteri TPeedmpuasgas Nomor I6/M-
DAG/PER/Rep/1 /1998  tentang  lembaga-Lembaga  Usaha

n =cbagnimana telah beberapa kali dmbah terakhir
dengan  Peraturan Menteri  Perdagangan  Nemor  19/M.
DAC/PER/12/2011;

26, Peratuean Mented Peedagangan Nomoe 53/M-DAG/PER/S/2012
tentapng Perrvalanggarann Waralaba

27, Peranuran Menteri Perdagangan Nomor 68/ M-DAG/PER/10/2012
tentany Ponvelenggaraan  Warnlabe Untuk Jenis Usabin Toke
Swalayan;

28 Peraturan Menteri Perdagangan Nomoe 35/M-DAG/FER/7 2013
tentang Pencantuman Hacga Barang dan Tanf Jasa  yang
Diperdagangkan;

29. Peraturan Menterd Perdagangan Nomee 48/ M-DAG/PER/S/2013
tentang  Pedomsn . Penbangunan  dan Pengelolasn  Sarsna
Distribsl Perdagangan;

30, Peratvrast Menterni Perdagaagon Nomor 70/ M-DAG /PER/ 122013
tentang Prdoman Penatann dan Pembinsan Pasar mkyal, Puasat
Perbelaniann dan Tolo swalayan secbagaimana telah diubah

Peraluran . Menteri Perdapgangan Nomos  56/M-
DAG/PER/9/Z014 tentang Perubahan atas Peraturan Menterd
Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12)2013 1entang Pedoman
Penataan dan Peabnaan Pasar akyat, Pusat Pesbelansan dan
Toko swalavan,

31 Poranivsn Deerall Kabupaicn Jember Nomot | Tahuon 2013
tentang Rovcann Tata Rusmg Wilayah [RTRW) Kabupaten Jember
Tahun 2015.2035 (Lembaran Dacmb Kabupaten Jember Tabun
2015 Nomor 1)
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34 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tabun 2013
tentong Rencana Pembongunan Jangks Fanjang Daerah (RPJPFD)
Kabupaten Jember Tabun 20052025  (Lembaran  Daerah
Xobupaten Jember Tahun 2015 Nomor 4);

A3, Peraturan Doernh Kabupaten Jember Nomor & Tabun 2016
witang  Pembentikan  dan  Sususan Peraogkat  Daeraly
(Letebacan Daccah Kabupaten Janber Tabhusy 2016 Nomor 3),

Dengan Persetufuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAM KABUPATEN JEMBIR
dan
BUPATI JEMBER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PASAR

RAEYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA TOEO
SWALAYAN.

BAE 1
KETENTUAN UNUM
Pasal 1

Dalam Prrstunin Dasrah ini ynng donoksad deongan:

1,
2.

Daerah adalah Kabupesen Jember,

Pemerintaban  Daerah  adalall penyelengpacaan amisan  pemerintaban  okeh
pernerintall daerah dan DPRD menurut asos otonomi don tugss pembantusan
dengan prinsip otonomi seluasduasnya dalom sistem dan peinsip Negara
Kesatuan Repablik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Regara Republik Indonessa ‘Tahun 1945,

Putperisdall Doacoab sdakad: Bupati dun Poanglut  decish sobapgad ansur
penyeleaggara Peterintahan Dosrah.

Dewan Perwakilan Rakyal Dweral yang selanjuinyn disingkal DPRD adalal:
Dewan  Perwakilan Rakyal Daerah Kabupamen Jember aebsgai  unsur
penyelenggara pemnerintahoan daerah.

. Pasar adalah area tesnpat jual beli barang dengan jumlah panjual lebih dan satu

baik yang discbut scbagai pusat perhelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall,
PhasE, Pasat perdagangRn Manpan setnitan Smnya.

Pusur Rakyat sdaleh pasar yaog dibesgun den dikeloda olels Peiscrintals,
Pomerindnh Dacsah, Pemerintnh Desa, Swasta, Hadem Usaha Milik Negam dan
Badan Uzaha Milik Dasral ternasok Kerasama dengan swasta dengan tempat
usaha barups ko, Kios, s dan teada yang dimiliki/dikelola oteh pedagang
kecll, menengnh, swadaya muasyarakat atau koperasl dengan vsshe skala kecll,
modal keatl dan dengan proses junl beli barang dagangan melalui tawar
TOENAWET.

Pusal Pertielargaan adalah suatu area lectentu yvang terdin dar sata atan
Lebeapn hanguaso yang didiiloan sccnre vertiload manupen hovigonal, yeng
dijunl atau disewskan  kepoda  pelskn vsaha oton dikelola =ondini untok
melak ukan kKegivan perdagangans barang.

Toko adalah bangunan gedung dengan fungsl usaha vang dignnakan nnmk
wenjual barang dan terdind dar beaye sam peajuaal,

Teko Swalayan adalsh toko dengan sistem pelayanan mandici, menjual berbagat
jenis hacang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Minumarket Berjaringan
milik UMKM atau Koperasi Jember, Minanarkel Bepanngan, Supermarket,
Department Sore, Hypermarke! stiupan grosis yaay, bubeartuk Pooslakaa.
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10, Pengeloi Jaringan Mindmarket adalals pelaku usaha vang melakukan Kegiatan
usaha di bidong Minimorket melalul note kesatuan monajemen don sistem
pendistribusian barang ke outlet yung mesupakan sarnganonym.

11 Pcuusokadnhhpdalmmhnyangmmhemturmmukbnmgkgpoda
Toko swalwyun dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjnsamia usaha..

12. Usaha Kecil adalah kegiatan elconomi rakyat vang berakala lescll,

13, “Kemitraan” adalah  kerfasas  usaba aotara Usabs  Kecll dengan Usaha
Menengnh dan Usaley Besar disertai dengan pembizaan dan pongembarngan okvh
Isaha Menongain dan Usala Hesar dengan memperbanikan prinsip saling
momerlakon, soling memperkuat dan saling  meoguntunglean echegaimann
dimaksud dalams Peraturan Pepermtah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan.

14, “Syarat Perdagangan® (trading terms) adalah syarat-syarst dalam  perjanjsan
kegjesama antara Pemasok don Toko swalayan/Pengelola Jaringen Minlmarker
atany Mulmarket Berjaringan vang berhobangan dengan pemasokan produk-
produk yang diperdagangkan dalae Toko swalsvan yang bersangkutan,

15 “Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyar” vang selanjutnya disingkar [UPFR adaiah
izin untuk dapel melaksannken wsabo pengelokan Pasar Rakyat,

16 "Izin Usaha Pusat Perbelanjoan™ yang selanjutnya disingkat [UPP adalahy ixin
untuk dapat melaksanakan usaha pengeblaan Pusat Pexbohnpan

17. “Izin Usaha Toko Swalayan” yvang selanjufngs disingket 1UTS sdalab zan uniuk
dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko swalaya.

18 Pejahat Penerbit TUPPR, TUPP dan IUTS, yvang sclanumys discbut Pejabat
Penerbin adalsh Bupan Jember stau Pojabat yang ditunjuk / membisdangi.

19, “Peranuran Zonasi™ adalah Zetenmian-ketentuan Pemenctah Daerah Jember
yaug suengeiw prosnfsatan reaog dan unsur-answe pengordlalinn yaog
disusun unnk seting 2ona penintnkan sesuai dengan rencanm rinel tara reang,

20 Jalan arteri adalah merupakan jalan umun yang berfungss melayani angkutan
utama dengan ciri perjzlanan jarak jauh, kecepaten mta-rata tinggi. dan jumiah
Jalan masuk dibatasi secara berdays gana,

21 Jalan  kolektor adakah plerupaksn jalan ummm yang  berfungsi  melayan
angkitan pengumpul atan pernbiag dengan el peciudanan jarak sedang,
Kecopatan rata-rata sedang, dan jumish plan masuk dibarss,

22 Jalun lokal adalshs mcrupeXan gl uowun yeog berfungai medwani asugkataa
setempat dengan oir perjalanan jurak dekat, kecepatan mtasmata rendah, dan
fumlah jalan masulk tidalk ditatasa.

24 Jalan Imgkungan adalah merupakan julan umum yang berfungsi mdayani
angkutan Nogkungen dengan clol petjalanun jarak delkat, dan xecepaian rasas<
rata rendah.

24, Sigtem javipgan jalan primes sdalsh merugukan sistem Jaringan jadan dengan
peranan pelavanan AiRobusl barang dan jasan unmuk pengembangan senma
wilwyads i Ungkat pesivesl, deogon wenghubungkean scmus stopul  jass
dastribnus: yang berwagud pusasl-pusat kegiatan, o

25 Sistem jaringan jalan sckunder adalabh merupakan sistem joringan jalan dengan
peranan pelayanan distribusi bamng dan jasa untuk. maspamskat di dalam
¥Kawasan perkotaan. )

26 Ketenia  Usaha  Mikro  adalab miesiilizs  kekayaan bessily  paling  banvak
RpB0.000, 000,00 (ima pulub jute rupiah) tidak tevmasnok tanah dan bangunan
tenpar usaha: atau memwdliki hasil  penjualan  tahasan  paling  banvak
Rp300, 000,000 00 [tiga raius jula mugial),

27. Kriteria Usaha Kol adalah meniliki  kekayaan  bersih  Jebih  dari
RpSC.000.000,00 [Ema puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
RpSU0LCO0.000 00 (fima rates jute rupiak) tidek werimasuk tanah disn bangunan
tenpat usaba atan psemidikl mesniliki hasil penjuatan tabusan lebih dari
RpL0. 00000000 |tiga rvatus juta rapiah) sampal dengan paling baayak
Rp2 500.000,000,00 [dos milvar lona ratus juta ruplsh).

-
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28 Keterga Usaba Menengaly adalah memilliki  kekagsan bersin  lebih  dard

Rp¥UOtOO0.0,00  (una rafus juta rupich) sampal dengan paling banyak

Rpl(.000.000.000.00 (sepululy milyar rupish) tdak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaba: atau memiliki kasd penjualan tahwunan Jebik dari
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima mtus jula rupish) sampal dengain paling
ba nyak RpG0.000.000.000,00 (ima paduh milyar mipiahb).

BAB I
ASAS DAN TUJUAN
Paanl 2

Perlindungan Fasar Rakyat dan Penataan Pusar Perbelanjaan serta Yoko Swalavan
dilaksannkan berdasariam alays asas:

peclindungan hukum;
Kepentingan nasiogal:

walisn hukom;

dan sebat:

keaunaoan barusahisg
akuntabel dan transparia.
kemandirinn;
kemitrann;
¥emanfantan,
Keacderhanaan;
kebersamann; dan
berwawasan Lo gkungan,

Pasal 3

Pealindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pesat Perbelanjanan serta Toko Swalayan
bermajuan untuk:

A
b,
CI
d.

o
1.

mermmbahkan kemandidan, kebersamaan, dan kewicausaliaan Pasar rakyat]
mewijudKan Xebijakan publik yang taneparan, akuartabel, dan barkeodilan;
mengeribangkan usaha berbasis potens: daerah dan berorientasl pasar seaual
detgan kowmpelensi Daycras;
meningkatkan daya saing Pasac rakyat dan Osaha Mikro, Kecil, dan Menengah
menjadi usaha yang tangguh dan mandin:
penyelenggarsan peeencansan, pelaksansan, dan pengendalian secara terpacdu;
mewnjudkan strukiur perckoncadan daerah yang scimbang, berkembang, dan
berksadilan;
menumbahkan dan mengembangksn  kemampuan Usahs Mikro, Kecdl, dan
Mapengah,
nrmugkulkzm proeas Peloku Ussdss dalam poobsoguosn dacials,  penciptesn
lapangsn  kega,  pemerntoan pendapston,  pertumbuhan  ekonomi,  dan
pengentasan rakyat dari kemiskinan;

pongendalian dan antizipasi perkembangsn Pasat Perbelanjaan, Toko swalayan
dan Minimarket Berfaringan agar selaras dengan perkembangan Pasar rakyat
dan UMKM;
memnpetkuat ketahanan ckonomt dacraly Daerah dalam era globalisasl;

cmenmgkatkan Koalitag barang dan/atan @sa yang menfamin Kelapgsnngan

usalis produksi Larang Ao/ alau jasa, Kescliatn, Kenyanans, Keantanan, dan

“kenelamatan konsamen,

tecciptanya  ofektivitas dan  cfisiensi  dalam  kegiatan usaha sehingga
menjamin adanyn kegastian kesempatan berusahs yang samm bag pelaku
uraha besar, pelaku usaba menegah, dan pelaku ussha kedll dan mencegah
prakiek monopoli  dan  aAtan persaingan  usaha  tidak  sehat  pang
ditimbulkan aleh pelakis usaba,
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BAB I
PENDIRIAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
Pasal 4

(1] Pendirian Pasar ralyat wigih memenhi ketenituan sebagal benlout:

a. memperhitungkan kkondiai aosinl ckonemi mastarakat dan keberdaan Pasar
yakyat yang telab ade; Pusat perbelanjasn dan toko swalavan serta usahs
Keeil termasuk Koperasd, vang ada di wilayah yang bersangkutan;

b menyediakan areal parkir paling sedikit seluss Ketutuban parkir' 1 {sao)
bunh kvodarsan rods coipat wotuk sefing 100m? {secatus oter porsegl) buos
Lantai penijunlan pasar mloat;

c. menyediakan  fasilitas  yang menjamin  pasar rokyat vang bersih schat
(higienis), aman, tertib dan ruang publk yang nyaunan,

(2) Penyediaan areal gardd sebagaimans dinsaksud pada ayar (1) hurt b dapat

dilakukan berdasarkan kerjasama antamn pengekla pasar mkyar dengan pihak
lain,

(3] Pendirtan Pasar cakvat wajib berpedoman pada Rencana Tala Roang Wiayah
don Rencansa Detail Tota Rusng Wiloysh  Kabupsien Janbor, tommmoasuk
Peramran Zonasi.

{4) Peraturan Zoansi scbagaimana dimalesud pada ayat (3) diretapkan oleh Bupati
Jember dengin mempertimbangkan permanSustan ruang dalam mngka mengaga
keacimbangan antane jumlal Pasas raloyat dengan Pusar Pabelaniaan dan Toko
swalayan,

(5] Pensusunan setiap Peraturan Zonax barus disesunikon dengan perantukes:
2o ddmakswd sebagasnana tefeantum dalam Rencana Desaal Tata Ruang

(0] Paswr rukyal bulch borlokasi peula solaap sistom jaringan jalat tormasuk aistom
Jacingan jalen lokal atsn jalan lingluangan pads kawasan pelayanan bagian
kabupaten atau bkal atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten.

Pasal 5

(1) Penaiasn Pasar rakvai dilaksanakan melidoi penetapan jumlaly sena jarak
antara Pasar rakyar, Pusal Perbelanjaan dan Toko swalaym\.

(2] Penctsper jundish serta jasnk wntasa Pasar rkrat, Pusse Pezbelagjaan dasn Toko
svalayan dengan mempertimbangkan: '

tingkat kepadaten dan pertumbuhan penduduk di tiap wilavah di Daerah;

potensi ekonomi setempal;

akseaibllitas wilayval (ans Lala Inas),

culcungan keananan dan ketersediasn infrastnaiktur,

perkembangan pesmukiman ban; den

pola Kehiduipan masvarakat setenmpat

Pasal 6

~appgp

Q1

-_

Pengelobnn Pasar rakyst dapat dilakukan oleh Pemenintah, Pemerintal Dasrals,

Pemerintall Desa, Swasta, Badan Usiha Millke Negare dan Badan Usaha Mk

Daerah termasnk kerjarama dengan swasta dengan seaipat usaha besupa toka,

kg, los dan tenda yang dimiliki/dikelols oleh pedagang kecll, menengah,

awadays asvarakar atan Koperas: dengan nsaha skala kecil, modal kecil dan

dengan proscs jual bell barang daesoneus pieladui Lawar 1enawa,

(2] Prngelok Parar mkynt memiliki peran antara loin dapat berips:

a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;

b memastikan kesesuaian standar berad dan ukuran {tertih ukur);

<. melaksanokan penbinaan, pendampingan dan pengowasan kepads para
pedagang, dan

d. menyediakan ruang wsaha bagl pedagang,

ML
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(3] Kegiatan pemnbinaan, pendampingan dan: popgawasan Kepada para podagang
srbagaimana dimaksud pada nyot (2) burnsl o ddakukan Pemgaloln Pasar melalai:
a. penmnigkatan pelnyamm lepada kenisumen batk mengenal kualitas harang,

krbersihan, takaran, kemasan, penyajian/peaatean barang maupun dalam

pemaniaatan fasihitas pasar;

b pennighatan kemipetenal pedagang mclalud pesdidilcan |, pelatihan dan

penyidubian kepads pars pedagang: caon

e, pembentuxan pagayuban/kelompok pedagang dalam  aogka  menjaring

fapifas pedagang,

(4) Feoyedinan munng wesabha bagl pedsgung schagnimann ducaksud padn ayat {2)

huraf d, Pengelola Pasur harus memperhatilan:

a. penempatan pedagang secamn adi dan tronsparan serta memberi peluang

yung sama begl para pedisgang;
b zonasisesual deagan pengelompolkan barang dagangan,

. penemnpatan pedagang disrahikan anmk memberikan skala pooritas kepada

para podagang lams vang telah centafiar pada Pergelola Pasar;

¢
d mma tepdapat Kelebiban stan  pengembangan tompat usaba, skada
kopada;

priocitvs diborikan
l pedagang lama yang tidak atan belum memnitiki ixin resmi; dan
2. pedagang vang menyewn tempat usaha dari pedagang resmi.

e. pombagan wilsyah fempal usaba ditujukan  agar lokast usaba sehap

pedagang memilki kesctpatan vang sama namk dikonjungl; den

1. pembinaan, pengeblaan serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PEL) 41

wilayah pengololaan Pengelok Pasar,
(5] Bupat mdahﬁn 1
rucugka poniughes tan deys saiog

{6} Peningleatan daya saing sebagalmana dimaksod pada ayat (5) dilakokan dalam
bentuk:

a, perecugaan atau redtalisasi bangunan Pasar raloyat:
b pencrapan mansdemen pengelolaan vang profesiosal;

e, penyedaan barang dagangan dengan mun vang baik dan hama yvang

barzaing; dan

d. fasilitasi proses pemnbisvaan Kepada para pedagang pasar guna medal Kerga

dhan kredit kepeilikan tempat usalis

BAB IV
PERIZINAN PASAR RAKYAT
Pasal 7

(1) Pelaku ussha veng melakukan Kegistan usahu 0] bidang Pasar rakyst wajib

wemitiki TUVFFR sabagar legalitas,
{2} Bewenangsn pencrbitan IUPPR bersds pads Menteo Ferdaggangan,

(3] Menteri Perdagangan melimpahkan wewenang penerbitan PPR kepada Bupati,
(1) Bupati melimpalikon kewenangan penesbitan IUPPR kepada Kepala Dinas di
T,

pan atan Pepanamssn Modal dan Pelayvanan Terpadu,

ang
(7) Permohonas [UFPR disjukan oleh Pemobon lnepndn Pejalint Penertit, dengan
mengisl Formulle Surat Peemohonan, serta dilenpkap! denpan Dokumen

Peysyarstan,

(6) Fommili Surat Permohorsan sebagalmana dimaksid pada avar (5] disediakan
alell Pejabur Pensibit sesual dengan ketentuan perstuian peokodang-undan g

yarig bedako
(7) Dokumen Persyaratan sebagaimana davaksud pada ayat (5) terdin dari:
a. untuk [UPPR yang berdin semdin:
1. fokopl Surat Lzin Iinsip dan Bupaty;

2 hasil analisa kandis sosial ekonomi masyscakat serra rekomendasi dan

tnstansl yang berwensng
3. fotokopi Surat Lzin Lokasi dan instanst ving berwenang;
P o=

pembopdsvaan techedap pengelolaan Pasar rakyat dafam

121


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember — ,

4, fotoKopi- Surat [zin Undang-Undang Gangguan #HU);
§. fotokop Surat kxin Mendinkan Bangunan (IMB); den
G fotokopd  Akte  Pendivien  danfataa perubahan Penusahaan  dan
pengesahannya  bagi perusahaan yang berbacan hukum  Fersercan
Terhatas atau Koperist.
bo untuk  JUPPR  yang terntegrasl  dengan  Pasat  Perbelandoan  atau
Bangunan/ Kawasan laly:
1. hai] analisa korslisi sosial ekonont mssyseakal sorta rekomendas dard
INsTanal vang derwenang;
2 fortokepi 1UIT Pusat Pecbelanjaan atsu bangupan  Jeinoyn  teanpat
herdirinya pasiar cakvat atau toko swalayan: dan
3. fotokopi  Akte Pendirinn  danjata:  perubahan  Perusahaan  dan
pengesabanuys bagl  perusabaan yang  herbadan bukoam  Persercan
Terhatas ata Kooeraatk, i
(81 Pecmobonsa sehagalmans dinwaksod pada avat (6 disandatangant odeh penullk
“Alay penargpungiawal perusshasn,

Pasal 8

{1) Pejabat Penerbit menerhitikan IUPFR paling lambat 5 [ima) hari kerja terhitung
cmagak ditecimanya Surat Permohonan dan Dokumen Persyamtan secasa benar

dan lenglkap dengan menggunaken  formar sebagainmana ditentulan  oleh
Peratiran Perundang-Undangan vang berdakn.

(2] Dalam hal permoohonsn sehagaimans Gmiaksud pada ayal (51 dindai belum
benar dan kengkap, Pejabat Penerbit meribertahuXan ponolakan secara tertulia
discrtad dongast alaran-sbossuga kepaols pemohon paling anbat 3 {tgs) bard
kerjm techitung sejink tsoggal diterimanys surat perinohonan.

(3} Perusakaan  yang ditolak permobonannya dapat mengajukan  kembali
permohonan ixin usahanya disertal dengan kelengkapan dokunisn persyaratan
secary henar dan leagkap.

Pazal 9

(1) Perusalzum  pengelols Pasar cakyat yaosg  tcleh memperokh ([UPFR tidak
diwajibkan inemiiki Surar Jein Usaha Perdagangan (SIVP),

(2) JUPPR hanya beslaku hanya untuk L {satu) lokasi usaha dan selama masih
melnkukan kegistan ussha pada Inkas yang sama

(3) TUPPR walib didtaftar ulang setiag 5 [lina) mhun.

14) Apabila tesjadi pemindshan Lokasi usalis Pasar sakvat
pengelohfpenanggungiwab perusahaan wali mergaukan permohianan izin
i

Paxal 10

Dalam  hiel Pasar makyat dikelola oleht Dinss yang mcnangani  perpasiaran,
dikecualikan untuk inemitii IUPPR.

(1) Setlop Pengelola Masar rakyat berkewajiban
A, mentaat ketentuan periziaan i Dacrah:
b meningkatkan wuta pelavanan dan menjamin kenysmanan Konsamen
¢, mengaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
9=
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d. memelihara Koberaihan, kKeindaban lokKasi dan  kelestarian: lingkungan
tempat uzaho;

. menyediakun saram pembuingan sampah, drainase, kamar mundi dan
toilet bersih serta tempat ibadah bagi peklon usaha, karyawan pelaku usaba
dan konsumen.

{. meaberi¥an Kescmpatan kepada pelakn usaha dan kasvawan pelalo: nasha
serty konsumen untuk melaksanakan Weadah

£ mentasti petanjian kesjn sets menjsmin Kesslmnatan, kesehatan dan
Kesejahteraan polaku usalag

b momyedinkan alat ponangguiangan keadwan darural den kesclumatan korja

pelaku usaha dan kiayiewan pelaku usahu serta konsumers,

laporan usaha kemitrann kepada Pemerintah Daermh sclama
ngh wakhs 5§ [Lima) tahun: dan

Fengelola Pasar vakyat berlaku adil dalam pemberinn pelayvasan kepada

mitra usaha badk sebapal penilik /penyews misoan usahia naupan sehagal
pomasch.

(2 Stlam kewajiban sehagaimiana dimakawd padsa ayat (1), Seting Pengelola Pasac
rulgyat woaiEb mendukung kegatan penbangunan di lingkungan sekitor tempat
usahanyn  sebagal  bentuk  tlanggung  jawsb  sosinl  perusahaan  kepada
masyarakat.

Cl

-

Bagian Hedua
Larangsn
Pusal 12

Sctinp Progeloln Mesar radgad dilosay:

A melakukan praktek manopoli dalam moensmlankan usahanya;

b. menimbun dan/atau menyimpan baban kebutuhan pokok masyarakat di dalam

gudang dalam jumiah melebahi kewajaran untuk tojuan spekulasi yang alem

merugilkan Kepentingan maasyanakar;

menimbun danfatan menyipan  harang-harang yang sifat dan  jenisnva

meambahayakan  Kepehatan  kecuali  mendapatkan  fin sssuai Kefentsan

POLATUYAN PRFATIrAN perindang-undangin;

dooepjual bosog-bavsng yuog sudah kededuwarsa danfalau ek Layak
komsuimsi;

e. mengubah atau meanmbah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah

peruntukannya tanpa Ixin dad Bupati atau pejabat yarg berwemsng sessei

¥etentuan vang berlaku;

mempekerjalan tenaga kerja dibawah namr dan

2. mempekeriakan tenags Kerln ssing tanps izin yang ditentukan oleh peratursn
perundang-undangan yang beelakn

BAB VI
PENDIRIAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN
Pasal 13

a

-

{1 Pcudlr{nn pusat perbelanjaan dan ke swalayan wallb:
. memperhimungkan Xondisi #osial ekonomi masyarakar, keberadaan pasar
vakyal, usabis mlkro, kecil, das mucnengasdy yuog ado 4 wilsyall selempa;
b e perhstikan prnk antarn pusst perbelargasn dan toko swalayvan dengan
pasar rakyat yarg telah ada sebelumnya;

=10~
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<, menvediakan amval packir paling sedikit seluas gKebutahan patkic 1 {sam)
urit kendarsan rodo empal untuk setiap ¢Om? (enam puluh meter persegi)
fuss lantai penjualan posat pc:bclm]uan dan/atan toko swalavan; dan

d. menyedinkan faszilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan tokxo swalavan
yang bersili, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

(2} Penyedinan areal parkis schagaimina dimaksud pada avar (1) hof ¢ dagar
difakukan berdassekan Kegasams antara  pengedola  pusar  perbelanjsan
dan/atau ke awalayan dengan pihak lain.

(3 Pondirian pusar perbelamaan wajid berpedomat pads Rencana Tata Buang
Wilayah dan Reocona Detail Tate Ruang Wilayah Daceab, termssuk Peraturan
Zonasi,

{4) Peraturan Zoaosi aebagmmnm dimalesud pada ayot (3) diretapkan oleh Bupat:
dengan  mempertimbangkan  pemanfaastan ruang  dalam  rangks  menjaga
keacimbangya antara famlah posar rokyar dengan pusar perhelanjaan das toko
swalavan,

(5) Ponyusunan setiap Peraturan Zova® barus disesuaikan dimgan penintakan
2ons danakawd sobogasnana tercantum dalan Reacana Desall Tata Ruang,

Pasal 14

(1) Penataan pusat  perbelanjsan dan toko  swalayan  diliksanakan  melabin
penetapan jumlab serta jacak antara pasar ealkyar. pusas pecbelanfaan dan toko
swalayan.

(2) Penelapan jumlah serta jarak antars pusat perbefanjsan atan toko swalasan
dan pasar rakvat dengan mempertimbanggan:

A tingkat kKepadten Gan potamboaban peoduduk di Giap wilsyah di decralsy;
b potensi ekonami seteropat;
c. akscsibilitas wilayah (arus lalu Intas);
d. dulcungan keamanan dan kstersedinan infrastrukiuz;
perkerodangan i bana,
f polakcmaupan masyaeakat setempat. dan
% R kerja toko soaalavan yang sinesgi dan Gdak mematikan usaha posar
rakyardan toko eceran tradisional di sekitamva,
(3) Ketentwan parak dan jumlah schbegesdmeans. diomakosad pada syal (2), melipuli
a. jerak pasat perbelanjaan dengan pasar rakyat yang telab adn sebelimnya
paling sedikit 1:500 m {secibu lima mius meter);

b jarmk minimarkel beganngsn  deogan  pasar rakyat yang  tedsh ada
sebelumnya pallag sedikit £.000 m (seribu oweter);

e, farak minimarkes begjasingan dengan minimarker bevaringan vang wadah
wila paling sedikit 1,000 m (seribu meter);

d. jumiah minimarket Bedanngan di Kecamaran paling banyak 2 (dua)
dikcrualikan Kocamutan Kaliwates, Broamatan Swenbersun dan Kecsms tan
Eatrang paling banyak 10 (sepululy,

Pasal 15

(1] Pelaku Usaha dapat mendirkan:
A, pusat Perbelangsan dan Toko swalayan yiung berdinl sendicl, dan fatan
b ko swalayan vang terintegrast dengan Pasar rakyar, Pusat Pesbelanjaan
wan Dangunsn/Kawasan lain.

(2} Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjasan dan Toko swalayan yang
berdint sendini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) burwf a harus melengkapi
dokumen unalisa kondisi sosial ckonomi masyarakatl vang meliputi:

a. struktur pendudulk menarat mata pencabiartan dan pendidikan;
b tingkat peadapatan ekonami rumal rangaa;
c. tingkat kepadatsn penduduk;
d. ungkat pertumbuhan penchuduk;
- ]l -
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€. rencana Kemitraan dengan UMKEM,

{. penyerapan tenags kega:

2. ketahianan dan pechaobuban Pasar rakyat sebagai sarana bagi UMEM;

'h, ketersediaan fasiitas sosial dan fasilitas wmum, termasuk samna/ prasarmna

lar;

i s:rmmk positl! dan pegarll atas peadician Pasar Pertbelanjaan dan Toka
swalavan terhadap Pasar rekyat awwa Toko Bceran Trsdislonsal veaw telah
ala sebelumnya; dan

1 tangoung ;awah a0aial perasabaan |conpovate social responsilklnyg] Yang
dirrahkan untuk pendampingan bags peagelolaan Pasor rakyat,

(3] Aoalise kendisi sosial ekonomlb masyarakat scbnp\imann dimaksud dilam ayat
{1} buraf b untuk pendirian toko swalayan yang terintsgrasi dengan pasar
rnlcyut, pusat perbelanjran atnn bangunan fkavmsan lnin. melipui:

rencanas Kensitnann dengan UMEM,

penyerapal tenags keras

ketatianan dam pertumbubian Pazar rakyal sebogai sarana bagi TMEM;

m«-sedlmn fagditas sosiad dan fasilitas v, TENMASIK SEANA S Prasarana

r-t.ﬂ.vi

dampak poseil dan negatif atas pendician Pusat Perbelinjaan dan Toko

swalayan mludnp Pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah eda

sehelumnya; dan
. tanggung jawab seadal perusabaan |copoeate soelal respoasinlitg) yang
harahkan nnmk pendampingan b peagealasan Pasar rakvat.

(4 Anadisa Kondis sosin] ckonomi masyarakat acbagannana dimakssd pada avat{2]
dan ayat (1) derupa Kapian yang dilakuken oleh badan/lembaga independen
yang berkompelen,

{31 Radanflembaga independen sebagaimina dirmaksud pnd.n wm () dapat berupa

lembaga pendidilan, lembaga penclitian atau lembaga konsul

Pasel 16

2

Palaki ueaha yampg mendirkan toko swalayan dengan berniuk spinimoskel dan
minmsarket berjarngan milik UMKM atau Koperast daerab, dikecvalikan dari
kowwiben wclakukan aoadipa Xondizi sosind ckonvii masywrakal  schegnimmnass
dimaksud dilam Pasal 15 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepodatan dan
pertumtuban pendwduk sesuat dengan data sensus tehun terakhir.

Poasud 17

(1] Batasan hous Toke swalayan sdalal sebagal berikut:
A, mdntarket, adalah karang dari 400 m? (empat ratus meter porse g
b supermarket, 900 m? (copt rabus meler perscgl) sanspai dengan S000me
{lima ribo meter persegi)
c. kypermarket, diatas 3000 n? flima ribu meter persegi);
d depariment store, diatas 400 m? jempal ratus meter persegi): dan
. perkulakan, diatas S000 u@ [lma ribua metes persegl).
(2 Shtcm peajualan dan jenis barany dagangan toko swalayan adalali sebagai
berikut:
a minisarket, superoarket dan Hypermarket menmial secara eoeran barang
Ronsulsi eentama produk medkasn Gan produk tusal tdiges leinoys
b. department store menjual secara cceran barang kensumsi otananya peoduk
sandang dan perhngknpannynden&nnpewmbarmgbudmrlﬂnm
kelamin danfatun tinglkat usia koonsamen; dan
c. perkulakan menjual secara grosis barang xonsumsi

=12~
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Puszal 18

(1] Perkulakan hanya boleh berokasi pada atan pada skses sislem jaringan jakm
arteri atau kekklor primer atag arteri sekusler,

(2) Hypwrmarket dan pusat perbelanjaun:
a.hanya boleh bevlokasi pada atan poda akses sistem jaringan jelan amen atau

kolektor; dan
b tidak bokh becada pada Kawnsan pelayasin lokal atau lmgkongan di dala
Kola/ perkotaun.
(31 Supermariont dun depyertment store:
a. tidak holeh berlokasi pada sistenn janngan jalan Imghungan; dan
b.tidak holeh berada pada kawnsan pelayanan lingkungan di dalam
kona/perkotaan.

(4] Minimarket, suinimackes berjaringan millk UMKM atau  koperasl daerah,
wanpin Mindmaket Berjusingan boleh berlokasi pada setiap sisten jadngan
jalan, termpasuk sistem jariogan jalan logkungan peda Xawasan pelavaran
lingkungsn [perimaian) oi dalam kotalpenmaan.

Pasal 19

(1) Penataan pusat perbelanjsan dan  toko swalayan didaksanskan melahn
penctapan anlal seita jocak antara pasar sakyval, pesiat pecbelansaun das toko
swalavan oleh pemenintah dacral,

(2) Penetspon juinlals serts jesak antars pasar smkval, pusat perbelangan dan tokoe
swalayan dengan mempormbangkarn:

a. tirgkat kopadatan dan prctambubisn penduduak di tiep wilseah oi Knbagraton
Jember;

b potensi ekonomi setenpat;

c. aksesibilitas wilayah (ams lalu lintas);

L dukcungen Keanuan  dan ketersedasien sdfiastrukiaeg

@, perkembanzan pesiukinian e

1. poln Kehidupan masyarakar setempat; dan
gam kerm Puspt porbeolanjaan Toke swaloyan yang sinorgi den tidak
wematikan usahn toko scernm tradisional

Pasal 20

(1] Jam ketja Wmndmr_ department atore dan  supenmarket adalah sebagai
berikut:
Aauptuk hard Sendn sampal dengan Jumst, pm 1000 sampad dengans jamn
22,005
b untuk hari Sabho dan Minggw, jam 10,00 ssmpai dengan jam 23 00; don
c. untuk hari besar keagamaan. libur missionad ataw bari tertenta moya, dapay
dimulai pada jam 06,00 sampai pulkasl 24.00.
(2] Jan kKeda minluarkes dao mbnimarker begjaringan milik UMKM atau koperant
Jember, dapat buka 24 jam.
{3) Jam kerja minimarket berjuringan adalah schagai benkut:
. untuk minimarket besadngan yang berada di Jalan Arterd dapat buks 24 jas;
ey
b urtuk winimarke! beciaringan yang bernda di Jalan Kolektor, Jakan Lokal dan
Jadan Lingkungan, pakul 07.00 sampa: dengan pukul 22.00 WIB.
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BAB Vil
PERIZINAN PUSAT PERBELARJAAK DAN TOKO SWALAYAN
Pasal 21

(1) Polako usaha yang melakokan kegistan usaha di bidaong pusst porbelanjsem
dan toko swalayan wajib memmilikd ixin usaba sebagal legalitas.

(2) Lxin Ussha sehagai dimaksud pada ayat {1) melipuii:

a. 1UPP untuk pertokaan, mall, plasa dan pusat perdagangan; dan

b AUTS untuk minimarket, mini turkst bedasingan milik UMEM atin koperasi
dastal, minimarka! bogaringan, supseemoarkel, department siom, hypermarket
dan peckalskan.

(3] Kewenangan penecbitan IUPF dan 1UTS berada pada Menten Perdagangan.

{9 Mentori Pordognogan  mwlimpehkan wowenang  peosbiton JUPP dan JUTS
kepada Bupali,

{3) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan [UPP dan IUTS kepada Perangkat
Daerah yang membidangi.

(0) Peaipobonsn 1UPP dan TUTS digjukan okeh Penolhon kepada Pejabat Penerbil,
detipgan menpisi Formodiz Soeat Permobonsn, srta ddargkapt dengan Dokaoen
Persvasatan,

({7) Formuly Sural Permolorsn sebagaimang dusaksud pads avat (6) disediakan
uleh Prgabint Penerbit sesuni dengan ketentuan poratoran peocmdang-undanggn
yvang berlakn.

(8) Dakumen Persyvaratan sebagaimana denaksad pada avar |6) terdin dari:

a. untuk [UPP dan IUTS yang berdin sendin:

1. forokopd Sarat Lxin Prinsip darl Bupati;

2. hasil analiss korsdixi acxinl ckonomi masyasakal serta rekamendasa dasi
10Etans yang berwonang;

3. fotokopn Surat Lxin Lokasi dan instamei yang bemwenang:

¥, fotokopi Surnl Lzin Unidang-Undang Gunggzusn (HO),

G fotakopi Surat Lo Mendiikan Hanguuan (IMB);

G fotoknpi  Akte  Pendirian  danjataa  perubahan  perusahaan  dan
penpesahanny: hagi pemisabaan yang berbadan hulum  Persercan
Terbatas atan Kogeiasi, dan

7. renenns kermitraan dengan usaba mikeo dan usaba keedl

b, Untuk [UTS yang tarintem*aai dengan  Pusst  Perbolanjaon  atau

Bangunan/Kawasan lain;

1. haxil annliss Xondisi wosial ekonomi measysrakal seitn cekomendasd dari
instansi yang berwenang:

2. fotokopi [UPP Posat Perbelanjaan atau  bangunan  lainnyn  tempat
berdirinya pasar rakvat atau toko swalayan:

3. focokopl  Akte  Peondiian  danfates  poubaban  Perusahnan  dan
pengesabanoyn bagl  perocahaan gang  derbadan hukom Persercon
Terbatas atau Koperass; dan

4, rencanas kKendtaan dengan usabia mikro dan usaba Real

(9 Prcmolsonan sebagaitnans dicsoksud pada aysl (6] ditandstangani odeh pondik
atnu peannggungawab perusnbaom,

Pasal 22

(1) Pejabat Penerbit menerbitkan IUPP dan [UTS paling lambat 5 {lima) hari keria
tehiturg sejak diterimanya Surat Permohonan dan Dokueeen  Persvianatan
seoara benar  dan engkap  dengan menggunakan  fonmal | sehogaimana
ditentalean oleh peratumn perundang-undangan yang berlaloa.

(21 Dalamn bal pesinohionan sebagamana dnnaksud pada avet (1] dinglad belum benar
dan lengkap, pejabatl penerbit pewbecitahiukan  peoolakan secirs tatulis
disertai deagan alasan-alasaanya Hepada pemobion paling lambat- 4 {uga) han
keria techitung sejook tanggal ditermmonyn surat permobonan,
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(3) Perusabaan  yaag  ditolak  permobionannya  dapat mengajuken kembali
peninohonan in usahanya disertnl dengan kelengkopan dokumen perayaratan
secara benar dan leagkap.,

{1) Perusabaan pengelols pusat perbelanjaan dan toko samlayan vang telah
mempemich IUFPR tidak diwajihkan memiliks Surat kzn Usaha Perdagangan
{8y, '

(2] TUPP dan TUTS harya becddaki hanva untok 1 j#atu) lokasi gssbs dan selamn
masin melakukan Zegaaran vsabia pada lokast vang sama.

(3] TUPP dam TUTS wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tabun, N

{4 Apabila terjondi poriindalian fokuasi w=aha [IEE=T rakyat
pengeloh) penanggungawab perusahaan walih mergaiukan  permohonan lzin
bane

Pasal 24

Posat Perbelanjasn wapb menyediakan rermpat usaha untuk usaba mikeo dan Kecil
dengin bergs fual atau biayve sewa yieng sesid dengan Ketnmmpaian usaha mikno
dan kecil, ataw yang dapxd dimanfaaticos old usaba mikm dan kecil melaiod
Kerjasima lain dalam sangka Reanitraan,

BAB VI
mom BARANG KEPADA TOKO SWALAYAN
Pasal 285

{1} Kegusama wsaha  entaca Pronascle  dengan Pedealalaan,  Hypermurket,
Department Store, Supermarket, dan Pengelols Jaringan Minkmarket atau
Minkmerker Berianngan dibuar dengan peraniian termulis dalam bahasa
Indenesm dan terhadapnys berlaka hukum indonesia,

{2) Apabila datam kerjssamn usaha schageimana dimnksud pada ayat (1} dianr
syarat-symiat  perdagangan,  mmka  syaat-syast  perdagangan  terscbut
menipakan baginn yang lidak terpsahkan da perjanjian torfulis sehegimnna
dimaksud pada ovat {i].

31 Dengan tdak meengurangl  peinsip  kebebasan  beskontrak,  syaoat-syarat
perdagangan sebagaimana dimaksixd pada ayat |2 hams: jdes, wajar,
berkeadilan dan saling menguntungxan serta disepakati kedug belah pibak
tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagal berikut:

. Bnava-Laayn yang dapal dikenadoan kepada Peoasoll adalah Diaya-buays ywng
burhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok:

b pengembalian barang Pemansck hanya dapat  diakokan apabils  telah
dipeangikan di Gakan kKantrak;

. pemasok dapat dikcuakon denda apoabila tdak wemeouhl jumlah dan
kstepatan waktu pasckan, Toko swalavan dupat dikenakan dends apalbila
ticdak memennhi aran tepat pada wakounys,

o pemotangan nilal tegiban Pemasok yang dikaitkan dengan penjuslan barsng
i bawah barga beli dari Pomesok hanya dibedakukon untuk barang dengan
karskteristik sobagad bamng yang kelinggalan mede |ald foshon), suang
dengan masa simpan rendab, barang sortiraon prmboli dan bamng promoss;
dan

¢, blayn promesi dao bloye adminisuesl pendaftaran. barang Peanasok
ditetapkan dan digunakan secara ransparan.
(4] Baaya vang berhubungan langsung dengen penjualan produk  Pemasek
scbagalmana dimekaad padz ayat [(3) oot o, sdakh
A, potomgan harga reguales (rpular dicoound berupn poloogan harga yeng
dibotikan oleh pernasok Kepandn toko soalayan pods seting transak=i jusl-
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<,

beli, potengan harga seguler ind tdak begdaku gl pemasok  yang
memberlokukan sistem harga netto yang dipubliasikan secara transparan
ke semun toko swalayan dan disepakati dengan toko swalayan;

potangan harga tetap [fived rebate) berupa potongan barga yang diberikan
oeh pemasck kepada toko  swalayan anpa dikatkan dengan  target
penglalan yang dilakukan secara periodik makalonim 3 {tiga) bulan yang
besaruys pidlong banyak 1% (satu pegeen);

jumiah dai poongan harga egwder {regudar dizoound usupun potongan
harga tetap (fixed rebaw) ditennakan berdasaskan presentase rechadap
transokyi pesjuolan doari pemasck ko toko wwalayvan baik padis smat (eansakosi
maupun secarm pedodik;

d. potongan harga kbusus (conditional rebate) berupa potongan hasga vang

o,

dibenkan oleh pemasok, apahila toko swalayan dapal’ mencapai aten

medebibi tangetr penjualan acsual  peganjian degang, dengan  Kriteria
pengiakn

1 meapai- juml#l yang ditargetkan sesund perargian  sebesar  100%
(serams persen), mendapar potongan barga khusus paling banyvak 1%
(satu peraeny;

2. melebihi jumlah yang ditargetkian sebesar 101% (seratus satu persen)
sampai dengen 115% [seratus lima belas persen), maka kelebthannya
mendapat patengan harga khusas paling banyak $% {lima perseng dan

A melebibl jumiah yang ditargetkan i atas 115% (semmus lima helas
persen). maka kelebibannsa mendapar potongan basga khusus paling
banyuk 109 [sepulub persen).

potongan hargs promosi [promotion disoount diberikan oleh pemasok kepada

toko swalaynn dadan raogks kegintan promosi beik yaog disdakan olch

pemasok maupun aleh toko swalayan yang dibsrikan kepada pelunggzan atan
konsumen akhir dolam waktu yanz dbatasi sesuai kbesepakatan antara toko
swalavan dengan pemasok;

hiaya promosl {promotion coat) vainy blaya yang dibebankan hepada

pnmwkm oleh toko swalavan sesual kesepakatan kedua belah pilak yang
i dari:

1. biaya peotnos) toelalul media nassa atan cotakan sepestt brosur atau
msiler, yaum dilctapkan scouca runspoaan dat wajur scsusi denga tarifl
harga dari media dan buaya-buaya kreativitas lainnya;

2. bava promosi pada tolo setempat (&-store promotion) dikenaken honya
untuk area promess di luse displap/papngan reguler (oko seperti fioar
asplay, gandola pramos), ook sheising, tesapat Kasia (elisnk out covntes),
wing gondada, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan rempat lain
yang nemang digunakan untuX tempal promos

3. haya poomes! yang didakukan atas kegasama dengan pamasck unmik
mwclubukan kogistan mepprvasesikan produls popassok scporti soanpling,
demo produk, hadiah, games, dan kiin-lain;

4.biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi
diakukan paling lama 3 [tga] bulan setelah acara berdasaccsn konfrmasi
kedua belalh plhak.  biaya  peomoesl v beluin  terpalcal hanss
dimanfaatkan untuk skupitas promeal adnoyva baik pada periede vang
hersanghutan maupaan uniuk persode herikormya,

£ biaya-baya lain di luar biaya setagaimans dimaksud pada hurof 1, tidak

diperkenankoan untuk dibebooden Kepada peiasol;
hinyn yang dikeluarkan antok peomosi produk bara sudab termasok di
dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
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i, pemazok dan 10X0 swalayan hersana-3a0a MemhuAl pevnCanaan proawosi

baitk untuk protuk boru moupan untuk produk loma untuk jengka wakou

yuny telal disegakatic

penggunaan jasa distribusi toko swalaynn tidak boleh dipaksakan kepada

pemasok  vang  dapat  mendistonbusikan barangnya  sendin | sepanjang

memenmihi keteria fwaknl, mung, barga produk, jumlah) vang disepakati
kedua belah plbake

biayn adiiniatrasi pendaltarmn barsrg (F2ting fes) hanys untuk produk bary

dengan besaran aebagal berixun

1. katogori hypermarkel poaling banyak Rp 150,000~ (serstus lima pulub
ribu ruplah) untuk setiap jenis produk setap pemi dengan biaya paling
banyak Rp. 10.000.000,- |sepuinh juta rupiah| untuk setiap jenis produk
di semua gerad;

2. kategorl supermarker paling baayel Rp. 75.000,- (fujuh puloh lima ribu
ruplah) untuk seligp jenis produk setlap geral dengan blavs paling banvak
Rp. 10.000.000,- {repuluh juta tupih] untuk setinp jenis prodak di
acmua gerdl; dan

3, kategori mmimarket paling banyak Rp. 5.000,- (ma i rupinh) untuk
sctip  jends preduk setinp  geral dengan biaya paling  hayak Rp.
20.000.000,- dua puluh juta rupiahb) untuk setinp jenis produk di semuan
geT.

perubaban blava administiasi peadaftaran banang sebagnimana dimaksod

paﬂd:s ruf k. dapat disssualkan setiap tahun berdasakan perkembangan

inflasi;

ko gwalayan dapat mengembalikan barang vang taun dipasarkan Kepada

penussuk o dikenakan sanksi sopangang sciclal dicvalusess dalsan janghs

witkin 3 {tiga) hulan tilak memennhi brget yang telah ditetapkan bersama;
dan

toko swalayan harus memberikan informasi tertulis paling lambat 3 {tiga)

bulan achelamnya kepada pemasok apabila akan owlakuken stop order
delisting atan wengurang jenls beagang atan Stk Keeping Undt (SKU)
pemasok.

Puaal 26

(1) Fembayaran barang dan toko swalayan kepoda pemoasck usaha mikro dan

12
(3

usaha kecl wajib dilakukan secars tonad untuk nilas pasokan suugssi dengan
Rp. 10.000.000,- {sepulub jua oupiah), atau dalam jacgka waken 15 (Hma
belss) harl 2etelah seluruh dobumen penagihan diteriona.

Ketentuun sebagimana dimsksnd pada myat (1], berlabae untak 1 jsata) outlet
atan 1 (sam) janngan usaha,

Unaden Mikio dan Usabs Kecil yang iomusok beoaang kepeula toko swalayen
dibebaskin dari peagenaan bisya administrasi psndaftaran barang |fisting fev),

BAB IX
PERAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOEKO SWALAYAN
Pasal 27

Setiap ocang yang melakukan Kegiatan usaba & bidang pusat perbelanjasn, wajib
wenyediaKan  alon  oenswalkaae cowler moge  danfatal rueng  usaie yaog
propecsional dnn strategss untuk pemasaran barang dengan merek dalam oegerni
pada lantai tectentu..

-17=
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Pasal 28

Setiap orang vang melakukan kegintan asaha di bidang toko swalayvan:

a. dapat memasarkan barang dengan merek sendiri [prizate kibe! dan/atau house
brand) dengan mengatamakan barang hesil predickss UMEM;

b, Banye dapat memasarkan barang merelk seadiel paling banyak 15% (Lma bedas
persen) dand Keseluruban fumdal barang degangan (stock keepng unid vang
dijusl i dalam ontlet)gera 1oko swalayun, keewali dalam sangka Xeanitesan;

o, dalam memazaukan barang merck seadind (private label dan/atan Powse brand)
bertanggungiowanb untuk mengikuti ketentuan perasturon perundang-undoangan
di bidang Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Lingkumean (K31, Hak
Kekayaan Intelektual, barang dalun keadaan terbunghkus danfatau keteatuan
barang hersdar lainnya;

d. wveng menjual barang basil peodaleal UNMEM dengan merek milile sendin (prloare
oty dan/atsy  house brand), waib mencaniumian nama. UMEM yang
memproduks barang; dan

e, vang menal barsng dengan Reitevia tidak dibuat @i Indonwenia, barsng
berkualitos tmggl donfatau bertelonolog tinged, dikecunlikan dan  ketentuan
palivg banvak jumlah barmng dagangsn yang dapat dipasadean dengan menek
eenadini sebagaimana dimakesud pada buruf b.

Pasal 29

Setiap orang yang melakukan kegistan usaha di bedang pusal  perbelamjsan
dan/atsn_toko swakyan, wajlb menyediakan bagang dagangan produkst datam
negen paling scdikit 80%6 (Gebapon pululs persen) dari juanlai (IU.IJCI.IIB g yaog
diperdagangkan dan 20 % [dua puloh persen) disntaranya dari prodok lokal
daerah.

BAB X
KEMITRAAR
Puxal 30

(1) Sctisg orang yang wmeclakukon Keginlan usale di Vidaog pusal porbolaajoen
danfata toko mhyan. wajib  melakokan  kemittaan  dengan  UMEM
berdasarkon perinjan tertulis vang discpakati kedua belah pihak.

(2) Kemitrsan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungken, jelas, wajar,
berkeadilan dan transparan.

(3] Perjanjlan Kemitraan hama dibuar dalen bahasa Iadenssia dan berdasaskan
bk Indorssia,

Pusal 31

(1) Dalam upaya mengembangkon UMKM vang berada di pasar rakyat, kemitroan
yang dilakukan oleb pasat perbelanjian dan toko swalyyan dapat dilsksanakan
dengan pola perdagangan umum dan/atea waralaba.

(2) Kemitraan dengan pola perdaganans Lvium anﬁimam dimsakand pada avat
{1 dapat dilakukan dalam bentuk
A, Keojasama peasaran,

b peayaliaan okasi usalag dandatmu
o. penyediann pasakan,

(3] Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayar {2) hunaf a dapat
dilakukan dalam beatuk memasarkan barang hasit poduksi UMEM yang
dikemas atan dikenas ulang (repockaping) dengan merek penilX barang, merek
toko samlavan atan merek ladn yang disepakati dalan cangka meniagkathan
nilal jusd barang,
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(9] Penvedinan lokssi usaha sebagaimans  @maksud pads ayal |2 bhuead b
dilnkukon dalom bentuk menyedickan raang usaba dolaw  arcal pusat
perbelaniaan kepada usaba mikro dan usahn kecil sesuai denigan peruntukan
yvang disepakisti.

{5) Penyedinan pasokan sehegainana dimaksud pada avat {2) horsf ¢ &lakalan
dalam benmuk. peayedinan barang dasn pensasok Ke pasar rakyar, puasat
perbelanjaan dan 1oko swalayan

(6] Kenutraan dengan pola warsdaba sebagaimans  dimaksud pada ayat (1)
dakukan becdagarkan poratiuéan perindang-undangan mengenai waraaba,

Pasal 32

(1) Toko swaloyan harus mengutamakan pasokan bareng produks dalum negeri
vang dibaslican UMKM sepanfang memenuhd persyaratan vorg ditetapican toko
swabavan,

(2] Dalam rangks mengembangkan Kemiiraan antaa pusal pecbelanjaan danfalau
ko swalayan dengan pasar rakyal, dilakokan dalam bentuk penyedisan
fonilitoni borupa: -

a. pelatihan,

b. kensultas:;

©. pazokan barang;

d. perasodalary; dasifatag
e bentuk bantuan lnintya

Paxal 33

Dalam mangka pengembangan kemitraan antara pemasek usaha mikro dan kecil
ngmpedmhkan. hypermarket, department store, supermarcet, don pengelola

jaringan ménimarket, perjanjian kegasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat [1) dilakukan dengon Keteatwan:

A, tidakc mermungat Bisga adminkstras pendaltarsn baang dal pemasok esaha
mikro dan kecl; dan

b pembayarin kepada pemasok wsaha mikro dan kecil dilakikan secasn nanaj,
atiy deogan slasan teknis tertentu dapat ditakuken dadun jangka wakiu 15
{lima belas) han satedah selumb dokumen penagihan diterima.

(2] Pembayuran tidak secars tunai sebagnimana dimaksud pada ayat (1) hurul b

dapat dllﬂkuhn sepanjang cura tersebut tidak monsgikan pomssck usahis

wilan dan keoll, dengan memperdinongken blayve resike dian bunsga untuk

pernasnk uaaha miko dan lkoeil.

(1

Pasal 34

(1] Perkulakan, fypermverket, depeartmeant store, supermarket, dan pengelols jaringan
mErdmearkel dapat menggunakan merek senxhin dengan mengntonakan barang
produksi usaha mikro, kecil, dan menengah.

(2) Penggunaun merek toko swalayan sendin sebagalmana dimaksod pada avat (1)
mwengutamakan jenks barang vang dipeoduksi & Indonesia,

(3] Toko swalsyan bertanggung jawab bahwa barang vang menggunakan merck
toko swalavan sendin telah memenubi Ketentuan pevaturan  perundang-
unhangan i bidanyg sk Atas Kekaysan Intcekiusd (HEKD, Didsog Kesummsan San
keschatan produks serta persturam perandnng-ondangan Ininnya.

Pasal 35

(1] Dalam rangka menciptakan habungan Kerjasama yang berkeadilan, saling
menguntungkan dan opa telanan antara pemasek dengan foko swalayan,
pemenntah daccah  dapat  membEdicesi kepentingan  pemazok  dan toke
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svalavan dalan merandingkan  perjanjian Kerjasuna setagaimana dinaksud
daloin Posal 30,
(2} Fasiktasi kepentingan pemasok dan toko swaliyan dalam ranglka sesundingien

pecionjian kerjosama schagaimana dimaksud paca ayet (1) dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah vang membidang).

BAB X1
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 36

(1) Setiap pengeloln pusat perbelanjsas dun tako swalayan berkewajiben :

.
b
e,
d

L
i

8
h

-

i

e

n

menjalio kemireann dengan uaaha mikoo, kecil das wenengaly,

mentasdl Ketentuan perizinan & deeraiy

mensinpkaiXan mnata pelayvasan dan menjamin kenyamsnan Konsurme)
mergaga keamnanan dan Ketertiban tempat usaha;

memelihara  kebersibon, keindsban lokssi dan  kelvstarian  lingkangen
tempat usalg

menyedinkan sarana pembuangan sampah, drainese, kamar mandi dan
totlet bersih serta tempat ibadah bag karyewan dan korsumen;

memberikan  kKesemparan  Kepada  kauyvawan  dan kansumen  untuk
melaksanakan thadah;

erekrut seknrang-kKurangnya 80% {delapgan pulub peraen) tons tga ketia dari
wilayah sekitarova dan memperhatikan kuota bagl peayandang

mentadi porjanjion kerja scrs qoojamin kesclunsion,  koachwmtan dan
kesejahternan karyvawin;

menvedinkan alat penanggulangan keadaan darurat dan keselamatan kerja
karynwan maupien Xonsuimesn;

menbangun samaos Gan poasacana puaar pecbelan@an dan rako swalayan
yang ramah bagi penyandang disabilitas.

meerbitkan dan mencantumKan dafae hanga yang ditulis dadam relat mats
uAng rupiah;

sncayangsikon lupotan usabia keuitan kopwda pemerintsh dacrah scluna
Jroggen waktn 5 flima) tabun: dan

pusat perbelanjean dan toke swalayan hars beriaka adil dalam pemberan
pelayanan kepasda mitma tsabhn boik sebagni penilikf penyewn runngan
usaha maupun sebagal pemasak.

(2) Selain kewajiban sehagaimana dimakand pada avar (1), setiap peagelola pukat
perbelogaan dan toke swalayvan wajby mendukung keglatan pembangunan di
Hngkungan sekofar tampar usaha sebagal bentuk  tang@ingiawab  sosial
perusabaia kepmls mesyarskit,

Bagian Xedua
Larangan
Pasal 37

Setiap pengslola pusat perbelangan dao toko swalayan dilarsng:

a  molagukan prakiek monopoli dalam mengalankan naahanya;

b, enimbon daogstay menyimpan baban kelatuban pokok imasyvarakac di galan
gudang dalsm jumbbh melebshi kewnjnran untuk: fagosn spekulvsi yemg aksn
merugikan kepertingan masyarakat

c. menimbun danfatau  menyismpan  buang-barang yang sifal dan jenisnya
membahayskan kesehatan kecuwall ying diatur peraturan perandang-undangan,

op

wenjual mEnuman yang menganduag alkohol;
menjual  barang-barang  yang sudah kedakiwarsa  danfatan  tdak layak

komsumsi;

-2~
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1 meppukah atan menambah Arana wmpat usaha, jenis dagangan dan mecabah

peruntukannyas tunpo @n dan Bopats sesual ketentuan yang berlaku;
mempekeriakan tenaga kesja dibswah umur

R

perundang-undangun yang herlaku:

I toka swalavan dilarang melakukan promoal peajualan dengan hasgn sams atau
Jebih mneah dibandingkan dengan bags 4l pasar rakyar terdekas uniuk baratg-

barang Xebutuban pakok maayarakal;
J. ®0UAD orang vang melanakan kegiatan usaha di bidang toke swalayan:

I deagan boptuk minimarcket, dilsrang menjoal barang produk segor dabun

bentuk curah; dan

2. dilarong memakza peodusen UMKM yang akan memasarkan produksinya di
dalum toko swalayan untuk menggunakan menck milik toko swalayan pada

Taail produkal UMEM yang telah memiliki merek sendin.

BAB XIT ‘
FPEMBINAAN DAN FENGAWASAN
Pusal 38

{1) Pemerintah Dacrah melakukan pembinaan dan pengawasan pasar raloyat, pusat

pecbelaniaan dan toko swalayan
(2) Dalam tangka pembinaan dan pengasasan Pasar salkkvat, pemeriaraly deerah: .

a. menmpayakan sumber-sumber alernaty pendanaan untak pemberdavaan
‘pasay rakyat sesuai Kelentian peraturan perundang-undangan yang berako;

b menlngkatian kompetenss pedagang dan pengeloln pasar rakyat)

©ancpioitas kg Keaciupatan memspervleh teanpat asalu bagl podagang pasar
mkyat yang tefah ada sebhelum dilaluken renovesi aten rdakasi pasar rakyat;
dan

d. iengevaluasi pergelolaan pasar rakyal.

{3) Dalam sangka paobinaan pusar perbelonjean daa taloo awslayan, penscrintah

dacrah:

a membardavakan pu=at perbelagjaom dan ke swalayan dalam membana

Pasar rakyat; dan

bonengpowasi polakeaueun komitrsean scbagadmans dinmkaud dolsan foraturan

Daerah ini,

(4] Pengawasan dilakvkan terhadap pengelolnan usaha  pasar rakyat, pusat

perbelaniaan dan toko swalsyan

(0] Pelaksanann pembinsun, pengawasan dan evaluasi rerbadap peageblaan pasar
rakyat, pusat perbelasjaan, dan toko swalayan difakulan olehi Buparl atau

pejabat yang ditenjuk.

(6] Koteanuian Iebih laniut oengenst tats carm pembinaan dan  pengawasan
e dimabsud pada aval (I} avat {2, weal |3) den wyat (4, distur

dalam l’rnl.man Bupati
Pasal 39

(1] Sedain bentuk ptmbmnn sehagaitmana dimaksud dalam Pasal 38 ayar (2),
dalam  rangka - pemberdayaan terhadap  pasac vakyst, petibinasn  dapat
dmjudkan  dalam batuk pembanginan dan perbaikan sarana maupun

PIAEI R pasu,

(2] Bentuk pembinaan sebagnimann dimaksud pada ayat (1) dilsk=snakan sesuni

dengan kemampuan keuangan dacrak.

mempekerjkan teaage kerja asing tanpa izin yang ditentukan oleh peraturan
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Pasal 40

Bupar melakukan koordinmsi untuk:
a. mengantisipasi kemungkinan timbulnva permasalahan dalam pengelolaan pasar
raleyal, pusat perbelanjaan dan ko swakyvan; dan

b melexukan  lagghkah yang  dipetiukan uamk menyelesailan
permpasslaban scbagal & pendirian pasar rakvar, pusat perbelan@aan dan
10Ka awalayun,

BAB X1
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41

(1] Setinp oraag atau badan hukum varg mcanggar Xefentuan  sehagaimana
dunaksad dalam Pasal 9 ayat (3], Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Freal 15, Pasal
20, Pazal 25, Pasal 30, dan Pasal 36, dikenaXan sankei sdminsirast.

(2) Sanksi administrasi sebagumana dimaksud pada syat (1), berupa:

a, peringatan tortulisg
b pembekuan ixio usaha; dan
c. pencabutan Hn usaha.

(3) Pembekuan ixin usahs sebagaonana dimaksud pada avat (2) bucaf b, dilakukan
apabila relah divecikan peringatan termulis bertunartuner 3 jriga) kali dengan
wengpang waknn paling lams 1 {sat) badan,

(%) Pencabutan ign Dasta scbagabnans dimaksud pada ayat (2] bunf ¢, dilakuakas
paling Jama 3 (tiga) bulan sejak 1anggal ditetapkannys pembekuan @i usaha,

Pasal 42

(1) Setiup orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sehagamnana
dimakand dalany Pasal 7 ayar (| dan Pasal 21 ayat (1), dikeaskan sanksi
berupa:

w penuispon sernenfara; dan
b penumapan pennansn.

(2) Penutupan scmcntars schagmmsns donsksud pada ayal (1) busal s, ke
apahila telah dilakukan peringatan secara tertubis bertumatmoe 3 Jtiga) kali
dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu] bulan.

(3) Penutupan permanen sehagaimana dipaksud pada ayast (1) buruf b, dilakutemn
paling fama 3 (tgs] balan scjak mnggal ditetapiannyn penurnpan Semsenimc.

Pasal 43

Soling oy atau budon bukun: yaosy mcagzar eleatuen schaggimaa diionkaud
dalam Pasal 12 dan Paxal 37, dikennakan sanksi sesuni dengsn ketenluan peratusan

perundasigundangan yang berlaku,

) BAE XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

(1) Jzin Vaslw veng diwiliki pusas perbelangsan dw ko swalayan vaog diterbitkan
alehh  Pomerintah  Daerah  sebelum berlakunyns Persturon Daerah  ing,
dipersamakan dengan IUPP atau IUTS berdasarkan Peraturan Dacrab t.

(2] Pasar rakyal. pusal perbelanjaan dan toko swalayan vang sudah mempunysi
izin lokasi dan/atau  lzin mendidikan bangonan danfatau igin gangguan,
sebelum Pecatuean Daecral ini bevlaku sedang dalam proses pembargninan atau
sidah sek=ai dibangun samun belum memilikl izin usaha, dianggap telsh
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mwemennhi persyvarstan jokasi dan dapat diberikan izxn usaha berdasarkan
Peraturan Doerah i,

(3} Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan yang telah memiliki wzin lokasi dan/alau
zin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, yang pada sast Pecaturan
Daerah ind berlaku belum dbangun, wuajib menyesankan dengan ketenisan
dalam Peganuran Dacoah ins.

(4) Pusal perbelanjaan dan toko swalavan vang telah berdid dan beroperasl namoun
belum melak=anakan program Kemilman sehagatnans distur dalaan Fersturan
Daerah ing, wajib melakssnakan program kemitraan dalam wakte paling lanbat
1 {sevtu} tadoan sejoak Berdukunya Perstwion Doaerad iod

(3) Perjejian Kedasmma usala antam pemasok decgem pusat perhelangpan dan
tako swalavan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah inid,

tetap berdaku sampai dengan berskhumys pesjanjian tersebat,

BAE XV
KETENTUAN PERUTUP
Pasal 45

Peraturan peloksanoan dan Pessturan Dacrah b ditetaplean paling lambat 1 {smtu]

tahun sejak tanggal pergundangan Peraturan Dasrah i,
Pasal 16
Peratitran Daerah inr omlal berlakn pada manges) dinndangkan

Apar aetiap  orsmg engetahnings,  mesorrintabkan pengundangan  Peraturan

Dacrah g dengan penempatanoea delam Lembuan Dacrah Kabupaten Jenber.

Ditetapian dl Jemnber
pacda tangguel 19 Desember 2016

BUPATI JEMBER,
ud
FAIDA

Diundangican di Jembor
pada tanggal 20 Desember 2016

Pit. SEXRETARIS KABUPATEN,

tl
Drs. BAMBANG MARIONO, M. M,
Pembina Utama Mada

NIP 19620131 198201 1 003

LEMEARAN DAERAM KABUPATEN JEMBER TAMUN 2016 NOMOR 9
NOREG. PERATURAN DAERALL EADUPATEN JEMDER NOMOR 411-9/2010
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PERJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAM KABUPATEN JEMBER
NOMOR 9 TAMUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN PASAR RAHYAT DAN FENATAAN mmpmmmuu
SERTA TOKO SWALAYAN

1. PENJELASAN UMUM

Muzalah kesgjahitersan torkmt eral dengon struktur distnbusi pondapotan
yvang adil, dengan kata lain keadilan faktor peneotu dalam konteks ekonceni
mazsyarakat Jember. Schbagai gambaran nmum, keadaan usaba kecil di tanah air
kita memang mewakili bampir selumh unit usaha di berbagao sekior ekanwem: yang
BLidugp dalam perekonomian kita, kavena jumlabnys yang amat besar dan apabila
ditiogau dan posisitya, usala kel menyuenbang penyerspan teosga Kega vang
aignilikan, namun bams pula dipaliami balwa terdapat Kedseayaan akan afanya
arms globalisas, vang =alah satunya erwupnd dakun Mazvarakal Exopomi ASEAN
(MEASAEC), yang telnh mengikat tidok boaoyna Indonesin sobagal pogarn pesertn,
namun jugit mengikat pelakie usaba maupn indwdde. Penberian keadilon dalam
kontcks ckonam: sangetlah mutiak, apalagt dalam era globalisasi saat ini, artinya
pomerstann ckonomi yang berbaxis pada keadilan sdaish sebuah pedoman yvang
Banss  selalu dincy dalama membargua bacgsa . dan ocgane Indonesin  pada
umumnya dan Kabupaten Jember Khnsusnva,

Pengaturan perlindungan Pasar Rakyal, pemobeniasaan Usaha Mikim dan
Kecil serta penatsan  Xemball Minjwarket Besjariugen, Tdak lain adakah
dimaksudkan untuk wemberisun Kesdilan podae sooous pilk dengan (otay
menyadari pentingmya memajukan iklim investasi di Kabupaten Jember. Pasar
Rokyat pada dasarnya merupakon media masyarakat Jember dalam perdagnngan
secara  tradisional, dan wenjadi bagian tdak  terpisablan  dari kehsdupsm
maayarakat Jegober dasd masa ke masa. Pasar Rakyar jugs merupakan medis bagl
Pelakor Usaha Mikro dan Recll untuk mmbuh dan berkembang

Berdasarkan [atar belakang tereebut, maka menjacdi suaty Reharean bag
Pamerintahan Deerah Kabupaten Jember (Bnpati dan DFRD) snmk menata
komwbali  pongstuwran mengenai pedindungsn Pesar Rakyat dun  porsdossn
Minimarket Perjaringan, sehingza masyarakat Kabupaten Jember akan mampu
mencapai kescjahterannnya dan mampu menghadapi persaingan ckonomi global.
Mengaon pada Alinea [ Pembuksan dan Alinea IV Pembulaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Tnidonesia Tatun 19495 vang redah mengamanskan unnik
membentuk suate Pemenntali Negara Indosesia vang melindangl segenap bangsa
Indopesin  dan sehauh tumgah  dassh  [ndonessa dan uutek  memajuksn
Kezejahtarsan umum, mencerdaskan kehidupan bangss menujn negara  Indonesia
yung merdeks,  borsetu,  bendwwded,  wdil den wskiur,  gseks o poncapasa
kesejaht=rsn mwmuam sebagai salah =ato tujuan negara harus ditopang oleh demen
pondukung yang memadai. Kesejohteraan maosyvorakat pada umumnya dan
wasyarakal Jember khususnya hanyva dagat diwogidkan apabila terpeoulinygs dua
elenien penting didalaznnya, yaitu yang pertama adalaly perundang-undangan yang
adil dan mendulkung kescjahiteraan masyarakat dan merupakan derivaal dasi
Undang-Alilang Dasar Negar Republik Indonesia Tshun 1945 dan dijlwsi dengan
semangar Fancasiia, sedangkan elemen kedua adalah pesieriniah daceah yang Kuat
sehagri seindi nogara Kesatnan Reputlilc ldopesin, yaug beroperasd pads Lataral
operasional yang dapat mengoyon masyvarakatngm untuk mencapsi bojosn negara
yvata kesejahteraan yang Pancasilais.

Sesuai dengan  kewenangan yang  diberikan  Peroeriniah Pusat  kepexia
Pamerintah Daerah sebogatmana dsatur dolam Peraturan Presiden Nomor 112
Tahua 2007 tentang Penataan dan  Pembinaan  Pasar  Tradisicaal. Pasat
Perbelanjaan dan Tako Moderny yang menmipskan lndassn bagl Penerintah Daesh
dalam melakukan penataan dan pembmaan bagi Pasar Rakyat dan Miimarket

-.‘-
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Bezjaringan dotgan berprxdoman pada Pecatmran Monteri Perdagangan Nomor
TOMMDAGIPER/12/2013  tentang  Pedoman  Penatan dan  Pembinann  Pasar
rakyal, Pusal Perbelunjaan dan Toko swalayan sebaguimana telah diobah dengan
Peraturen  Menteri  Perdagangan Namor 56/M-DAG/PER/O/2014 tentang
Perubaban atas Peruturan Mentent Perdagangan Nomor 70/ M-DAG/PER/12/2013
tentang Pedoman Penataan dan Pemhinean Pasar rakyer, Pusat Perbelanjaan dan
Toko swalayan dan sccs umwn oengseu  pads Undang-Undang  Republik
Indonesia Noroor 7 Tabun 2011 Tentang Perdaganpan, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 rentang Larangan Praktix Monopall dan Persaingan Usaha Tidak Sohat
dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kocil, dan
Menengah dan Unding Undang Republik Indonesia Nomor § Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen serta Perahuran Perundang-undangan tedeait.

Maka dart itu penting kiranya untuk diwujudkannya Peraturan Doemmh
Kabupaten Jember Teatang Petlindungan Pasar Rakyat  dan Peaaraan Pusar
Perbelaniasn scrta Toko Swalsyan vang peda dasamys memberikan jaminan
keacjahiersan  pada  mas kat  Jember, vang  termamofestasikan  dalam
porlindungan dan jaminan masvarakar dalam arti Juas, mangun dalam arti
yaag lebib spesifik yaita antaa lain xopsumen, pelaku usahn besur, incnengads,
kecil, mavpun  mikio, seita menguring: dampak negatif  globalisasi  tanpa
bermak=ud menghambat iklim investnsi, mamun lebih pada penciptaan kendisi
perekonominn yang adil disn beradab.

II. Pesjelasan Pasal demi Pasal,

Paxnl ]
Cukup Jokas
Pasal 2
Hunifa
Yang dimaksud dengan *asas kepastion hukum™ odakh
medstakkan hukum  dan  ketentoan  pemturan  perundang-
undangan sehagal dasar dalam setiap kebiakan dan pengeodatian
di bidang Perdagangan,
Huru'h

Yang dimaksnd dengan “asas Kepentingan nasional” adatab aetiap
kebijukan Perdagangan bnrus ncnguiamshan kepoutingsy boogsa,
regam, dan masyarakat i atas kepentinggan ainnya

Hurufc
Yarg dimpksud  demgan  “asax kepastian  hukum”™  odaih
wektakkan  bhukum  dan  kKelenrean  peraturan  perundangs
undangan sebagal dasar dalam “etiap kebiakan dan pengendalan
i dang Perdagangsn.

Humt'd
Yoarug dumsksud dengan “aswes sdil dan schat® wdeduh adanys
kesvlaman keseenpatan don kedodonkan dalam kegintan  usaha
antara produsen, padagang, don Pelaku Usaba lainnya untuk
mewujudkan  iklim ussha yang kondusif sehingga  mengamin
adenye kepastlan dan Kesemparan berusaha vang san.

Hurmf e
Yang dimaksud dengan “asas kesmanan berusaha® adalah adanys
jaminan keamanan bagi sehmh Pelaku Usaba di setsap tahapan
Keglatan Peidagrogen, mulii dadi persiapon moaXukun Kegiatan
Pordagangsn hinggs pelaksanann kegintan Perdngangan.

Huruf £
Yang dimaksud dengun “nsas akuntabel dan trnsparan”™ sdalsh
pelaksansan kegiaton Perdagangan Harus dapat
dipertanpungiawabkan dan terbuks kepads masvamkat scsual
dengan Ketentusn peratuiran penandang-undangan.
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Hunur g
Yang dimakeud dengan “asas kemandiran® adolah setiap kegiatan
Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung psada pikak lain.
Humufh
Yang dimaksud dengan “ceas kemitrann® adaklh adanva lena
~sama dalam  keterkaitan usaba di bidang Perdagangan, baik
lanesung maupan ek leogsung, sas casar prisip saling
emeriukan, twemmercaval, memmperkuat, dan menguntungkan yang
welibatkan Koperasi sorta usaba mikoo, kecil, dan metengah
dengan wsabha besar dun antarn Pemeriotah don owista
Hurnufi
Yang dimaksud dergan ‘asas kemonfaatan™ adalah  scluruh
pengaturan  kebijakan  dan pengendalian Perdagasngan  barux
bermantaat  bagi  kepentingen  nasional,  kbusuanva  dalam
mewuudkan clis=cita kosejahtersan umum,
Hurul'
Yarg dmakaud dongen “asas Xesederhanaan” adalah membenkan
kemadaban pelayansn kopadn Polaka Usala sorta kemudahan
dakium memberilan informasi yang beswar kepada masyiarakat.
Hurufk
Yang dumaksud  dengan Tases kebersamsan”  xksinh
penvelengzanman Perdagangan yang dlakulan secam bersama olelh
P\*imerintdl. Pemenntah Daerah, Pelakn Usaha, dan masyarakar
Hurul’
Yang dimaksud dengan “ssas berwawasan lingkungan® edaiah
kebijelean Perdagausgan yanp dilakuben deogsn momperhatikan
kelestarian lingkungan dan pembangunin yang berkelanjotan,

Cukcup Jelas
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